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Siapa Kami?

ELSHAM Papua

ELSHAM Papua (Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia) lahir karena
terjadi banyaknya pelanggaran HAM yang berlangsung terus menerus di Papua.
ELSHAM, lahir pada 5 Mei 1998, merupakan cikal bakal dari IJWGP (Irian Jaya
Working Group for West Papua) yang telah bekerja sejak tahun 1990an. Secara
formal didirikan oleh tiga pimpinan gereja (GKI di Tanah Papua, Keuskupan
Jayapura dan Kingmi Papua) dan aktivis NGO di Papua. Sejak didirikan, ELSHAM
telah melakukan berbagai kegiatan monitoring, investigasi dan advokasi berbagai
kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. ELSHAM Papua bekerja atas
prinsip-prinsip HAM dengan visi mewujudkan tatanan masyarakat Papua yang
memiliki kesadaran kritis terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM dan
demokrasi di Tanah Papua.

AJAR

AsiaJustice and Rights (AJAR) adalah lembaga nirlaba yang bertujuan untuk
memperkuat HAM dan bekerja untuk mengakhiri impunitas di kawasan Asia-
Pasifik. AJAR memfasilitasi pembelajaran dan dialog tentang HAM, dokumentasi,
resolusi konflik, dan proses-proses holistik untuk mendorong pemulihan,
pemberdayaan, dan advokasi bagi para korban, keluarga, dan komunitas mereka.
Kami percaya bahwa cara paling efektif untuk mencapai tujuan kami adalah
dengan berinvestasi pada orang-orang yang akan terlibat dalam perjuangan
menegakkan HAM dalam jangka panjang yang mencakup korban, penyintas dan
aktivis HAM. Kerja kami saat ini berfokus pada negara-negara yang sedang
mengalami transisi dari konteks pelanggaran HAM berat menuju demokrasi.
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Prakata

Selama bertahun-tahun, masyarakat adat atau masyarakat adat
Papua telah berjuang bersama melawan ketidakadilan. Dibalik
penyalahgunaan kekuasaan yang merusak keadilan, hukum, dan hak
atas kebenaran ada hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka yang
terus terkikis. Ketika masyarakat adat kehilangan tanah mereka, apa
yang terjadi pada mereka? Kemana mereka harus pergi?

Saya teringat kalimat yang disampaikan seorang perempuan adat di
Unurum Guay yang bekerja bersama kami, saat itu dia sedang
menceritakan kehilangan yang dia rasakan setelah tanah mereka
berubah menjadi perkebunan kelapa sawit:

“..Setelah pohonnya ditebang, setelah kita berdiri di dalam, terasa
seperti hati ini hancur. Terasa seperti badan ini, kepala ini digunduli
botak, hancur semuanya. Hutan sudah tidak ada, semuanya hilang™

Dijanjikan melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (2001),
tindakan-tindakan khusus untuk pengakuan identitas lewat simbol-
simbol kultural dan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi
terus ditolak beberapa tahun kemudian. Menghadapi intimidasi,
kekerasan dan perampasan lahan, masyarakat adat Papua terus
melanjutkan perjuangan mereka untuk Hak Asasi Manusia (HAM).

Merupakan suatu kebahagiaan ketika Lembaga Studi dan Advokasi
Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua bersama dengan Asia Justice
and Rights (AJAR) mempublikasi buku yang berjudul “Masyarakat
Adat dan Hak atas Kebenaran”, buku yang berangkat dari
pengalaman panjang kerja-kerja bersama dalam bidang HAM dan

1. AJAR & PWG, Burung Pun Tak Ada Lagi: Perempuan Adat Bertahan Menghada-
pi Kehilangan Hutan di Papua. AJAR, 2021. Pg. 67.
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solidaritas masyarakat pribumi untuk mendorong pemenuhan HAM di Indonesia,
Asia dan tentu untuk dunia. Kerja-kerja bersama ELSHAM Papua dan AJAR dapat
memberi dampak dalam upaya-upaya pemajuan HAM, terutama dalam
pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya dan hak politik di berbagai komunitas.

Buku dengan judul “Masyarakat Adat dan Hak atas Kebenaran” ini diharapkan
dapat menjadi pegangan bagi para aktivis dan memperkaya pembaca dalam
gerakan mendorong serta membangun kesadaran bersama akan pentingnya hak
masyarakat adat, khususnya hak atas kebenaran. Harapannya, buku inijuga dapat
memperkuat masyarakat adat untuk terus memperjuangkan dan
mempertahankan hak-hak asasi mereka dalam menghadapi berbagai tantangan
serta pengaruh perubahan dunia yang terus terjadi.

Studi kasus tentang masyarakat adat Papua dan beberapa pengalaman yang
diangkat dari masyarakat adat di wilayah Pasifik/Melanesia maupun Amerika Latin
tentu akan memperkaya para pembaca.

Terima kasih kepada AJAR dan semua yang telah turut terlibat dalam
menghasilkan sebuah buku yang sangat berharga untuk perjuangan eksistensi
masyarakat adat di Papua dan dimana saja.

Prakata

w1

Jayapura, Januari 2022.
ELSHAM Papua.

Pdt. Matheus Adadikam, S.Th.
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Otis Hope Carey, Jagun (Tanah Air), 2021, cat akrilik di atas kanvas,
33 h x33 wcm. Sydney, China Heights Gallery.
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Buku panduan ini menawarkan bantuan praktis kepada organisasi dan aktivis hak
asasi manusia masyarakat adat dan non-adat, serta Pemerintah, yang sedang
mempertimbangkan proses pengungkapan kebenaran. Dokumen tersebut
menyaring pelajaran dari empat puluh tahun proses pengungkapan kebenaran di
seluruh dunia, terutama yang melibatkan masyarakat adat. Panduan inijuga
menguraikan prinsip-prinsip utama dari kerangka kerja internasional yang muncul
tentang hak-hak masyarakat adat, yang mungkin kurang dikenal oleh organisasi
non-adat.

Selama 40 tahun terakhir, praktek keadilan transisional telah muncul dan matang,
sebagian besar dalam konteks pasca-konflik atau pasca-rejim otoriter. Selama
periode yang sama ini, gerakan masyarakat adat global telah muncul, yang
mengarah pada pengembangan kerangka hak asasi manusia internasional tentang
hak-hak masyarakat adat yang didukung oleh hampir semua negara. Fertilisasi
silang antara kedua gerakan itu terbatas, meskipun studi kasus mencakup contoh-
contoh penting di mana mereka telah bersatu, serta tanda-tanda munculnya
gelombang pengungkapan kebenaran yang dipimpin oleh para aktivis masyarakat
adat. Panduan ini bertujuan untuk mendorong pembelajaran silang antara bidang
keadilan transisional dan hak-hak masyarakat adat.

Volume kedua ini terdiri dari survei luas Komisi Kebenaran dan proses
pengungkapan kebenaran lainnya yang telah melibatkan atau berfokus pada
masyarakat adat. Studi kasus yang ringkas memberikan gambaran tentang
komunitas yang terlibat; latar belakang proses; mandat; metodologi; temuan dan
rekomendasi; menindaklanjuti; dan pelajaran yang didapat. Diorganisasikan
berdasarkan wilayah, studi kasus ini memberikan contoh proses pengungkapan
kebenaran yang berbeda, serta konteks yang sangat berbeda pula, termasuk:

o Komisi Kebenaran pasca-konflik yang memeriksa pelanggaran terhadap
masyarakat adat di antara kelompok korban lainnya (Guatemala, Peru,
Paraguay, Kolombia, Maroko, Kenya, Timor-Leste, Kepulauan Solomon,
Filipina, Nepal).

® Penyelidikan resmi atas pelanggaran tematik tertentu terhadap masyarakat
adat, baik melalui komisi yang dibentuk secara khusus atau lembaga hak
asasi manusia nasional (Australia, Kanada, Malaysia, Indonesia).

e Komisi resmiyang memeriksa sifat dan dasar hubungan antara masyarakat
adat dan non-adat di suatu negara (Kanada, Chili).

o Komisi Kebenaran untuk memeriksa pelanggaran terhadap masyarakat
adat, termasuk sejumlah komisi dan proses saat ini dan yang direncanakan
(Kanada, Amerika Serikat, Greenland, Norwegia, Swedia, Finlandia,
Australia).
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e Salahsatu contoh komisi penyelidikan hak-hak masyarakatadat, yang
beroperasi sejak 1975 (Selandia Baru).

e® Penyelidikan yang dipimpin oleh masyarakat sipil, tanpa adanya tindakan
negara (Papua/Indonesia,? Amerika Serikat, Australia).

Sebuah konferensi terobosan di New York pada tahun 2011 mengeksplorasi
kerangka kerja lain untuk mempertimbangkan pengungkapan kebenaran
masyarakat adat. Diselenggarakan oleh Pusat Internasional untuk Keadilan
Transisional, konferensi tersebut membahas tiga konteks sejarah-politik:

e Hakmasyarakatadatdan pencarian kebenaran di wilayah kolonisasi awal
(negara-negara Amerika Latin).

o Komisi Kebenaran sebagai pendekatan baru untuk mencari keadilan di
masyarakat pemukim (Kanada dan Amerika Serikat).

e Hakmasyarakatadatdan pencarian kebenaran dalam konteks
pembangunan bangsa pascakolonial (Afrika dan Asia-Pasifik).

Sejak konferensi ini, masyarakat adat telah memulai gelombang baru
pengungkapan kebenaran untuk memeriksa dan mengatur ulang dasar-dasar

hubungan antara masyarakat adat dan negara-bangsa. Tiga Komisi Kebenaran §
yang terkait dengan orang Sami di negara-negara Skandinavia Norwegia, Swedia %
dan Finlandia sedang berlangsung. Greenland menyelesaikan Komisi Rekonsiliasi §
yang berfokus pada masyarakat adat. Di Australia ada seruan untuk proses =
pengungkapan kebenaran nasional dan proses sub-nasional direncanakan. Di -
Amerika Serikat ada inisiatif baru di California, serta advokasi untuk Komisi 9

Kebenaran nasional yang akan mencakup pengungkapan kebenaran masyarakat
adat. Lihat studi kasus di bawah ini.

Kerangka Studi Kasus

Setiap studi kasus dibuka dengan garis besar singkat masyarakat adat di wilayah
dan negara tertentu; ringkasan hubungan historis mereka dengan masyarakat
non-adat; dan tinjauan singkat tentang pendekatan negara-bangsa modern
tentang hak-hak masyarakat adat. Meskipun catatan ini mencakup isu-isuyang
kompleks, catatan tersebut singkat dan ditujukan terutama untuk membantu
audiens non-adat dan mereka yang berasal dari berbagai wilayah dan negara.

2. Dalam buku panduan ini kami menggunakan kata “Papua”, untuk merujuk kepada baik Provinsi
Papua maupun Provinsi Papua Barat.
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Catatan pengantar ini mengidentifikasi isu-isu terkait kedaulatan dan penentuan
nasib sendiri, yang mendukung identitas dan hak masyarakat adat. Ringkasan
sejarah singkat ini penting karena proses pengungkapan kebenaran yang
melibatkan masyarakat adat telah menunjukkan kesinambungan antara situasi
kontemporer dan kurangnya pengakuan hak secara historis.

Studi kasus juga menunjukkan potret perlawanan masyarakat adat, aktivisme dan
pertumbuhan gerakan hak-hak modern.

Studi kasus diatur sebagai berikut:

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran
Amanat

Metodologi

Temuan dan rekomendasi

Tindak lanjut

Pembelajaran dan dukungan

Setiap studi kasus menyertakan tautan ke bacaan latar belakang untuk
memungkinkan analisis yang lebih dalam.

Pendahuluan
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Amerika Latin adalah rumah bagi beberapa Komisi Kebenaran pertama, setelah
berakhirnya konflik bersenjata internal dan rezim otoriter pada 1980-an. Sekitar
sepertiga dari Komisi Kebenaran dunia telah berlangsung di Amerika Latin.
Sementara mandat-mandat tidak hanya terfokus pada masyarakat adat, karena
mandate-mandat tsb. membuat porsi yang signifikan dari korban-korban
pelanggaran.

Amerika Latin dan Karibia adalah rumah bagi 54 juta masyarakat adat. Spanyol
adalah penjajah utama wilayah yang luas ini, dengan Portugal menjajah Brasil dan
berbagai kekuatan Eropa di wilayah lainnya. Penjelajah Eropa telah mencapai
Amerika pada tahun 1492, dan Doktrin Kepausan tahun 1493 menetapkan Doktrin
Penemuan. Sepanjang “Age of Discovery” atau “Jaman Penemuan” berikutnya,
penjelajah Eropa menggunakan Doktrin ini untuk mengklaim tanah berdaulat
mereka yang diduduki oleh penduduk non-Kristen.

Dari kontak, perang brutal penaklukan, perampasan, dan penyakit
menghancurkan komunitas masyarakat adat di seluruh Amerika Selatan, Tengah
dan Utara. Awal “penakluk” mencari emas dan kekayaan mineral ditambah dengan
monarki Katolik yang bertujuan untuk menginjili penduduk non-Kristen. Di
banyak negeri, penjajah menemukan komunitas masyarakat adat yang
berpenduduk padat. Kemerdekaan dari Spanyol abad kesembilan belas membawa
sedikit kelonggaran bagi masyarakat adat, karena konsolidasi negara-negara baru
memperburuk perampasan. Menjelang akhir abad, [ahan untuk pertanian dan
peternakan diperluas melalui kampanye militer yang terus memusnahkan
populasi masyarakat adat, terutama di Argentina dan Chili. Pada pertengahan
abad kedua puluh, kolonisasi Amazon dan daerah terpencil lainnya menyebabkan
siklus baru perampasan masyarakat adat.

Selama konflik abad kedua puluh di seluruh wilayah, masyarakat adat termasuk
kelompok yang paling rentan. Industri obat-obatan terlarang di daerah pedesaan
juga sangat berdampak pada masyarakat adat. Baru-baru ini, pertambangan besar
dan industri ekstraktif lainnya serta proyek infrastruktur besar telah menyebabkan
perampasan dan kerentanan masyarakat adat lebih lanjut.

Sejak tahun 1960-an, gerakan hak-hak masyarakat adat mulai berkembang di
seluruh wilayah, semakin cepat di akhir abad kedua puluh. 1992 adalah tahun
tonggak sejarah, ketika aktivis masyarakat adat di seluruh benua menolak rencana
Pemerintah untuk merayakan HUT ke-500 tahun kolonialisme Eropa. Banyak
masyarakat adat menggunakan istilah Abya Yala untuk menyebut Amerika Latin,
istilah orang Guna atau Kuna yang tinggal di Panama dan Kolombia.
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Sebagian besar negara Amerika Latin mengakui masyarakat adat dalam konstitusi
mereka, kecuali Chili, yang mulai menyusun konstitusi baru pada tahun 2021.
Amerika Latin adalah kawasan dengan ratifikasi Konvensi ILO 169 paling banyak
dan semua negara mendukung UNDRIP. Namun demikian, masyarakat adat tetap
sangat terpinggirkan dan miskin di sebagian besar negara dan menghadapi
hambatan besar untuk realisasi hak-hak mereka.

Melihat Komisi Kebenaran, dari tahun 1990-an hingga Komisi Kolombia saatini,
adalah mungkin untuk melacak perubahan dan peningkatan dalam cara komisi
melibatkan masyarakat adat. Studi kasus berikut berfokus pada komisi yang

mengkaji pengalaman masyarakat adat di antara kelompok korban konflik lainnya.

Sementara negara-negara di kawasan Amerika Latin dapat dianggap sebagai
“daerah kolonisasi awal”, semua kecuali satu dari komisi ini (Chili) meneliti konflik
sejarah baru-baru ini tanpa mempertimbangkan secara rinci pengalaman panjang
masyarakat adat sejak awal kolonisasi.

Komisi yang mempertimbangkan pelanggaran terhadap masyarakat adat
meliputi:

Guatemala: Komisi Klarifikasi Sejarah (1997-1999)

Chili: Komisi Kebenaran dan Kesepakatan Baru Sejarah (2000-2004)
Peru: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (2001-2003)

Paraguay: Komisi Kebenaran dan Keadilan (2004-2008)

Kolombia: Komisi Kebenaran, Koeksistensi, dan Tanpa-Pengulangan
(sedang berlangsung 2018).

Bab 1: Amerika Latin
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Guatemala

Komisi Klarifikasi Sejarah
(1997-1999)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Dari tahun 1950-an hingga 1970-an, Pemerintah Guatemala secara
signifikan menekan warganya selama konflik bersenjata internal
yang berkepanjangan. Khususnya di awal 1980-an, kampanye tentara
melawan pasukan oposisi memiliki konsekuensi serius bagi populasi
Maya di pedalaman, termasuk ratusan pembantaian dan
penghancuran pusat-pusat penduduk. Kesepakatan damai tahun
1996 antara Pemerintah dan gerilyawan membentuk Komisi
Klarifikasi Sejarah (the Commission for Historical Clarification/CHC).

Dua puluh empat kelompok masyarakat adat membentuk lebih 43%
dari populasi. Meskipun Guatemala telah meratifikasi Konvensi [LO
169 dan mengesahkan UNDRIP, masyarakat adat terus menghadapi
tantangan besar dan diskriminasi.

Mandat

Masyarakat adat (dan pihak berkepentingan lainnya seperti
kelompok korban) sebagian besar dikecualikan dari negosiasi yang
mengarah pada kesepakatan damai, yang mengakibatkan mandat
yang tidak jelas bagi Komisi. Mobilisasi intensif kemudian
menghasilkan proses yang memang melibatkan korban masyarakat
adat, dan salah satu dari tiga komisioner berasal dari komunitas Maya.
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Mandat Komisi adalah untuk “memeriksa pelanggaran hak asasi manusia dan
tindakan kekerasan yang menyebabkan penderitaan di antara rakyat Guatemala.”
Meskipun mandat tersebut tidak menyebutkan masyarakat adat, Komisi
menyelidiki kejahatan yang dilakukan terhadap korban masyarakat adat dan
membahasnya secara terpisah dalam laporan akhirnya.

Metodologi dan pengoperasiannya

Investigasi difokuskan pada eksekusi sewenang-wenang, penghilangan paksa,
pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan sistemik. Dengan menggunakan
laporan dan kerja lapangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisi pergi ke
daerah-daerah dengan populasi masyarakat adat yang besar di mana banyak
pelanggaran hak kolektif telah terjadi. Ini menggunakan masyarakat adat
setempat dan penerjemah untuk memfasilitasi dialog, terutama dengan
perempuan, menggunakan pertanyaan terbuka untuk memungkinkan saksi
menceritakan kisah mereka dengan menghormati alur kesaksian mereka.

Temuan dan rekomendasi

Komisi menemukan bahwa agen negara telah melakukan tindakan genosida
terhadap orang-orang Maya di empat wilayah yang paling terkena dampak
kekerasan. Ditemukan bahwa persepsi militer tentang Maya sebagai sekutu oposisi
bersenjata, ditambah dengan rasisme yang mendalam, menciptakan kondisi yang
mengarah pada pemusnahan seluruh komunitas masyarakat adat.

Komisi mengidentifikasi banyak pelanggaran terhadap masyarakat adat, termasuk
beberapa dengan makna simbolis yang mendalam dan berdampak kolektif. Ini
termasuk pembunuhan di luar hukum terhadap para tetua — penjaga pengetahuan
tradisional —dan perusakan ladangjagung.

Komisi merekomendasikan reparasi, kegiatan untuk memperingati dan
memulihkan situs Maya, dan pendanaan untuk penggalian. lajuga
merekomendasikan reformasi struktural polisi militer untuk memungkinkan
partisipasi masyarakat adat dalam kepolisian melalui bilingualisme, penghapusan
diskriminasi, pendidikan multikultural, penghormatan terhadap bentuk-bentuk
tradisional resolusi konflik, dan langkah-langkah lainnya. Hal ini juga mengakui
kebutuhan masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan
Pemerintah Daerah untuk mengakui hak mereka atas identitas etnis, menjamin
perlindungan hak individu dan kolektif masyarakat adat, menghormati pluralitas
budaya dan mempromosikan hubungan antar budaya.
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Pembelajaran dan dukungan

Masyarakat adat, di antara yang paling terpengaruh oleh konflik, tidak
terlibat dalam negosiasi damai yang mengarah pada Komisi Kebenaran.
Masalah ini terulang dalam negosiasi Kolombia 2016 yang mengarah ke
Komisi Kebenaran negara itu.

Namun, aktivis dan organisasi masyarakat adat masih dapat mempengaruhi
interpretasi mandat dan pelaksanaan pencarian kebenaran bahkan jika
mereka bukan bagian dari negosiasi politik sebelumnya.

Koalisi baru antara organisasi adat adalah salah satu hasil paling signifikan
dari CHC Guatemala.

Bahkan komisi yang tidak hanya terfokus pada masyarakat adat dapat
mempengaruhi pengakuan masyarakat adat dan pengalaman mereka. Hal
ini juga dapat mempengaruhi perubahan sosial yang lebih luas, seperti yang
ditunjukkan oleh ditemukannya genosida terhadap masyarakat adat
Guatemala.
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Chili

Komisi Kebenaran dan Kesepakatan
Baru Sejarah (2001-2004)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Komisi Kebenaran Sejarah dan Kesepakatan Baru dibentuk pada
tahun 2001 sebagai langkah awal pengakuan hak-hak masyarakat
adat di Chili. Chili telah memiliki Komisi Kebenaran pasca-konflik
setelah transisi dari kekuasaan militer: Komisi Nasional Kebenaran
dan Rekonsiliasi (1990-1991).

Masyarakat adat membentuk sekitar 9% dari populasi Chili.
Sembilan kelompok masyarakat adat yang diakui sebagian besar
tinggal di daerah perkotaan, dengan sekitar seperempat di daerah
pedesaan. Chili adalah satu-satunya negara di Amerika Latin yang
konstitusinya, dibuat selama kediktatoran militer, tidak mengakui
masyarakat adat. Chili telah meratifikasi Konvensi ILO169 dan
mengadopsi UNDRIP.

Mandat

Komisi dibentuk oleh undang-undang untuk memberi nasihat
kepada Presiden Chili tentang perspektif masyarakat adat tentang
peristiwa bersejarah di Chili dan untuk membuat rekomendasi guna
membangun hubungan baru antara masyarakat adat dan masyarakat
Chili lainnya.

Bab1: Amerika Latin
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Komisi itu unik di Amerika Latin, ditunjuk untuk mengakui pelanggaran hak-hak
ekonomi, sosial dan budaya ratusan ribu orang masyarakat adat, sejak awal era
kolonial dan pembentukan negara modern. Konflik ini belum termasuk dalam
narasi dan sejarah nasional yang diakui.

Metodologi

Komisi diketuai oleh mantan Presiden Republik, Patricio Aylwin. Itu terdiri dari 25
komisioner, termasuk sejumlah anggota masyarakat adat. Komisi mendasarkan
penilaiannya pada penyelidikan sejarah daripada pernyataan korban. la bertemu
dalam sesi pleno dan dalam kelompok kerja di bidang tematik dan kelompok etnis,
dan berkonsultasi dengan para ahli masyarakat adat.

Temuan dan rekomendasi

Pemerintah menerbitkan laporan komisi pada 2008, setelah selesai dan tertunda
selama empat tahun. Komisi membuat berbagai rekomendasi dengan
konsekuensi hukum, sosial dan ekonomi. Komisi juga mengakui masyarakat adat
sebagai keturunan masyarakat pertama di wilayah Chili saat ini, dan menyatakan
bahwa bangsa Chili modern dibentuk untuk mengasimilasi masyarakat adat,
termasuk dengan menyangkal identitas mereka dan melalui kekerasan.

Komisi merekomendasikan negara tersebut untuk memanfaatkan kesempatan
bersejarah dalam mengakui keragaman budaya Chili, dan identitas sejarah
maupun budaya masyarakat adat sebagai masyarakat adat. Ini merekomendasikan
pengakuan konstitusional atas hak kolektif masyarakat adat mengenai konsultasi
dan partisipasi, tanah, sumber daya alam, pendidikan, budaya, adat istiadat dan
hukum. Ini juga menyerukan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan
pada masyarakat adat berkaitan dengan tanah, lingkungan dan budaya. Untuk
memastikan partisipasi dan konsultasi masyarakat adat, Komisijuga
merekomendasikan pembentukan dewan masyarakat adat, lembaga penelitian
dan promosi masyarakat adat, dan dana untuk membiayai kebijakan masyarakat
adat.

Pelajaran dan dukungan

@ Komisi Peru memang memeriksa dan menyoroti tingkat kekerasan terhadap
masyarakat adat selama konflik, termasuk temuan kemungkinan genosida.

e Namun, beberapa komunitas masyarakat adat merasa tidak siap untuk
komisi, membatasi partisipasi efektif mereka. Lebih lanjut, proses tersebut
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tidak memberikan ruang yang cukup untuk dialog antarbudaya antara
negara dan penduduk asli Amazon.

Komisi tersebut telah dikritik karena tidak memeriksa sterilisasi paksa
massal terhadap perempuan adat di bawah pemerintahan Fujimori. Karena
program itu bukan bagian dari konflik bersenjata, maka program itu tidak
berada di bawah mandat komisi.
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Peru

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
(2001—2003)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Jatuhnya rezim otoriter yang dipimpin oleh Alberto Fujimori pada
tahun 2000 memungkinkan untuk menentukan tanggung jawab atas
pelanggaran selama dua dekade konflik bersenjata. Mulai tahun
1980, kelompok bersenjata yang dikenal sebagai Shining Path telah
terlibat dalam konflik bersenjata dengan Pemerintah, sehingga
menimbulkan berbagai organisasi bersenjata ilegal dan pelanggaran
HAM besar-besaran. Pada tahun 2001, setelah demokrasi dipulihkan,
Pemerintah sementara mengeluarkan dekrit pembentukan Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Sekitar 4 juta masyarakat adat dari 55 kelompok tinggal di Peru,
dalam populasi yang lebih luas sekitar 28 juta. Peru meratifikasi
Konvensi ILO 169 pada tahun 1994, dan telah mengesahkan UNDRIP.

Mandat

Komisi dibentuk untuk menetapkan proses, fakta dan tanggung
jawab atas kekerasan teroris dan pelanggaran hak asasi manusia
antara Mei1980 dan November 2000, dan untuk mengusulkan
inisiatif untuk memperkuat perdamaian dan harmoni. Komisi
berfokus pada penghilangan paksa, eksekusi di luar proses hukum,
penyiksaan, pengasingan dan pelanggaran HAM berat lainnya.
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Mandat tersebut secara eksplisit mencakup penyelidikan pelanggaran hak kolektif
masyarakat Andes dan masyarakat adat negara tersebut.

Metodologi

Komisi menciptakan proses yang sangat partisipatif dan publik. Komisi melakukan
perjalanan di seluruh negeri merekam 17.000 kesaksian individu dan mengadakan
27 dengar pendapat publik, yang pertama oleh Komisi Kebenaran Amerika Latin.
Media massa meliput audiensi secara ekstensif, termasuk satu audiensi publik
tematik nasional tentang pelanggaran terhadap masyarakat adat. Komisi
melakukan studi kasus dan penelitian mendalam lainnya. Dari12 Komisioner,
hanya dua yang berbicara bahasa Quechua, salah satu bahasa masyarakat adat
Peru.

Temuan dan rekomendasi

c
Komisi menyimpulkan bahwa konflik bersenjata bukanlah konflik etnis semata. %
Namun, mereka menerima begitu banyak kesaksian tentang pelanggaran oleh f:)
kelompok pemberontak Shining Path atau Jalur Cemerlang terhadap orang-orang g
Ashaninka Amazon sehingga memutuskan bahwa pemusnahan itu mungkin telah é
mencapai tingkat genosida. .
Misalnya, 75% dari mereka yang meninggal dunia berbicara bahasa Quechua atau 23

bahasa ibu lainnya sebagai bahasa ibu mereka. Tragedi itu dirasakan terutama
oleh penduduk pedesaan yang tinggal di Andes Peru dan hutan hujan tropis, yang
berbicara bahasa Quechua atau Ashaninka. Komisi menemukan bahwa semua
aktor dalam konflik memiliki pandangan rasis dan perasaan superioritas atas
masyarakat adat. Institusi publik, masyarakat sipil, media massa dan sistem
pendidikan semuanya berkontribusi pada kelangsungan kekerasan.

Komisi merekomendasikan: reparasi, terutama bagi para korban keturunan
masyarakat adat yang miskin dan terpinggirkan; upaya untuk mencapai rekonsiliasi
nasional, termasuk pengakuan dan penerimaan komposisi multi-etnis dan
multibahasa negara; serta penuntutan para pelaku untuk memerangi impunitas.

Komisi menyatakan rekonsiliasi di Peru harus menjadi proses membangun
kembaliikatan dasar di antara orang Peru. Prosesnya harus menghormati
keragaman besar negara dan menjadi multi-etnis, pluralitas kultural, multibahasa
dan multi-denominasi.
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Pelajaran dan dukungan

Komisi Peru memang memeriksa dan menyoroti tingkat kekerasan terhadap
masyarakat adat selama konflik, termasuk temuan kemungkinan genosida.
Namun, beberapa komunitas masyarakat adat merasa tidak siap untuk
komisi, membatasi partisipasi efektif mereka. Lebih lanjut, proses tersebut
tidak memberikan ruang yang cukup untuk dialog antarbudaya antara
negara dan penduduk asli Amazon.

Komisi tersebut telah dikritik karena tidak memeriksa sterilisasi paksa
massal terhadap perempuan adat di bawah pemerintahan Fujimori. Karena
program itu bukan bagian dari konflik bersenjata, maka program itu tidak
berada di bawah mandat komisi.
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Paraguay

Komisi Kebenaran dan Keadilan
(2004—2008)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Pada tahun 2003, menyusul perubahan dalam pemerintahan, Komisi
Kebenaran dan Keadilan dibentuk oleh undang-undang untuk
menyelidiki kekerasan dan kejahatan oleh pasukan keamanan
Paraguay. Fokusnya adalah pada “Operasi Condor” transnasional
selama tahun1970-an dan1980-an, di mana lawan politik terbunuh.

Masyarakat adat dari 19 kelompok membentuk sekitar 2% dari
penduduki Paraguay. Paraguay telah meratifikasi Konvensi ILO 169
dan mengesahkan UNDRIP. Meskipun demikian, masyarakat adat
mewakili kelompok termiskin, paling terpinggirkan di negara ini dan
menghadapi tantangan besar hak asasi manusia.

Mandat

Komisi ini dirancang untuk lebih mempromosikan keadilan daripada
rekonsiliasi. la diberi mandat untuk menyelidiki tindakan yang
merupakan atau dapat merupakan pelanggaran hak asasi manusia
oleh negara atau agen paramilitari antara Mei 1954 dan 2003. Ini
difokuskan pada pelanggaran hak asasi manusia seperti
penghilangan paksa, penyiksaan, dan pengasingan. Komisi inijuga
melihat penahanan sewenang-wenang dan perampasan tanah, serta
dampaknya terhadap penduduk tertentu, seperti perempuan,
anak-anak, dan masyarakat adat.
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Metodologi

Ada sembilan komisioner, termasuk hanya satu perempuan. Temuan didasarkan
pada 2.050 kesaksian, 14.000 dokumen, dan delapan audiensi publik, termasuk
satu tentang masyarakat adat.

Temuan dan rekomendasi

Komisi menemukan bahwa represi tidak terbatas pada kelompok tertentu tetapi
ditujukan terhadap orang-orang dari latar belakang politik, sosial dan budaya yang
beragam. Daerah pedesaan secara tidak proporsional terkena dampak kekerasan.
Masyarakat adat, yang secara historis merupakan populasi paling terpinggirkan di
negara itu, menjadi kelompok yang paling terpengaruh oleh kekerasan, termasuk
pembantaian dan perdagangan anak-anak masyarakat adat. Tanah adat secara
sistematis disita dan secara tidak sah diberikan kepada sekutu rezim.

Rekomendasi luas Komisi termasuk: menyelidiki dan menganalisis kerusakan
lingkungan di wilayah masyarakat adat; meminta Sekretariat Nasional Hak Asasi
Manusia dan Institut Nasional untuk Masyarakat Adat menyelidiki pembantaian
dan pelanggaran lainnya terhadap masyarakat Adat dan mengusulkan reparasi;
menetapkan ukuran memori kolektif; memastikan bahwa masyarakat adat
berpartisipasi dalam mengusulkan dan melaksanakan inisiatif berdasarkan
persetujuan atas dasar informasi awal yang baik tanpa paksaan; dan memproduksi
teks dan mempromosikan program radio dalam bahasa Spanyol, Guarani dan
bahasa-bahasa pribumi lainnya. Juga sangat direkomendasikan bahwa laporan
tentang tanah yang disita secara tidak sah disampaikan kepada Penasihat Jenderal
Republik danJaksa Agung Negara, sebagai dasar untuk penyelidikan dan tindakan
pencabutan hak, penilaian ulang, dan pemulihan properti dan tanah leluhur. la
juga merekomendasikan pelatihan khusus tentang hak dan budaya masyarakat
adat untuk pejabat publik dan organisasi masyarakat sipil.

Pelajaran dan dukungan

e Bagian Kebenaran, Keadilan dan Reparasi dari Kantor Ombudsman
didirikan setelah Komisi untuk menerapkan langkah-langkah.

@ Pemerintah memprakarsai program reparasi, yang dikelola oleh Komnas HAM.

e Kurangnya sumber daya merupakan masalah utama selama kerja Komisi,
terutama pada hari-hari awal ketika parlemen Paraguay memotong anggarannya
hingga setengahnya. Pada bulan Desember 2007, Pemerintah menghentikan
pendanaan Komisi, menangguhkan penyelidikan selama beberapa bulan.
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Kolombia

Komisi Kebenaran, Koeksistensi dan
Tanpa-Pengulangan (2018—sekarang)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Ada 115 kelompok masyarakat adat yang diakui di Kolombia, dengan
populasi gabungan sekitar1,9 juta orang atau 4,4% dari populasi.
Mereka telah tinggal di lereng dataran tinggi pegunungan Andes dan
daerah pesisir Karibia setidaknya selama 12.000 tahun. Hampir
sepertiga wilayah nasional dikategorikan sebagai Cagar Alam Asli,
dan sebagian besar menghadapi konflik lingkungan yang serius dan
perampasan tanah karena kegiatan ekstraktif. Organisasi Masyarakat
Adat Nasional Kolombia memainkan peran penting sebagai mediasi
antara negara dan masyarakat.

Spanyol menjajah daerah tersebut dari awal abad keenam belas,
memulai proses kekerasan massal dan perampasan masyarakat adat.
Pada tahun 1810, Kolombia mendeklarasikan kemerdekaan dari
Spanyol, sebuah proses yang diresmikan pada tahun 1819.
Perbudakan masyarakat adat dan orang-orang asal Afrika
berlangsung hingga pertengahan 1800-an, dan bahkan setelah
penghapusan praktek kerja paksa terus berlanjut.

Setelah penjajahan dan kemerdekaan dengan kekerasan awal,
Kolombia memiliki sejarah konflik kekerasan. Dua perang saudara
menelan ratusan ribu nyawa, antara tahun 1899 dan 1902 dan pada
tahun1940-an dan 50-an. Kelompok gerilya sayap kiri kemudian
dibentuk untuk menantang negara, kelompok sayap kanan dibentuk
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untuk melawan mereka bersama dengan pasukan formal negara, dan konflik
kekerasan berlanjut hingga kesepakatan damai 2016. Terperangkap di antara
pihak-pihak yang bertikai, masyarakat pedesaan menderita akibat konflik.
Masyarakat adat dan komunitas petani pedesaan menderita secara tidak
proporsional, dengan kekejaman massal yang dilakukan oleh semua pihak yang
berkonflik. Lebih dari 50 tahun konflik bersenjata menewaskan sekitar 220.000
orang, dengan 25.000 lainnya hilang dan sekitar 6 juta orang mengungsi.

Aktivis masyarakat adat di Kolombia dan sebagian Amerika Latin memainkan peran
penting dalam gerakan masyarakat adat global yang muncul pada 1980-an. Konstitusi
1991 mengakui hak-hak dasar masyarakat adat, pertama kali sifat multikultural dan
multi-etnis negara diakui secara konstitusional, dan Kolombia meratifikasi Konvensi
ILO169. Prestasi ini membentuk platform untuk aktivisme masyarakat adat, termasuk
aliansi dengan etnis minoritas seperti sebagai komunitas Afro-Kolombia. Pada tahun
2009, Kolombia mendukung Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.
Mahkamah Konstitusi telah menjadi salah satu aktor terpenting bagi hak-hak
Masyarakat Adat dan telah memasukkan UNDRIP ke dalam yurisprudensinya.

Pada tahun 2016, kesepakatan perdamaian membentuk pendekatan yang
komprehensif untuk keadilan transisional, termasuk Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi, unit orang hilang, pengadilan khusus untuk menentukan
pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia, perlindungan bagi
mantan gerilyawan dan tokoh masyarakat, dan reparasi bagi korban.

Mandat

Komisi ini dibentuk oleh undang-undang parlemen tahun 2017 sebagai badan
negara di luar hukum dan independen. Mandatnya memiliki empat tujuan: untuk
memperjelas dan menjelaskan kompleksitas konflik 50 tahun; untuk mendorong
pengakuan terhadap korban dan tanggungjawab individu dan kolektif; untuk
mendorong koeksistensi di wilayah; dan untuk meletakkan dasar-dasar untuk
tidak terulangan lagi. Mulai beroperasi pada akhir 2018, komisi ini memiliki
mandat tiga tahun.

Kesebelas komisioner termasuk satu wanita adat dan satu perempuan Afro-Kolombia.
Namun, masyarakat adat dan Afro-Kolombia sebagian besar dikeluarkan dari
proses empat tahun negosiasi perjanjian damai. Pada menit terakhir, keprihatinan
mereka dimasukkan sebagai Bab Etnis, yang membutuhkan perspektif berbasis
etnis dalam mengimplementasikan kesepakatan. Komunitas masyarakat adat
mendukung kesepakatan tersebut, bahkan ketika referendum nasional untuk
sementara membuat masa depan mereka dipertanyakan future into question.
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Metodologi

Sejak awal, ada upaya internal untuk membuat komisi lebih relevan dan selaras
dengan masyarakat adat dan etnis minoritas. Dipimpin oleh dua komisioner
perempuan, satu masyarakat adat dan satu Afro-Kolombia, komisi bergulat dengan
bagaimana mendasarkan pendekatannya pada keragaman. Ini meninjau upaya
sebelumnya dari masyarakat adat, kulit hitam dan gipsi yang telah bekerja pada
kebenaran dan akar konflik. Ini mempertimbangkan laporan dari Pejabat Kantor
Ombudperson, Pengawas Keuangan Jenderal, dan Inspektur Jenderal tentang
kelemahan lembaga negara mengenai masyarakat etnis, serta rekomendasi dari
pelapor khusus PBB untuk masyarakat adat dan keturunan Afrika. Dari bahan-bahan
ini, komisi merancang sebuah “metodologi etnis melawan rasisme, diskriminasi rasial,
dan bentuk-bentuk intoleransi terkait lainnya.” Tujuannya adalah untuk memastikan
staf komisi bekerja secara efektif dengan masyarakat adat dan etnis minoritas.

Secara eksternal, komisi memulai konsultasi dengan kelompok masyarakat adat
dan etnis minoritas sebelum memulai pekerjaannya. Komisioner Masyarakat
Patricia Tobon Yagari mengatakan bahwa merupakan tantangan bagi semua di
komisi untuk menerima bahwa langkah ini perlu. Dia juga mengatakan bahwa
para pemimpin masyarakat adat memberi tahu komisi itu:

({

Anda tidak dapat mempelajari sejarah umat Islam dengan Alkitab Katolik karena
itu tidak memotongnya. Dan Anda tidak dapat mempelajari sejarah masyarakat
adat dengan pola pikir Barat karena tidak memotongnya. Inilah sebabnya

mengapa kita membutuhkan sebuah bab etnis dengan jaminan bahwa kita dapat

memasukkan kebenaran kita secara bebas, sehingga menjadi bagian dari narasi
nasional dan tidak tunduk pada budaya mayoritas.?

Para pemimpin masyarakat adat ingin menceritakan kisah konflik berdasarkan
pengalaman mereka. Mereka tidak melihatnya sebagai konflik yang dimulai pada
1950-an atau 60-an, tetapi sebagai konflik yang mencakup penaklukan Eropa,
kolonisasi, dan periode republik penuh. Para pemimpin Afro-Kolombia
berpendapat bahwa salah satu sumber konflik adalah rasisme.

Komisi mulai beroperasi pada November 2018 dengan audiensi publik. Pada 2019,
ia menerima10.755 kesaksian dari 5.988 wawancara individu dan kolektif, dengan

3. Patricia Tobon Yagari’s full interview is available online via Justice Info: https://www.justiceinfo.net/
en/75613-patricia-tobon-yagari-legacy-colombias-trc-active-participation-ethnic-peoples.html
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20% dari masyarakat adat dan etnis. Acara publik menyediakan platform bagi
korban untuk berbagi pengalaman dan pelaku kesempatan untuk mengakui
tanggungjawab mereka.

Untuk mendengar dari masyarakat adat secara khusus, Komisi mengadakan enam
dengar pendapat dan acara tentang topik #LaVerdadindigena (Kebenaran Masyarakat
Adat) di seluruh wilayah Karibia, Andes, Pasifik, Amazon, dan Orinoquian di
Kolombia. Para pemimpin masyarakat adat dan masyarakat lainnya memandu komisi
mengenai kasus mana yang ingin mereka fokuskan dalam dengar pendapatini.

Komisi telah merencanakan untuk menghabiskan sebagian besar tahun 2020 di
lapangan, berbicara dengan masyarakat, mengadakan ratusan acara lokal dan
mengumpulkan informasi untuk laporan akhirnya. Pandemi membuat rencana ini
berantakan ketika Kolombia memasuki salah satu penguncian terlama di dunia,
dan satu komisioner meninggal karena Covid-19.

Pandemi memaksa Komisi untuk menemukan kembali operasinya pada tahun
2020. Komisi harus membatalkan atau menunda acara publik seperti dengar
pendapat dan program ganti rugi yang ambisius untuk para korban masyarakat
adat di Amazon. Sebaliknya, Komisi meluncurkan percakapan streaming langsung,
podcast, acara TV, dan konser.

Laporan terakhir

Komisi akan menyelesaikan kegiatannya pada akhir tahun 2021 dan mengeluarkan
laporan akhirnya. Ada diskusi tentang perpanjangan, terutama karena dampak
Covid-19, tetapi opsi ini mungkin rumit secara politis. Laporan akhir akan
mencakup bab tentang masyarakat adat dan etnis minoritas.

Pembelajaran dan dukungan

e® Sementara partisipasi masyarakat adat dan etnis minoritas dalam proses
perdamaian terlambat, dimasukkannya Bab Etnis dalam perjanjian
perdamaian meletakkan dasar bagi Komisi dan lembaga keadilan transisi
lainnya untuk terlibat dengan kelompok-kelompok ini.

@ Sebelum memulai pekerjaannya, Komisi berkonsultasi dengan para
pemimpin dan masyarakat adat lebih banyak daripada komisi kebenaran
umum lainnya. Upaya ini mengarah pada metodologi khusus untuk terlibat
dengan masyarakat adat dan etnis minoritas dan kemungkinan akan
menghasilkan laporan yang mencerminkan perspektif mereka dengan cara
yang tidak mungkin dilakukan.
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Kepemimpinan komisioner masyarakat adat dan etnis minoritas sangat
penting untuk mengatasi tantangan internal dan eksternal terhadap
orientasi kelembagaan yang inovatif ini.

Warisan komisi adalah partisipasi masyarakat adat dan etnis dalam
penyusunan laporan, pemilihan kasus, metodologi, dan penguatan informasi.
Pemahaman masyarakat adat dan etnis minoritas tentang akar konflik
cenderung berbeda secara signifikan, dan dalam jangka waktu yangjauh
lebih lama, dibandingkan pandangan lainnya. Audiensi di masyarakat adat
menunjukkan bahwa konflik bersenjata internal merupakan kelanjutan dari
rasisme, kekerasan dan pengabaian yang dialami oleh masyarakat adat
sejak zaman kolonial. Sebuah bab dalam laporan akhir tentang
pengungkapan kebenaran masyarakat adat dan etnis minoritas akan
menjadi kontribusi penting bagi dialog nasional yang baru.

Komisioner Masyarakat Adat Patricia Tobon Yagari menjelaskan peran Komisi
dalam mengubah pemahaman negara tentang konflik dan masyarakat dalam
sebuah wawancara: “Konflik bersenjata yang kami alamijuga merupakan

ekspresi dari konflik berbasis etnis dan identitas yang telah berlangsung lama, %
akibat hubungan kolonial yang belum diatasi negara selama pembangunan F
republik. Sulit bagi Kolombia untuk menerima akar konflik ini.... Ini akan E
membutuhkan upaya institusional dan kebijakan pendidikan — dari anak <
usia dini hingga universitas— bagi negara untuk menyadari sifat antar K
budayanya. Sangat sulit untuk mengubah inijika perspektif pengetahuan

tidak berubah. Anda tidak dapat berhubungan dengan sesuatu yang tidak T
Anda ketahui. KKR memungkinkan kami untuk membuka refleksi ini.” 31

Dalam audiensi publik, kelompok-kelompok masyarakat adat
mempresentasikan rekomendasi tentang bagaimana memastikan
kelangsungan hidup fisik dan budaya mereka, serta tanpa-pengulangan. Poin
kuncinya adalah bahwa kurangnya kesadaran publik tentang masyarakat
adat, tradisi dan praktik berkontribusi pada pengorbanan mereka dan
ancaman kepunahan budaya. Masyarakat adat menyoroti perlunya sistem
pendidikan antarbudaya untuk fokus pada kekayaan masyarakat adat.
Terlepas dari kesepakatan perdamaian dan inisiatif keadilan transisional
yang sedang berlangsung, perdamaian di Kolombia sangat rapuh dan
masyarakat adat terus mengalami kekerasan tingkat tinggi, termasuk
pembunuhan. Dalam empat tahun setelah perjanjian damai 2016, 250
pemimpin adat dibunuh, dan 2019 ditandai dengan gelombang kekerasan
di seluruh wilayah leluhur. Ketika kelompok-kelompok bersenjata berusaha
untuk menguasai wilayah mereka, masyarakat adat di masyarakat pedesaan
masih tidak dapat hidup dengan aman meskipun tanah mereka diakui
dalam titik reformasi pedesaan yang komprehensif dalam perjanjian damai.
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Selama Hari Nasional untuk Kebenaran dan
Rekonsiliasi yang pertama, orang berdiri dekat
sepatu di Parliament Hill, Ottawa untuk
menghormatisemua anak masyarakat adat
yang masih hilang. September, 2021.

(Foto oleh Lars Hagberg/AFP lewat Getty
Images).
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Latar Belakang

Setidaknya selama 20.000 tahun, masyarakat adat telah tinggal di seluruh bagian
benua Amerika Utara serta negara-negara kepulauan seperti Hawaii. Benua ini
adalah rumah bagi beragam negara dan budaya masyarakat adat, dari orang Inuit
di wilayah kutub utara yang membeku hingga berbagai peradaban masyarakat
adat di pesisir dan pegunungan Meksiko, serta ratusan negara yang sekarang
disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kontak Eropa dengan masyarakat adat di Amerika dimulai sekitar abad ke-11.
Penjelajah Norse bergerak melintasi dataran tinggi utara Skandinavia ke Islandia
dan Creenland, akhirnya tiba di pulau Newfoundland di Kanada saat ini. Namun,
baru pada tahun 1492 era penjajahan Eropa dimulai, dengan kedatangan
Christopher Columbus dan penaklukan “Dunia Baru”. Spanyol dan Portugal adalah
kekuatan penjajah awal, dan dari abad keenam belas Inggris, Prancis, Spanyol dan
Belanda berkompetisi di berbagai bagian Amerika Utara. Koloni awal difokuskan di
pesisir timur benua.

Selama periode ini, tidak ada negara yang dominan dan semua koloni berjuang
untuk bertahan hidup. Masyarakat adat berada dalam posisi kekuatan relatif dan
menikmati tingkat koeksistensi. Untuk tujuan perdagangan dan militer, orang
Eropa membuat aliansi dan perjanjian dengan masyarakat adat yang tidak
melibatkan penyerahan tanah. Namun, penyakit yang dibawa oleh orang Eropa
menyebabkan kehancuran di antara masyarakat adat di tahun-tahun kontak
pertama ini.

Inggris dan Prancis menjadi kekuatan dominan di tempat yang sekarang disebut
Kanada dan Amerika Serikat, dan lebih dari 150 tahun berperang, dengan sekutu-
sekutu pribumi di masing-masing pihak. Inggris muncul dominan, dan pada 1763
mengeluarkan proklamasi kerajaan dengan implikasi penting untuk tanah
masyarakat adat. Proklamasi ini menyatakan bahwa hanya Kerajaan sajayang
dapat membeli tanah dari masyarakat adat dan menetapkan perbatasan sebelah
baratyang tegas, membatasi semua pemukiman di dalam perbatasan ini dan
menggambarkan semua tanah di barat sebagai wilayah suku bangsa Indian.

Proklamasi tersebut merupakan pengakuan publik pertama atas hak masyarakat
adat atas tanah dan hak miliknya.
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Kanada

Latar belakang

Ada lebih dari 630 komunitas Bangsa Pertama di Kanada, yang mewalkili
lebih dari 50 Bangsa dan bahasa. Hampir 1,7 juta orang diidentifikasi
sebagai Masyarakat Adat, populasi dengan pertumbuhan tercepat di
negara ini. Mereka secara kolektif dikenal sebagai orang Aborigin.

Perdagangan bulu binatang ke Eropa membawa kontak dan hubungan
perdagangan dengan suku-suku lokal di beberapa bagian terpencil
negara itu. Setelah Amerika Serikat memperoleh kemerdekaan, Inggris
melanjutkan dominasinya di koloni-koloni sebelah utara. Lebih banyak
pemukim tiba, menuntut lebih banyak tanah. Masyarakat adat terlantar,
dan perjanjian menjadi sarana penyerahan tanah secara paksa.

Sejak tahun1820-an, kebijakan asimilasi diterapkan, dengan tujuan
“membudayakan” masyarakat adat. Pada tahun 1839 undang-undang
membuat wali kerajaan dari semua tanah Cagar Alam Indian. Pada
tahun 1867 Dominion Kanada didirikan oleh Inggris, menjadikan
wilayah tersebut sebagai entitas yang memiliki pemerintahan sendiri
di dalam Kerajaan Inggris. Pemerintah nasional yang baru
mempertahankan pendekatan terpusat dari Kerajaan Inggris
terhadap masyarakat adat.

Ada perjanjian historis dengan First Nations dan perjanjian modern,
juga dikenal sebagai perjanjian klaim tanah yang komprehensif.
Perjanjian bersejarah adalah yang ditandatangani antara Kerajaan
Inggris dan masyarakat adat setempat, dan yang ditandatanganioleh
Kanada yang merdeka antara tahun 1871 dan 1921. Selama periode
kedua ini, serangkaian perjanjian penyerahan tanah menyisihkan tanah
cadangan untuk masyarakat adat dan memberi mereka tunjangan hidup
dan hak lanjutan untuk berburu dan memancing di tanah kerajaan
yang tidak berpenghuni dengan imbalan gelar Aborigin. Juga termasuk

Bab 1: Amerika Utara

w
w1



Bab 2: Amerika Utara

w
o

Pengalaman Masyarakat Adat dengan Mekanisme Pengungkapan Keb enaran: Volume 2

sekolah dan guru untuk mendidik anak-anak First Nations di tempat-tempat
reservasi; peralatan pertanian, berburu dan memancing; serta elemen seremonial
dan simbolik, seperti medali, bendera, maupun pakaian untuk kepala suku.

Masyarakat adat memasuki perjanjian ini karena mereka berusaha untuk bertahan
hidup di dunia yang berubah dengan cepat. Situasi di Kanada bagian barat sangat
kontras dengan dataran barat Amerika Serikat. Daripada kekerasan massal
terhadap masyarakat adat, Kanada memasuki perjanjian penyerahan tanah antara
1871-1887. Sampai tahun 1921 Kanada mengadakan perjanjian lebih lanjut untuk
mengamankan sumber daya alam di wilayah utara yang luas.

Pada tahun 1870-an Kanada mengesahkan Undang-Undang Suku Indian, yang
secara efektif memposisikan Pemerintah nasional sebagai penjaga masyarakat
adat. Status ini memfasilitasi tujuan asimilasi dan banyak praktek budaya dilarang.
Pada tahun 1880-an, sekolah perumahan diperluas sebagai kendaraan utama
untuk memajukan “peradaban” dan “asimilasi”. Dalam kemitraan dengan
organisasi Kristen, jaringan lebih dari 130 sekolah didirikan di seluruh negeri. Lebih
dari150.000 anak bersekolah di sekolah ini sampai tahun 1990-an.

Perjuangan masyarakat adat, khususnya pada tahun 1970-an, mengubah
pendekatan pemerintah nasional menjadi hak atas tanah dan pemerintahan
sendiri. Tiga kasus pengadilan yang signifikan pada tahun 1970-an membawa
pengakuan baru terhadap hak atas tanah masyarakat adat. Pemerintah nasional
menetapkan kebijakan klaim yang komprehensif untuk negosiasi dengan
masyarakat adat, yang kemudian menjadi era perjanjian baru. Antara1974 dan
2015, ada 26 perjanjian yang diselesaikan.

Perjanjian-perjanjian ini diimplementasikan melalui undang-undang dan tetap
menjadi cara paling komprehensif untuk menangani hak dan kepemilikan orang
Aborigin. Mereka mencari kepastian tentang kepemilikan, penggunaan dan
pengelolaan tanah dan sumber daya untuk semua pihak. Hak-hak yang diatur
dalam perjanjian mendapat perlindungan konstitusional.

Dari tahun 1990-an pemerintahan sendiri menjadi fokus baru untuk hubungan
bangsa pribumi. Komisi Kerajaan 1991-96 adalah refleksi nasional utama pada
hubungan antara masyarakat adat dan negara serta masyarakat non-adat Kanada.
Proses pengungkapan kebenaran utama telah terjadi berkaitan dengan sistem
sekolah perumahan dan pembunuhan perempuan maupun anak perempuan adat.

Pada tahun 2016, Kanada mengesahkan tanpa kualifikasi Deklarasi PBB tentang
Hak-Hak Masyarakat Adat, setelah menentangnya dalam voting tahun 2007.
Kanada belum meratifikasi Konvensi ILO 169.
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Komisi Kerajaan untuk Masyarakat Aborigin
(1991-96)

Latar belakang

Komisi Kerajaan (RCAP) didirikan pada tahun 1991 untuk memeriksa kebijakan
Pemerintah terhadap “ bangsa-bangsa bersejarah asli” tersebut. Langkah itu
menyusul Krisis Oka, kebuntuan 78 hari antara pengunjuk rasa Mohawk dan pihak
berwenang Kanada atas usulan pembangunan di tanah pemakaman. Itujuga
merupakan saat ketika para pemimpin negara memperdebatkan tempat
masyarakat adat dalam konstitusi, dan ketika laporan media mengungkap fakta
kehidupan yang mengganggu bagi banyak masyarakat adat: tingkat kemiskinan
yang tinggi, kesehatan yang buruk, kehancuran keluarga dan bunuh diri.
Komisioner kemudian mencatat dalam laporan mereka bahwa inijuga merupakan
saat harapan, ketika masyarakat adat membangun kembali ikatan kuno satu sama
lain dan mencari budaya dan warisan mereka untuk akar identitas mereka.

Mandat

Penyelidikan didirikan sebagai Komisi Kerajaan, dengan mandat 16 poin untuk
memeriksa hubungan antara masyarakat adat dan non-adat sejak 500 tahun yang
lalu. Para komisaris memfokuskan konsultasi mereka “pada satu pertanyaan
utama: Apa dasar dari hubungan yang adil dan terhormat antara orang Aborigin
dan non-Aborigin di Kanada?”

Pada tahun 2016, Kanada mengesahkan tanpa kualifikasi Deklarasi PBB tentang
Hak-Hak Masyarakat Adat, setelah menentangnya dalam suara asli tahun 2007.
Kanada belum meratifikasi Konvensi ILO 169.

Metodologi

Di bawah pengawasan enam komisioner, empat di antaranya adalah masyarakat
adat, Komisi Kerajaan melakukan agenda penelitian yang luas. Menelusuri 500
tahun silam, RCAP melihat empat tahap:

e Waktu ketika orang Aborigin dan non-Aborigin tinggal di benua yang
berbeda dan tidak mengenal satu pun.
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e Setelah tahun-tahun kontak pertama, ketika hubungan perdamaian yang
rapuh, persahabatan dan kesetaraan yang kasar diberi kekuatan hukum
dalam perjanjian.

e Saatkekuasaan condong ke arah orang dan pemerintah non-Aborigin, dan
mereka memindahkan orang-orang Aborigin dari sebagian besar tanah
mereka dan mengambil langkah untuk “membudayakan” mereka.

e Tahapsaatini, masa pemulihan bagi orang dan budaya Aborigin, untuk
tinjauan kritis terhadap hubungan, dan negosiasi ulang serta pembaruan.

RCAP mengadakan dengar pendapat publik di seluruh negeri, menerima
pengarahan dan masukan dari individu dan kelompok, menugaskan penelitian,
menerbitkan laporan dan mengadakan pertemuan meja bundar. Dalam 178 hari
sidang, 2.067 orang hadir, dan lebih dari 76.000 halaman kesaksian dicatat.
Laporan sementara diterbitkan pada Oktober1992, Oktober1993, November1993
dan November1994.

Menyadari kesulitan yang akan dialami beberapa kelompok Aborigin dalam
berpartisipasi, Program Partisipasi Perantara membantu organisasi dalam meneliti
dan mengartikulasikan posisi mereka. Komisi Kerajaan mengembangkan
penelitian melalui konsultasi dengan 150 cendekiawan terkemuka, dengan lebih
dari 350 penelitian ditugaskan pada empat tema utama: Pemerintahan, tanah dan
ekonomi, masalah sosial dan budaya, dan wilayah Utara. Komisi termasuk
penelitian ke dalam sistem sekolah pola asrama. Empat belas kelompok kebijakan
dibentuk untuk mengembangkan laporan akhir dan rekomendasinya.

Temuan dan rekomendasi

RCAP menghasilkan laporan lima volume dengan temuan luas dan 440
rekomendasi. Para Komisioner membingkai rekomendasi mereka sebagai
komitmen 20 tahun, menyerukan agenda komprehensif untuk perubahan
sepenuhnya merestrukturisasi hubungan antara masyarakat adat dan non-adat di
Kanada. Hal ini mengusulkan Proklamasi Kerajaan yang baru serta mengikat
pemerintah pada seperangkat prinsip etika baru yang menghormati hubungan
antara masyarakat adat dan negara. Hubungan baru ini akan menghormati
asal-usul sejarah kebangsaan masyarakat adat, hak yang melekat pada penentuan
nasib sendiri, dan budaya serta nilai-nilai adat. Menerapkan banyak dari
rekomendasi akan membutuhkan perubahan konstitusional. Laporan tersebut
juga menyoroti perlunya penyelidikan publik tentang tujuan sistem sekolah
berasrama dan dampaknya terhadap komunitas Aborigin.
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Menindaklanjuti

Pemerintah Federal tidak secara resmi menanggapi laporan tersebut sampai 7
Januari1998. Meskipun Pemerintah Federal dan Provinsi mendukung inisiatif
praktis untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi dalam laporan tersebut,
hanya ada sedikit minat Pemerintah dalam diskusi konstitusional tentang masalah
yang mempengaruhi masyarakat adat.

Perdana Menteri mengeluarkan permintaan maaf resmi, menyatakan penyesalan
atas kesalahan masa lalu dalam Pernyataan Rekonsiliasi. Dia berkomitmen $350
juta untuk penyembuhan berbasis komunitas, terutama untuk korban pelecehan
dari sistem sekolah pola berasrama.

Pembelajaran dan dukungan

e Penelitian, temuan, dan rekomendasi lebih luas jangkauannya daripada
Komisi Federal Kanada lainnya. Namun, karena hambatan atau keengganan
terhadap perubahan konstitusi, nilai jangka panjang laporan tersebut
mungkin lebih sebagai upaya penelitian utama daripada rencana induk
untuk perubahan.

e Seperti halnya proses pengungkapan kebenaran lainnya, implementasi
rekomendasi bergantung pada kemauan politik, yang dapat berubah seiring
dengan pergantian pemerintahan, sehingga tindak lanjut menjadi rentan.
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Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kanada
(2008-2015)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kanada (TRC) dibentuk melalui penyelesaian
hukum antara penyintas sekolah berasrama, Dewan Bangsa-Bangsa Pertama,
perwakilan Inuit dan mereka yang bertanggungjawab untuk membuat dan
menjalankan sekolah: pemerintah federal dan badan-badan gereja. Ini adalah
satu-satunya komisi kebenaran yang dibentuk sebagai bagian dari penyelesaian
pengadilan.

Dari tahun 1893 hingga 1998 pemerintah federal dalam kemitraan dengan empat
gereja besar di negara itu mengoperasikan lebih dari 130 Sekolah Perumahan
India. Hukum Kanada mewajibkan kehadiran semua anak Aborigin dan
menjadikan administrasi sekolah sebagai wali sah anak-anak. Ketika TRC dibentuk,
antara105.000 dan 150.000 orang Kanada yang masih hidup telah bersekolah di
sekolah masyarakat sebagai anak-anak.

Aktivisme masyarakat adat melahirkan KKR. Komisi Kerajaan sebelumnya tentang
Masyarakat Aborigin (1991—-96) mempertimbangkan pelanggaran hak asasi
manusia dalam sistem sekolah tempat tinggal. Pada tahun 1993, Kepala Nasional
Phil Fontaine muncul di berita nasional dan membuat pernyataan yang
menceritakan pelecehan fisik dan seksual di sekolah yang dia hadiri sebagai
seorang anak. Pernyataan itu membuka pintu air tindakan hukum, dengan ribuan
kasus diajukan terhadap negara untuk pengalaman serupa pelecehan di sekolah.
Masuknya kasus mendorong Pemerintah untuk menyetujui penyelesaian yang
dinegosiasikan untuk gugatan class action besar-besaran yang diajukan
terhadapnya. Penyelesaian ini membutuhkan program kompensasi yang ekstensif
bagi para penyintas, permintaan maaf resmi dari Pemerintah dan KKR.

Mandat

Mandat KKR adalah untuk menginformasikan semua warga Kanada tentang apa
yang terjadi di Sekolah Masyarakat Suku Indian, dan untuk mendokumentasikan
kebenaran para korban yang selamat, keluarga, masyarakat, dan siapa pun yang

terkena dampak secara pribadi. Mandat itu didefinisikan secara sempit di sekitar
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sekolah tempat tinggal dan tidak termasuk kerugian lain yang penting bagi
masyarakat adat di Kanada, seperti perampasan tanah di masa lalu danyang
sedang berlangsung. Mandat itu tidak termasuk ribuan anak yang bersekolah di
sekolah asrama sebagai siswa harian. Mandat yang sempit itu karena akarnya
dalam Perjanjian Penyelesaian Sekolah Masyarakat Suku Indian, daripada muncul
dari konsultasi yang lebih luas dengan masyarakat adat.

Metodologi

KKR menghadapi tantangan kepemimpinan awal, dengan ketua dan dua
komisioner lainnya mengundurkan diri setelah konflik. Setelah beroperasi penuh
di bawah kepemimpinan baru, antara tahun 2008 dan 2014 KKR menerima lebih
dari 6.500 kesaksian dari para penyintas di lingkungan publik dan pribadi,
termasuk audiensi komunitas, lingkaran berbagi, dan Panel Berbagi Komisaris.
KKR mengadakan tujuh dengar pendapat nasional, dengan audiens yang besar
dan liputan media membantu mendidik masyarakat dan menghormati para
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penyintas dan keluarga mereka. Selama kesaksian publik, para korban yang 5
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seksual dan kekurangan gizi, serta diperkosa bahasa dan budaya mereka. =
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Temuan dan rekomendasi
Pada bulanJuni 2015, KKR merilis Ringkasan Eksekutif dari temuannya bersama 4

dengan 94 Panggilan untuk Bertindak kepada pemerintah, lembaga pendidikan
dan agama, kelompok masyarakat sipil dan semua warga Kanada, untuk
“memperbaiki warisan sekolah tempat tinggal dan memajukan proses rekonsiliasi
Kanada. Komisi menyimpulkan pada bulan Desember 2015 dengan menerbitkan
laporan akhir multi-volume yang menyimpulkan bahwa sistem sekolah sama
dengan genosida budaya.

Menindaklanjuti

e® Perdana MenteriJustin Trudeau menerima Laporan Akhir Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi, menyatakan komitmen Pemerintah untuk melaksanakan
rekomendasi komisi.

e Padatahun 2013, Orange Shirt Day atau Hari Kaos Oranye dibuat sebagai
peringatan untuk mendidik orang dan mempromosikan kesadaran tentang
sistem sekolah asrama suku Indian dan terhadap komunitas masyarakat
adatyang terus berlanjut hingga hariini.
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Pada tahun 2015, Pusat Nasional untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi didirikan
di Universitas Manitoba di Winnipeg. Ini akan bekerja sebagai gudang permanen
arsip KKR, dengan tujuan mengajar orang Kanada tentang sejarah ini.

Pada tahun 2016, Kanada mengesahkan deklarasi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, meskipun undang-undang
implementasi nasional belum disahkan.

Pada tahun 2016 Penyelidikan Nasional untuk Perempuan dan Anak
Perempuan Adat yang Hilang dan Terbunuh didirikan, sesuai dengan salah
satu panggilan untuk Bertindak KKR (lihat di bawah).

Pada tahun 2020, lima tahun setelah selesainya KKR, ada refleksi atas
pelaksanaan rekomendasinya. Perdana Menteri Trudeau menyatakan
bahwa 80% dari 94 Ajakan untuk Bertindak yang melibatkan Pemerintah
Kanada telah selesai atau berjalan dengan baik, meskipun ia mengakui
masih banyak pekerjaan yang tersisa. Namun, yang lain mengeluarkan kritik
yang lebih tajam. Tiga mantan komisioner menyatakan pernyataan tentang
implementasi Call to Action (Ajakan untuk Bertindak) yang “lambat dan
tidak merata”. Mereka mendukung dua landasan penting untuk rekonsiliasi
yang belum dilaksanakan: undang-undang federal untuk menerapkan
deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat sebagai “kerangka
rekonsiliasi” dan pembentukan Dewan Nasional untuk Rekonsiliasi.
Lembaga dan organisasi masyarakat adat menyatakan frustrasi dengan
kurangnya implementasi di bidang-bidang utama. Lembaga First Nations,
yang menerbitkan suatu kartu laporan tahunan tentang kemajuan,
mencatat perlunya tindakan di bidang keadilan, kesetaraan dalam sistem
hukum dan anak-anak yang hilang. Komisi Penyiaran Kanada memulai
sebuah proyek untuk secara terbuka memantau implementasi Ajakan untuk
Bertindak, yang disebut Beyond 94 atau Setelah 94. Pada Juni 2021,
dilaporkan bahwa 20 Panggilan belum dimulai, 38 sedang berlangsung
dengan proyek yang diusulkan, 24 sedang berlangsung dengan proyek yang
sedang berjalan, dan 12 sudah selesai.

Vatikan telah menyatakan bahwa Paus tidak akan secara resmi meminta
maaf atas peran gereja Katolik dalam sistem sekolah berasrama (Call to
Action #58), yang terus menjadi kontroversi di Kanada.

Pada tahun 2021, setelah ditemukannya jasad lebih dari dua ribu anak-anak
masyarakat adat di halaman sekolah tempat tinggal, parlemen dengan
cepat menjadikan hari itu sebagai hari libur umum menurut undang-
undang. Investigasi yang dipimpin oleh masyarakat adat terus
mengungkapkan tempat pemakaman tersembunyi untuk anak-anak di
lokasi bekas sekolah berasrama tsb.



Pengalaman Masyarakat Adat dengan Mekanisme Pengungkapan Keb enaran: Volume 2

Pembelajaran dan dukungan

e Mandattersebutdibangun secara sempit dengan tema khusus sekolah

berasrama, karena muncul dari penyelesaian kasus pengadilan class action.

Ini membatasi ruang lingkup penyelidikan.

e Butuhwaktu bagi TRC untuk menyelesaikan pekerjaannya, setelah tahun
pertama yang penuh gejolak.

@ TRCKanada telah mendapat kredit dengan mengilhami Komisi Kebenaran
lebih lanjut tentang pelanggaran hak-hak masyarakat adat di wilayah
Arktik, di tiga negara Skandinavia.

@ Meskipun KKR bersifat profil tinggi, implementasi rekomendasinya tetap
menjadi tantangan.
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Penyelidikan Nasional terhadap Perempuan dan
Anak Perempuan Adatyang Hilang dan Dibunuh
(2016—2019)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Perempuan adat menyumbang16% dari semua perempuan yang terbunuh di
Kanada antara tahun 1980 dan 2012 meskipun hanya 4% dari populasi perempuan.
Dari 2001-2015, tingkat pembunuhan untuk perempuan adat hampir enam kali
lebih tinggi daripada perempuan non-adat.

Lebih dari satu dekade aktivis masyarakat adat, termasuk investigasi yang dipimpin
masyarakat, mendorong penyelidikan resmi atas krisis tersebut. Asosiasi Perempuan
Adat Kanada melakukan penelitian dan investigasi selama periode lima tahun dari
tahun 2005 dalam proyek Sisters in Spirit yang memicu kegiatan lebih lanjut.

Pada bulanJuni 2015, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memasukkan Ajakan
Bertindak Nomor 41 untuk melakukan penyelidikan terhadap masyaraakat adat
yang terbunuh dan hilang. Menyusul perubahan pemerintahan pada tahun 2015,
Penyelidikan Nasional untuk Perempuan dan Anak Perempuan Adat yang Hilang
dan Dibunuh (MMIWG) didirikan pada tahun berikutnya. Lima komisioner
diangkat, empat di antaranya adalah masyarakat adat.

Mandat

Mandat badan tersebut adalah untuk menyelidiki penyebab mendasar dan
masalah sistemik yang berkontribusi pada tingginya tingkat kekerasan terhadap
perempuan dan anak perempuan masyarakat adat. Komisaris mengambil
pendekatan yang luas, berusaha untuk mengatasi kekerasan seksual, pelecehan
anak, kekerasan dalam rumah tangga, intimidasi dan pelecehan, bunuh diri, serta
menyakiti diri sendiri. Mereka menjelaskan bahwa kekerasan inisaling
berhubungan dan dapat memiliki efek yang sama-sama menghancurkan.

Penyelidikan Nasional didirikan di bawah Undang-Undang Penyelidikan Federal
dan terikat pada undang-undang penyelidikan di13 provinsi dan teritori. Status ini
memberikan wewenang kepada Penyelidik untuk memaksa catatan dan saksi,
termasuk polisi kota dan provinsi maupun dokumen mereka, sesuatu yang tidak
dimiliki KKR. Badan Penyidik Nasional diberi periode operasional dua tahun,
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kemudian diperpanjang enam bulan. Sebaliknya, KKR dimandatkan selama lima
tahun dan berjalan selama hampirenam tahun.

Metodologi

Badan Penyidik Nasional menghadapi tantangan dan kritik di tahun pertama, karena
masalah logistik dan manajemen dilaporkan memperlambat permulaan pekerjaannya.
Beberapa kritikus juga percaya bahwa Badan ini mengambil pendekatan yang
terlalu legalistik, meniadakan beberapa orang yang selamat dan komunitas
masyarakat adat. Seorang komisioner mengundurkan diri, dengan alasan sebagian
dari kekhawatiran ini. Penjangkauan dan komunikasi publik juga bermasalah.

Komisioner berjanji untuk berbuat lebih banyak untuk terlibat dengan organisasi
masyarakat adat dan kelompok akar rumput serta meningkatkan komunikasi
publik. Mereka juga berpendapat bahwa proses mereka telah berkembang melalui
mendengarkan dan belajar agar menjadi inklusif, sesuai budaya dan trauma yang
disampaikan.

Badan Penyidik Nasional menetapkan prinsip-prinsip kunci untuk operasinya, termasuk:

® Membangun landasan bagi perempuan dan anak perempuan adat untuk
merebut kembali kekuasaan dan tempat mereka.

e Mengakui keragaman masyarakat adat: “Masyarakat First Nations, Métis,
dan Inuit masing-masing memiliki budaya, bahasa, dan cara hidup yang
berbeda termasuk sistem politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Tidak
ada pendekatan satu ukuran untuk semua, atau pendekatan pan-pribumi.”

® Mengakarkan penelitian dalam metodologi masyarakat adat, diatur oleh
hukum dan etika tradisional yang menegaskan perlawanan dan kebangkitan
perempuan dan anak perempuan adat, termasuk orang-orang yang
mengidentifikasi diri sebagai ‘Dua Roh, lesbian, gay, biseksual, transgender,
queer, questioning, interseks, dan aseksual’ (2SLGBTQQIA).

e Menghormati kebenaran melalui pendidikan publik. Penyelidikan mencatat
bahwa perempuan dan anak perempuan adat telah direndahkan atau
diabaikan secara publik dan persepsi umum telah dibentuk oleh stereotip
kolonial yang berbahaya. Penyelidikan bertujuan untuk membuat dengar
pendapat dan produk mereka dapat diakses oleh publik sebanyak mungkin.

e Menciptakan warisan yang hidup melalui peringatan dan ekspresi artistik.
Prinsip ini sangat penting untuk pengajaran dan pembelajaran dari anak-
anak dan remaja.

Penyelidikan mengadakan banyak pertemuan dan 24 dengar pendapat di seluruh
Kanada, mengumpulkan pernyataan dari 750 orang, mengadakan kunjungan
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institusional di delapan lembaga pemasyarakatan, memimpin empat Dialog Terpandu,
dan mengadakan delapan pertemuan validasi. Lebih dari 2.300 orang berpartisipasi
dalam 15 audiensi komunitas masyarakat adat, termasuk 468 anggota keluarga dan
korban kekerasan. Dalam lebih dari 140 sesi pribadi, anggota keluarga dan korban
berbagi cerita. Lebih dari 80 saksi ahli, tetua dan Penjaga Pengetahuan Tradisional,
pekerja garis depan dan para pejabat memberikan kesaksian dalam sembilan audiensi.

Temuan dan Rekomendasi

PadaJuni 2019, Badan Penyidik Nasional mempresentasikan laporan akhirnya,
Reclaiming Power and Place atau Mengambil Kembali Kuasa dan Tempat, kepada
Perdana Menteri. Laporan tersebut mengungkapkan pelanggaran dan pelanggaran
hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat yang terus-menerus dan
disengaja sebagai akar penyebab di balik tingkat kekerasan yang mengejutkan
terhadap perempuan, anak perempuan, dan 2S LGBTQQIA masyarakat adat.

Laporan tersebut berfokus pada bagaimana hak asasi manusia dan hak masyarakat
adat, dan sejarah penjajahan dapat menginformasikan pemahaman tentang
kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan Inuit dan Metis orang 25
LGBTQQIA First Nations. Laporan tersebut mendokumentasikan bahwa sejarah
penjajahan telah mengubah hubungan Inuit dan Metis dari First Nations dengan
budaya dan identitas mereka melalui kebijakan yang ditargetkan untuk
memutuskan hubungan budaya dan kekerabatan mereka. Serangan terhadap
budaya ini adalah titik awal untuk bentuk-bentuk kekerasan lainnya terhadap
perempuan, anak perempuan serta masyarakat adat saat ini.

Laporan Akhir dua volume juga mendokumentasikan kesaksian dari anggota
keluarga dan korban kekerasan tentang trauma multigenerasi dan marginalisasi
dalam bentuk kemiskinan, perumahan yang tidak aman atau tunawisma,
hambatan terhadap pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan dan dukungan
budaya. Ahli dan Penjaga Pengetahuan Tradisonal berbicara tentang kebijakan
kolonial dan patriarki tertentu yang menggusur perempuan dari peran tradisional
mereka dalam masyarakat dan pemerintahan serta mengurangi status mereka
dalam masyarakat, membuat mereka rentan terhadap kekerasan.

Laporan tersebut menyerukan perubahan hukum dan sosial untuk menyelesaikan
krisis yang telah menghancurkan masyarakat adat di seluruh negeri. Laporan ini
menyampaikan 231 Panggilan individu untuk keadilan diarahkan pada Pemerintah,
lembaga, penyedia layanan sosial, industri dan semua orang Kanada. Mereka
menguraikan tindakan transformatif di bidang kesehatan, keamanan, keadilan
dan budaya, termasuk:
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e Mendirikan Ombudsman Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Adat Nasional
serta Pengadilan / Tibunal Nasional Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Adat.

e Mengembangkan dan menerapkan Rencana Aksi Nasional untuk
memastikan akses yang adil terhadap pekerjaan, perumahan, pendidikan,
keselamatan, dan perawatan kesehatan.

e Menyediakan danajangka panjang untuk program pendidikan dan kampanye
penyadaran untuk pencegahan dan perlawanan kekerasan yang meluas.

e Melarang penangkapan anak atas dasar kemiskinan dan bias budaya.

Rencana Tindak-lanjut

Untuk memetakan jalan ke depan dalam 231 Panggilan untuk Keadilan, pada
tahun 2021 sebuah Rencana Aksi Nasional diluncurkan: Mengakhiri Kekerasan
Terhadap Perempuan, Anak Perempuan dan 2S LGBTQQIA+Masyarakat Adat.
Langkah selanjutnya dari rencana tersebut termasuk layanan dan dukungan untuk
para korban dan anggota keluarga, badan pengawas, dan kesadaran serta
pelatihan publik, semuanya dengan keterlibatan berkelanjutan dari keluarga dan
korban. Inijuga menguraikan langkah-langkah selanjutnya untuk data dan
akuntabilitas. Asosiasi Perempuan Adat Kanada telah menerbitkan rencana
aksinya sendiri, berjudul Our Calls, Our Actions atau Panggilan Kami, Aksi Kami.

Pembelajaran dan dukungan

e® Penting pada awalnya untuk mencari kejelasan tentang ruang lingkup, fokus
dan metodologi penyelidikan. Upaya ini biasanya membutuhkan waktu
sebelum komisi mulai bekerja. Melakukan ini dengan benar di awal
mencegah miskomunikasi dan kebingungan tentang proses pengungkapan
kebenaran danjuga dapat membantu mengelola ekspektasi.

e Sumberdayayang signifikan harus diinvestasikan dalam penjangkauan
masyarakat, konsultasi dan keterlibatan bahkan sebelum komisi memulai
pekerjaannya. Mempertahankan kepercayaan ini di semua tahap masa hidup
komisi sangat penting untuk pekerjaan komisi dan kemampuannya guna
melibatkan komunitas dan individu dalam proses pengungkapan kebenaran.

e® Kapasitas untuk menyesuaikan selama masa komisi bekerja adalah penting:
untuk mencari dan bertindak berdasarkan umpan balik dari konstituen;
untuk mengevaluasi proses dan dampaknya; dan untuk membuat
penyesuaian yang diperlukan.

@ Adanilaidalam mendorong ekspresi artistik sebagai salah satu metode untuk
mengatakan dan berbagi kebenaran. Upaya ini dapat diperluas ke masyarakat
di luar proses pengungkapan kebenaran formal. Praktek budaya dan ekspresi
artistik adalah aset yang kuat untuk pengungkapan kebenaran yang autentik.
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Amerika Serikat

Latar belakang

Jumlah masyarakat adat di Amerika Serikat diperkirakan antara 2,5
dan 6 juta, atau sebanyak 1,7% dari populasi. Masyarakat adat
mengidentifikasi diri mereka menurut negara mereka, sementara
kantor-kantor Pemerintah, undang-undang dan wacana umum,
termasuk oleh masyarakat adat, sering menggunakan istilah Indian
Amerika dan Penduduk Asli Amerika.

Saat ini, status resmi sebagai Masyarakat Adat Amerika atau Alaska
umumnya diberikan kepada anggota “suku yang diakui secara federal”.
Pada 2019, ada 574 entitas suku yang diakui secara resmi, sebagian
besar dengan tanah air nasional yang diakui. Masyarakat Adat yang
diakui secara federal dan inheren adalah bangsa-bangsa berdaulat,
tetapi kedaulatan mereka secara hukum dibatasi sebagai lingkungan
pemerintah federal. Ada juga suku yang diakui negara dan tidak diakui
tetapi ini bukan negara asli secara resmi di mata pemerintah federal.

Sifat hubungan antara masyarakat adat dan penjajah Eropa dan
keturunannya telah berubah dari waktu ke waktu. Selalu ada pengakuan
oleh kekuatan asing dan penjajah atas kedaulatan masyarakat adat,
suatu posisi yang diwarisi dan diadaptasi oleh Amerika Serikat.

Kemerdekaan Amerika

Periode awal penjajahan dan kebangkitan kekuatan Inggris di Amerika
Utara dijelaskan di atas. Perang kemerdekaan Amerika antara tahun
1775 dan 1783 memiliki konsekuensi besar pada masyarakat adat.
Terperangkap di tengah, masyarakat adat mencoba menentukan
tindakan terbaik untuk melindungi tanah dan cara hidup mereka.
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Awalnya netral, sebagian besar tetapi tidak semua negara masyarakat adat
akhirnya memihak Inggris.

Pada tahun 1776, dokumen pendirian Deklarasi Kemerdekaan merujuk dan
merendahkan Masyarakat Adat, yang menyatakan bahwa “Penduduk Perbatasan
kita, Orang-Orang Liar Indian yang tanpa ampun, yang dikenal sebagai Rule of
Warfare, adalah Penghancuran yang tidak dapat dibedakan...”

Setelah negara Amerika Serikat memenangkan kemerdekaannya, Inggris
mengalihkan klaimnya ke semua wilayah antara Atlantik dan Mississippi dan
antara Great Lakes dan Florida pada konferensi Perdamaian Paris. Tidak ada
penduduk asli Amerika dalam pembicaraan tersebut dan mereka tidak disebutkan
dalamistilahnya. Berkenaan dengan tanah, istilah-istilah tersebut memperlakukan
masyarakat adat secara setara baik mereka berpihak pada Inggris atau kaum
revolusioner Amerika, meskipun bahasa Deklarasi Kemerdekaan memberikan
indikasi kuat tentang pendekatan negara baru terhadap masyarakat adat.

Negara yang baru: dua kebijakan utama

Amerika Serikat mengklaim bahwa Doktrin Penemuan diterapkan ke negara baru,
melegitimasi kedaulatannya atas tanah benua dengan klaim yang berasal dari
“penemuan” Eropa sebelumnya. Klaim ini ditegaskan oleh pengadilan tertinggi di
tanah yang, di bawah kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung Marshall, membuat
keputusan tentang kedaulatan dan hak atas tanah adat antara tahun 1801 hingga 183s.

Pengadilan menemukan bahwa kedaulatan masyarakat adat Amerika adalah
“melekat” dan mengakui masyarakat adat tetapi membatasi kedaulatan itu dengan
mengkarakterisasi masyarakat adat bukan sebagai negara berdaulat yang
independen tetapi sebagai “bangsa-bangsa yang bergantung pada domestik”
Pemerintah AS memiliki “tanggungjawab kepercayaan federal” atas masyarakat adat,
yang berarti bahwa masyarakat adat seperti lingkungan Pemerintah nasional. Hak
atas tanah adat hanya terbatas pada hak huni, sedangkan hak milik adalah negara.

Kongres memimpin dalam menetapkan kebijakan pemerintah tentang
masyarakat adat, dengan dua pendekatan kebijakan menyeluruh: “akuisisi tanah
adat” dan “membudayakan” masyarakat adat.

Ekspansi ke barat melalui abad kesembilan belas menyebabkan perang baru,
kekerasan massal dan perampasan. Undang-Undang Penghapusan Indian tahun
1830 mengakibatkan puluhan ribu Masyarakat Adat Amerika meninggal dalam
pemindahan paksa seperti “Jejak Air Mata.” Perjanjian adalah salah satu aspek dari
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strategi pengadaan tanah, terutama sampai tahun 1871. Beberapa dari 600
perjanjian mengakui kedaulatan adat sampai batas tertentu, tetapi sering kali
ditandatangani secara paksa, diubah tanpa persetujuan masyarakat adat, dan
tidak dihormati oleh Pemerintah. Pada tahun 1893, Amerika Serikat secara paksa
mencaplok pulau-pulau Hawaii tanpa persetujuan dari masyarakat adat.

Percepatan Asimilasi

Setelah perang abad kesembilan belas dan pembebasan tanah, kebijakan
asimilasionis dipercepat. Pemindahan anak-anak dari keluarga dan budaya mereka
untuk bersekolah di sekolah asrama digambarkan sebagai tujuan untuk
“membunuh orang Indian, menyelamatkan orang itu.” Sekolah asrama ini terus
beroperasi hingga tahun 1960-an, dan penyelidikan telah menemukan pelecehan
fisik, seksual dan mental yang meluas.

Sejak tahun 1940-an, pemerintah federal memulai kebijakan penghentian,
berusaha membongkar pengakuan pemerintah federal atas kedaulatan suku-
suku. Pendanaan federal untuk pemerintah dan layanan suku juga berakhir, dan
komunitas masyarakat adat diarusutamakan ke dalam layanan negara untuk
memaksa asimilasi.

Penentuan nasib sendiri dan hubungan hari ini

Aktivisme masyarakat adat yang berkelanjutan dari tahun 1960-an hingga 1970-an
mengarah pada pembentukan Dewan Perjanjian India Internasional, yang juga
mencakup masyarakat adat dari Amerika Latin dan Pasifik. Aktivisme masyarakat
adat sepanjang tahun 1970-an bertujuan untuk memperluas penentuan nasib
sendiri. Kebijakan federal saat ini mengakui bentuk kedaulatan masyarakat adat
yang terbatas dan menekankan hubungan antar pemerintah antara Amerika
Serikat dan suku-suku yang diakui secara federal. Kongres AS terus mengawasi
hubungan ini, dan masing-masing negara bagian tidak memiliki otoritas atas
pemerintah suku. Sebagian besar tanah masyarakat adat Amerika dipercaya oleh
Amerika Serikat, dan hukum federal masih mengatur hak ekonomi dan politik
pemerintah suku. Sejak 1824 Biro Urusan Masyarakat Indian telah mengatur
kebijakan pemerintah tentang masalah-masalah masyarakat adat.

Sekitar 326 wilayah daratan India dikelola sebagai reservasi federal Indian.
Beberapa adalah sisa-sisa pangkalan tanah asli suku. Lainnya diciptakan oleh
pemerintah federal untuk memukimkan kembali orang-orang yang dipindahkan
secara paksa dari tanah air mereka. Tidak setiap suku yang diakui secara federal



Pengalaman Masyarakat Adat dengan Mekanisme Pengungkapan Keb enaran: Volume 2

memiliki reservasi. Reservasi Federal Indian umumnya dikecualikan dari yurisdiksi
oleh negara bagian, termasuk perpajakan, kecualijika Kongres secara khusus
mengesahkan yurisdiksi tersebut.

Banyak masyarakat adatyang tinggal di luar daerah reservasi suku. Studi terbaru
menunjukkan bahwa 54% masyarakat adat Amerika tinggal di daerah pedesaan
dan kota kecil di atau dekat reservasi, tetapi sebagian besar tinggal di daerah
perkotaan.

Masyarakat adat Amerika berbicara tentang menjadi warga negara dari tiga
kedaulatan: suku mereka, Amerika Serikat, dan negara bagian tempat mereka
tinggal.

Masyarakat adat Amerika saat ini memiliki semua hak Konstitusional orang
Amerika lainnya. Konstitusi mengacu pada masyarakat adat tiga kali tetapi tidak
secara eksplisit mengakui kedaulatan mereka. Tidak ada badan perwakilan
masyarakat adat yang dipilih, atau kursi yang dicadangkan di lembaga-lembaga
politik nasional. Didirikan pada tahun 1944, Kongres Nasional Indian Amerika
bertujuan untuk memberikan suara terpadu bagi masyarakat adat Amerika.

Pada tahun 2009, Presiden Obama mengeluarkan permintaan maaf kepada
masyarakat adat Amerika, “atas nama rakyat Amerika Serikat kepada semua
masyarakat adat atas banyak contoh kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian
yang dilakukan terhadap masyarakat adat oleh warga Amerika Serikat” Namun,
banyak masyarakat adat yang frustrasi dengan permintaan maaf tersebut. Itu
dibuat sebagai resolusi yang ditambahkan ke RUU alokasi pertahanan, dan tidak
pernah diumumkan, dipublikasikan atau dibacakan secara publik oleh Presiden,
Gedung Putih atau Kongres.

Amerika Serikat mengumumbkan pada tahun 2010 bahwa mereka akan
mendukung UNDRIP sebagai pedoman moral setelah memberikan suara
menentangnya pada tahun 2007. Amerika Serikat belum meratifikasi Konvensi ILO
No.169.
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Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Kesejahteraan Anak Negara Bagian Maine
Wabanaki (2013—2015)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Orang-orang Wabanaki yang berbahasa Algonquian telah menduduki wilayah laut
di Amerika Serikat (Maine, New Hampshire, Vermont dan Massachusetts) dan
Kanada (Quebec, Newfoundland, Prince Edward Island, Nova-Scotia dan New
Brunswick) selama ribuan tahun.

Dekade kebijakan asimilasi di abad ke-20 termasuk menempatkan paksa anak-
anak masyarakat adat ke sekolah-sekolah perumahan, di mana pelecehan secara
teratur terjadi, serta dengan keluarga non-adat. Pada tahun 1970-an, penelitian
menemukan 25-30% anak-anak masyarakat adat diambil dari rumah mereka dan
sebagian besar ditempatkan di luar keluarga dan komunitas mereka bahkan ketika
kerabatyang sehat dan bersedia tersedia. Pada tahun 1978, pemerintah federal
memberlakukan Undang-Undang Kesejahteraan Anak Indian untuk melindungi
“kepentingan terbaik Anak-anak Indian” sambil mempromosikan “stabilitas dan
keamanan suku dan keluarga Indian”.

Namun, pada tahun 1999 tinjauan situasi di Maine menemukan masalah yang
berkelanjutan. Sebuah kelompok kerja kolaboratif dibentuk oleh Wabanaki dan
pekerja kesejahteraan anak non-adat, saat ini dan mantan. Mereka menyimpulkan
bahwa komisi kebenaran untuk memeriksa masalah akan menjadi langkah yang
berguna untuk mengatasi beberapa akar permasalahan. Kelompok kerja bermitra
dengan pemimpin negara bagian dan suku dan menyiapkan deklarasi niat dan draf
mandat dan komisioner terpilih. Gubernur Maine dan lima Kepala Suku
menandatangani otorisasi komisi kebenaran.

Mandat

Ini adalah komisi pertama yang berfokus pada kesejahteraan anak dari komunitas
pribumi di Amerika Serikat. Itujuga unik karena didirikan secara kolaboratif oleh
“kedua belah pihak yang berkonflik.” Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Negara
Bagian Maine Wabanaki memiliki tujuh tujuan:
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e Berikan “suara kepada orang-orang Wabanaki yang memiliki pengalaman
dengan kesejahteraan anak negara bagian Maine.”

e Berikan suara kepada mereka yang bekerja di sistem kesejahteraan suku
dan negara serta penyedia perawatan dan mereka yang terlibat dalam
sistem hukum tentang pengalaman mereka dengan keluarga Wabanaki.

e Menetapkan sejarah yang lebih lengkap “orang-orang Wabanaki dalam
sistem kesejahteraan anak negara bagian”.

® Berkolaborasi dengan Komunitas TRC dan Kelompok Pertemuan “untuk
memberikan kesempatan penyembuhan dan pemahaman yang lebih dalam
bagi orang-orang Wabanaki dan staf kesejahteraan anak negara bagian.”

® Meningkatkan praktik kesejahteraan anak dan menciptakan perubahan
berkelanjutan yang berupaya menciptakan sistem kesejahteraan anak
terbaik.

e Pastikan bahwa pelajaran yang dipetik oleh Komisi tidak dilupakan dengan
memberikan rekomendasi kepada pemerintah suku dan negara bagian.

e Mempromosikan “rekonsiliasi individu, relasional, sistemik dan budaya.”

Metodologi

Komisi mulai beroperasi pada tahun 2013 dan stafnya melakukan perjalanan
ribuan mil untuk mengunjungi desa-desa dan komunitas Maine untuk mendengar
kesaksian orang-orang. Mereka meninjau dokumen negara, mewawancarai lebih
dari150 orang, dan melakukan 13 kelompok fokus.

Fokus Komisi pada penyembuhan sangat khas. Elemen penting dari operasinya
adalah kemitraan yang berkelanjutan dengan kelompok kerja kolaboratif dari
pekerja kesejahteraan anak saat ini dan mantan pekerja kesejahteraan anak yang
telah membantu mempersiapkan landasan bagi komisi kebenaran. Kelompok ini,
sekarang disebut Maine-Wabanaki REACH, adalah mitra penting ketika Komisi
menjangkau masyarakat adat dan non-adatyang dapat membantu menciptakan
narasi yang akurat. Kelompok ini juga membantu Komisi menyajikan temuan awal
dan rekomendasi di seluruh negara bagian.

Ketika Komisi menyerahkan laporan akhirnya, Komisi telah mengumpulkan
pernyataan dari masyarakat adat dan non-adat, termasuk tetua pribumi, orang tua
asuh, mereka yang sebelumnya berada dalam sistem kesejahteraan anak, hakim,
pengacara suku, mantan pekerja sosial, penyedia layanan, dan anak angkat.
Anggota dari keempat grup Wabanaki— Maliseet, Micmac, Passamaquoddy, dan
Penobscot — berpartisipasi.
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Temuan dan rekomendasi

Komisi menemukan bahwa anak-anak masyarakat adat lima kali lebih mungkin
untuk diasuh daripada anak-anak lain. Namun, tinjauan federal baru-baru ini
menunjukkan bahwa lebih dari setengah anak-anak masyarakat adat tidak
memiliki keturunan asli mereka yang diverifikasi, yang berarti tidak mungkin
untuk mengetahui berapa banyak anak-anak masyarakat adat dalam sistem.

Komisi menemukan bahwa kondisi untuk anak-anak masyarakat adat dan fakta
masuknya mereka ke dalam pengasuhan yang tidak proporsional dapat dilihat
dalam konteks genosida budaya yang berkelanjutan, sebagaimana didefinisikan
oleh Konvensi Genosida yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa pada tahun1948.

Komisi menemukan bahwa penting untuk mempelajari dan menyebutkan akar
masalah, kerugian masa lalu dan harapan untuk masa depan. Ditemukan bahwa
tidak mengakui kerumitan ini tidak hanya merugikan keluarga Wabanaki dan
orang lainyang terlibat dalam kesejahteraan anak, tetapi sampai taraf tertentu,
semua yang menyebut Maine sebagai rumah.

Untuk meningkatkan kesejahteraan anak masyarakat adat, Komisi menemukan
bahwa Maine dan suku-suku harus terus menghadapi:

@ Mendasarirasisme di antara lembaga-lembaga negara dan publik.

e Dampaktrauma sejarah yang berkelanjutan, juga dikenal sebagai trauma
antargenerasi, pada orang Wabanaki, yang memengaruhi kesejahteraan
orang dan komunitas.

® Penafsiranyang berbeda tentang kedaulatan dan yurisdiksi suku yang
membuat pertemuan antara suku dan pemerintah menjadi kontroversial.

Komisi membuat empat belas rekomendasi, termasuk:

® Menghormati kedaulatan dan berkomitmen untuk menegakkan protokol
suku, negara bagian dan federal baik di tingkat negara bagian maupun
lokal.

e Hormati“pilihan Wabanaki untuk mendukung penyembuhan sesuai
keinginan suku dan rayakan kebangkitan budaya suku-suku dalam
konfederasi Wabanaki sehingga individu dan komunitas dapat diperkuat.

® Mengembangkan pelatihan hukum dan peradilan untuk Departemen
Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan untuk mengenali bias dan
membangun kesadaran budaya dan akuntabilitas di semua tingkat

»
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kepemimpinan dengan cara yang membingkai sistem kesejahteraan anak
dalam konteks historis.

e Ciptakan dukunganyang lebih baik untuk keluarga angkat atau asuh
non-pribumi untuk memperkuat ikatan budaya anak-anak Wabanaki.

e® Buatlebih banyak rumah asuh dan terapi Pribumi.

® Perbarui kelompok kerja kesejahteraan anak untuk membantu
menciptakan dan menerapkan metode pelatihan baru.

e Dengan bantuan suku Wabanaki, buat kebijakan untuk memantau
kepatuhan terhadap undang-undang kesejahteraan anak.

Menindaklanjuti

Sejak laporan akhir, pekerjaan terus berlanjut pada penyembuhan individu dan
komunitas, serta mengubah sistem kesejahteraan anak.

Pembelajaran dan dukungan

Pembentukan Komisi melalui kemitraan sejati antara negara-negara
masyarakat adat dan Negara Bagian Maine merupakan hal yang inovatif dan
mendasar bagi legitimasinya.

Bahkan dengan legitimasi ini, komisioner masyarakat adat sadar akan
keragaman komunitas adat dan fakta bahwa mereka hanya berasal dari
salah satu komunitas tersebut.

Kelompok kerja gabungan dari pekerja kesejahteraan anak saat ini dan
mantan masyarakat adat dan non-adat memainkan peran mendasar dalam
membentuk Komisi. Fakta bahwa Komisi terus bekerja sama dengan
kelompok ini selama operasinya sangat memperkuat kapasitasnya untuk
bekerja di masyarakat adat.

Model pendanaan tidak biasa, didanai sepenuhnya oleh donor swasta dan
yayasan nasional, dan memperkuat independensi Komisi.

Komisi tidak berbicara dengan masyarakat adat dalam bahasa Wabanaki
apa pun. Meskipun penyedia diberi pilihan untuk berbicara dalam bahasa
Wabanaki, hampir semua memilih bahasa Inggris.

Komisi menyayangkan bahwa itu tidak berhubungan sebanyak yang
dimaksudkan dengan pemuda dan guru Wabanaki.

Komisi beroperasi di bawah batasan waktu yang sangat ketat dan pada
kenyataannya usaha semacam ini membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Beberapa orang Wabanaki merasa bahwa komunitas mereka belum siap
untuk membagikan kebenaran yang menyakitkan ini dan khawatir akan
adanya dukungan untuk penyedia pernyataan.
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Dewan Kebenaran & Penyembuhan California
(2019-sekarang)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

California adalah negara bagian AS dengan populasi pribumi terbesar. Sensus 2019
menunjukkan hampir300.000 penduduk asli yang tinggal di California, dari 109
suku yang diakui federal dan 40 lainnya dari kelompok yang mencari pengakuan.

Pada tahun 1850-an dengan perluasan Amerika Serikat ke arah barat, Gubernur
California menyerukan perang pemusnahan terhadap masyarakat adat di Negara
Bagian tersebut. Perang dan perampasan paksa dan relokasi mengakibatkan
hilangnya banyak nyawa di antara negara-negara masyarakat adat. Perjanjian
adalah salah satu alat pembebasan tanah oleh negara, tetapi ini sering bersifat
memaksa dan tidak dihormati oleh negara. Kebijakan asimilasionis mengikuti
kekerasan massal dan perampasan tanah sepanjang akhir abad ke-19 dan jauh ke
dalam abad ke-2o0.

Pada Juni 2019, Gubernur California mengeluarkan permintaan maaf resmi kepada
masyarakat adat, menandatangani perintah eksekutif yang mengeluarkan
permintaan maaf dan mengakui sejarah diskriminasi California terhadap orang
India. Pada sebuah upacara dengan para pemimpin masyarakat adat, dia berkata,
“Ini disebut genosida. Itulah yang terjadi: genosida. Tidak ada cara lain untuk
menggambarkannya. Dan begitulah yang perlu dijelaskan dalam buku-buku
sejarah.Jadi saya di sini untuk mengatakan yang berikut: Saya minta maaf atas
nama negara bagian California.” Perintah eksekutif juga membentuk Dewan
Kebenaran dan Penyembuhan California.

Dewan Kebenaran dan Penyembuhan California adalah entitas pertama dari
jenisnya di Amerika Serikat yang ditugasi dengan usaha yang begitu luas dan
berbasis luas. Dewan dipimpin dan diselenggarakan oleh Penasihat Suku Gubernur
dan mencakup perwakilan dari suku, lembaga negara bagian dan lokal, dan
pemangku kepentingan terkait lainnya.
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Mandat

Mandat Dewan menyatakan bahwa itu adalah untuk menjadi saksi, merekam,
memeriksa dokumentasi yang ada, dan menerima narasi masyarakat adat Amerika
California mengenai hubungan historis antara Negara Bagian California dan
masyarakat adat Amerika California, untuk memperjelas catatan sejarah dari
hubungan dalam semangat kebenaran dan penyembuhan. Dewan wajib
melaporkan setiap tahun dan menyerahkan laporan tertulis akhir dari temuan-
temuan paling lambat1Januari 2025.

Temuan dan rekomendasi

Laporan akhir akan bertujuan untuk mencerminkan pemahaman holistik tentang
hubungan historis antara masyarakat adat Amerika California dan Negara Bagian.
Ini akan dimodelkan pada dokumen kebenaran dan rekonsiliasi serupa yang
memeriksa hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat, menggunakan
kerangka hak asasi manusia internasional.
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Gerakan nasional Kellogg Foundation untuk
Kebenaran, Penyembuhan Rasial, dan
Transformasi

Pada tahun 2016, Yayasan Kellogg mulai mengembangkan gerakan nasional untuk
Kebenaran, Penyembuhan Rasial, dan Transformasi. Yayasan tersebut percaya
bahwa sudah waktunya untuk proses yang komprehensif, nasional dan berbasis
masyarakat untuk merencanakan dan membawa perubahan dan untuk mengatasi
efek historis dan kontemporer dari rasisme.

Gerakan ini berusaha untuk menggali dan membuang kepercayaan yang dipegang
teguh, seringkali tidak disadari, yang diciptakan oleh rasisme, terutama gagasan
tentang hierarki nilai manusia. Yayasan Kellogg mengembangkan kerangka kerja
dari lima bidang: Perubahan Narasi, Penyembuhan Rasial dan Membangun
Hubungan, Pemisahan, Hukum dan Ekonomi.

Gerakan ini lebih berfokus pada transformasi daripada rekonsiliasi, berdasarkan
analisis bahwa Amerika Serikat harus secara mendasar mengubah keyakinan
dasarnya yang dibangun di atas hierarki rasial. Yayasan mendanai kolaborasi
multi-sektor di tingkat masyarakat. Gerakan ini mencakup kemitraan dengan First
Alaskans Institute serta sebuah universitas di Hawai’i, menangani masalah-
masalah yang berkaitan dengan masyarakat adat.
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Komisi Kebenaran, Penyembuhan Rasial dan
Transformasi Nasional

Pada awal tahun 2021, undang-undang diperkenalkan kembali ke Kongres AS yang
menyerukan pembentukan Komisi Kebenaran, Penyembuhan Rasial, dan
Transformasi (TRHT) Amerika Serikat yang pertama. Komisi akan memeriksa efek
perbudakan, rasisme institusional, dan diskriminasi terhadap orang kulit
berwarna, dan dampak sejarah itu terhadap hukum dan kebijakan saat ini. RUU
tersebut telah beredar selama empat tahun tetapi mendapatkan momentum baru
sebagai tanggapan atas gerakan publik melawan kebrutalan polisi terhadap orang
kulit hitam setelah pembunuhan George Floyd.

Anggota Kongres yang memperkenalkan RUU itu mengatakan komisi itu akan

menjadi proses pendidikan publik yang besar, dan langkah pertamayang g
diperlukan untuk membasmi rasisme sistemik di institusi, membuat proposal é
untuk mengatasi dan memperbaiki kerusakan di masa lalu, dan membangun §
negarayang lebih adil. Sejumlah legislatif negara bagian telah secara resmi £
menyerukan pembentukan komisi nasional. %
o
Sementara RUU tersebut berpusat pada rasisme anti-Kulit Hitam, ada ketentuan —_—
tentang pengalaman masyarakat adat, termasuk menolak kewarganegaraan di 5o

tanah mereka; kebijakan sekolah asrama federal yang dimaksudkan untuk
menghapus budaya, tradisi, dan bahasa Pribumi; dan kebijakan pertanahan. RUU
itujuga merujuk pencaplokan Hawai'i tanpa persetujuan masyarakat adat.
Kerangka RUU mencerminkan pelajaran dari pekerjaan Yayasan Kellogg, seperti
yang terlihat pada kesamaan nama dan terutama fokus pada transformasi.
Undang-undang terpisah tentang reparasi telah diperkenalkan, meskipun Komisi
direncanakan sebagai pendahulu untuk reparasi yang adil.

Penyelenggara akar rumput sudah membantu legislator menyusun cetak biru
untuk apa yang bisa dilakukan komisi, seperti membuat pelajaran sejarah untuk
sistem pendidikan Amerika, membangun monumen untuk menghormati
kelompokyang kurang terwakili, dan membangun ruang publik yang aman untuk
dialog budaya.
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Hawal'i

Latar belakang

Penduduk asli Hawai'i, yang dikenal sebagai Kanaka Maoli, tiba setidaknya 800
tahun yang lalu. Ketika navigator Inggris Kapten Cook tiba pada tahun 1788,
dikatakan ada hingga satujuta orang Hawaii. Pada tahun 1810, Kerajaan Hawaii
yang bersatu dibentuk, dan menerima pengakuan internasional. Pada tahun 1893,
Amerika Serikat melakukan penggulingan bersenjata Kerajaan dan kemudian
mencaploknya. Pada tahun 1946, setelah pembentukan Perserikatan Bangsa-
Bangsa, Hawayi'i terdaftar sebagai Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri. Meskipun
menjadi negara bagian pada tahun 1959, pada tahun 1998 sebuah laporan oleh
Pelapor Khusus PBB tentang masyarakat adat merekomendasikan agar Haway’i
dimasukkan kembali sebagai wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri.

Penduduk asli Hawaii menjadi terorganisir dan aktif pada 1970-an dan1980-an,
dan terus menyerukan pengakuan kedaulatan mereka. Hari ini mereka mewakili
20% dari populasi. Namun, masyarakat adat Hawaii adalah satu-satunya AS yang
diakui secara federal yang dilarang menentukan nasib sendiri dan pemerintahan
sendiri, masih tanpa hubungan antar pemerintah dengan Pemerintah Federal.

Inisiatif Sebelumnya

Inisiatif untuk secara resmi mengakui masa lalu termasuk 1978 perubahan
Konstitusi Negara Hawai'i dan hukum yang berkaitan dengan komunitas Hawai’ian
Adat. Pada tahun 1993 Kongres AS mengeluarkan undang-undang yang meminta
maaf atas penggulingan tersebut dan mengakui bahwa masyarakat adat Hawaii
belum menyerahkan kedaulatan mereka. Pada tahun 2011, Negara Bagian Hawai'i
secara resmi mengakui masyarakat adat Hawaii sebagai “satu-satunya penduduk
asli, masyarakat adat Maoli Hawaii.”

Pada tahun 2014, Departemen Dalam Negeri AS mengadakan audiensi di seluruh
Hawai’i, memberikan ratusan masyarakat adat platform untuk mengekspresikan
pendapat mereka tentang pengakuan formal oleh pemerintah federal. Audiensi
mengungkapkan bahwa sebagian besar menentang pengakuan, dengan alasan
bahwa penggulingan AS atas Kerajaan Hawai'i melanggar hukum internasional
dan karena itu Kerajaan tidak pernah berhenti untuk ada.
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Pada tahun 2016, Departemen Dalam Negeri AS merilis prosedur untuk membuat
kerangka kerja pengakuan formaljika penduduk pribumi Hawaii membentuk
pemerintahan terpadu dan menyerukan hubungan antar pemerintah-pemerintah
dengan AS.

Komisi Pita Biru yang Diusulkan

Pada awal 2020, menyusul protes besar-besaran terhadap proyek teleskop di tanah
sakral, legislator negara bagian memperkenalkan undang-undang yang
menyerukan “Komisi Pita Biru” untuk menangani warisan penggulingan Kerajaan
Hawai’i tahun 1893 oleh Amerika Serikat, dan untuk mengembangkan proses
rekonsiliasi partisipatif dan bermakna untuk membantu “membangun hubungan
baru berdasarkan kepercayaan antara masyarakat adat Hawaii, Negara Bagian
Hawaii, dan Amerika Serikat.” Undang-undang tersebut menyebutkan perlunya
mengatasi perselisihan tentang penggunaan dan pengelolaan lahan, serta
lingkungan, ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan.

Tanggapannya beragam, termasuk kritik terhadap RUU tersebut karena gagal
mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat adat Hawai, dan karena lebih
banyak datang dari pemerintah negara bagian daripada para pemimpin dan
komunitas adat. Komisi belum terbentuk. Hawai’i dan masyarakat adatnya juga
disebutkan dalam rancangan undang-undang untuk Komisi Kebenaran,
Penyembuhan Rasial dan Transformasi Nasional.

Bab 2: Amerika Utara

o
-






BAB

AFRIKA

Keluarga korban berkumpul di luar

Kamp Militer Tazmamart di Maroko dan
menunjukkan potret anggota keluarga
yang ditangkap setelah kudeta gagal pada
tahun 1971-1972. Oktober, 2000.

(Foto oleh Abdelhak Senna/AFP lewat
Getty Images).
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Maroko

Komisi Persamaan dan Rekonsiliasi
(2004-5)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Setelah kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1956, otoritas Maroko
secara sewenang-wenang menahan, menyiksa atau “menghilangkan”
ribuan warga. Mereka juga menanggapi secara brutal protes dan
pemogokan, menyebabkan puluhan kematian warga sipil. “Hukuman
kolektif” adalah hal biasa selama beberapa dekade. Pada tahun 1975
perang pecah di Sahara Barat antara Maroko dan Front Polisario
Sahrawi. Pertempuran itu ditandai dengan penghilangan, penahanan
sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap ribuan orang lainnya.
Periode lebih dari 40 tahun penindasan dan pelanggaran hak asasi
manusia ini dikenal sebagai “Tahun-Tahun Kepemimpinan.”

The Amazigh adalah masyarakat adat di Maroko, mengidentifikasi
diri dan diakui oleh Negara Maroko, dan juga di negara-negara Afrika
Utara lainnya. Meskipun mereka membentuk sekitar10,4 juta dari
populasi 37juta, narasi Arab-Islam yang dominan di negara itu gagal
mengenali identitas budaya dan bahasa mereka. Karena kekhasan
dan penolakan mereka untuk berasimilasi dengan budaya dan
bahasa mayoritas, Amazigh telah mengalami marginalisasi politik
dan degradasi budaya. Perampasan dan pencaplokan tanah, dan
perusakan tanah dan saluran air oleh pertambangan juga merupakan
masalah, pola yang berasal dari praktek era kolonial.
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Pada tahun1958,1960, dan 1973, Pemerintah menanggapi pemberontakan oleh
suku Amazigh dengan represi brutal, yang mengakibatkan kematian banyak
aktivis Amazigh dan penghancuran rumah mereka. Pada tahun 1994, tindakan
keras Pemerintah terhadap demonstrasi menjadi bumerang, memperkuat
dukungan di antara masyarakat sipil dan media untuk tuntutan Amazigh terhadap
pengakuan hak budaya dan bahasa mereka. Pada tahun 2001, Raja Mohammed VI
mendirikan Institut Kerajaan untuk Budaya Amazigh guna mempromosikan
bahasa dan identitas kelompok tersebut.

Masyarakat sipil Maroko mengkampanyekan Komisi Kebenaran Independen
sebagai bagian dari pendekatan komprehensif untuk berurusan dengan masa lalu.
Komisi Kesetaraan dan Rekonsiliasi (The Equity and Reconciliation Commission/
ERC) didirikan bukan setelah perubahan pemerintahan, tetapi sebagai bagian dari
proses perubahan bertahap yang dipimpin oleh raja yang ada. ERC adalah Komisi
Kebenaran pertama di dunia Arab.

Mandat
Pada tahun 2004, ERC didirikan dengan dekrit kerajaan. Meskipun komisi tersebut %
tidak memiliki kata “kebenaran” dalam namanya, pembukaan dekrit tersebut =
menyebut badan baru tersebut sebagai “Komisi Kebenaran dan Kesetaraan.” §
Pemerintah juga memperjelas bahwa mereka melihat ERC sebagai langkah o
signifikan dalam transisi demokrasi Maroko. ¢

5

Mandat ERC adalah untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia selama
periode 43 tahun sejak kemerdekaan pada tahun 1956, dan untuk mengidentifikasi
tanggung jawab institusional, tetapi bukan individu, atas kesalahan tersebut.
Komisi ini ditugaskan untuk menegakkan kebenaran tentang pelanggaran masa
lalu, memberikan reparasi kepada korban dan keluarga, dan merekomendasikan
langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran di masa depan. ERC tidak secara
khusus berfokus pada masyarakat adat meskipun menganggap pelanggaran
terhadap mereka dalam mandatyang lebih luas.

Metodologi

Ke-17 komisioner ERC hanya termasuk satu perempuan. Banyak komisioner adalah
mantan tahanan politik. ERC membagi pekerjaannya menjadi investigasi, reparasi
dan penelitian. Penyelidikan termasuk dengar pendapat publik dan swasta,
penelitian arsip, dan wawancara dengan pejabat pemerintah dulu dan sekarang.
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Untuk menjangkau khalayak sebanyak mungkin, serangkaian seminar bertema
juga disiarkan di TV Pemerintah.

Temuan dan rekomendasi

ERC gagal memenuhi harapan banyak orang Amazigh. Banyak yang berpendapat
bahwa dengan mempertimbangkan pengalaman masyarakat adat dalam kerangka
pelanggaran hak asasi manusia secara umum, mereka terpinggirkan.

ERC memang menentukan bahwa represi dan penggunaan kekuatan yang
berlebihan terjadi selama puncak perjuangan hak-hak Amazigh pada1990-an.
Korban diidentifikasi dan direkomendasikan untuk kompensasi oleh ERC. Komisi
juga merekomendasikan adopsi proyek pengembangan sosial-ekonomi dan
budaya yang disesuaikan dengan sejumlah kota, termasuk wilayah yang
didominasi Amazigh seperti Rif dan Atlas tengah. ERC membuat rekomendasi
yang luas tentang reparasi bagi korban individu dan kelompok korban.

Pembelajaran dan dukungan

e ERCdianggap sebagailangkah penting sebagai komisi kebenaran pertama
didunia Arab.

e ERCjugatidak biasa padasaatitu karena didirikan oleh seorang rajayang
masih berkuasa yang terus berkuasa —itu menjadi bagian dari transisi yang
bertahap dan terkelola.

e Namun, fokus pada pelanggaran terhadap semua yang dianggap sebagai
ancaman bagi pemerintah membatasi kapasitas ERC untuk memeriksa akar
spesifik pelanggaran terhadap masyarakat adat. Keterbatasan ini menjadi
pertimbangan penting bagi komisi kebenaran yang mempertimbangkan
pelanggaran terhadap masyarakat adat di antara korban lainnya.



Pengalaman Masyarakat Adat dengan Mekanisme Pengungkapan Keb enaran: Volume 2

Kenya

Komisi Kebenaran, Keadilan dan
Rekonsiliasi (2008—2013)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

g
Sejarah Kenya sejak kemerdekaan dari Inggris, pada tahun 1963, E
telah ditandai dengan konflik etnis, pemerintahan semi-represif, s
marginalisasi dan kekerasan politik. Kekerasan pasca pemilu tahun 3
2007 menyebabkan sekitar 1.500 kematian, 3.000 perkosaan, dan —_—
300.000 orang kehilangan tempat tinggal. Kedua pihak 67

menandatangani Kesepakatan Nasional pada tahun 2008, setelah
mediasi oleh Panel Uni Afrika dari Tokoh-tokoh Afrika Terkemuka
yang diketuai oleh Kofi Annan. Komisi Kebenaran, Keadilan dan
Rekonsiliasi/ The Truth, Justice and Reconciliation Commission (TJRC)
merupakan bagian dari komponen akuntabilitas accord/ perjanjian.

Ada lebih dari 25 komunitas masyarakat adat di Kenya, dan hubungan
di antara komunitas suku lainnya sangat kompleks. Orang-orang yang
mengidentifikasi dengan gerakan masyarakat adat terutama
penggembala nomaden dan pemburu-pengumpul, serta beberapa
desa nelayan dan komunitas pertanian kecil.

Komunitas adat mengalami pelanggaran hak asasi manusia selama
era kolonial Inggris (1895—1962), termasuk pemindahan dari tanah
mereka. Banyak praktik era kolonial berlanjut di bawah negara-
bangsa modern, termasuk pelanggaran hak atas tanah terkait dengan
praktik pertambangan dan penebangan.
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Konstitusi 2010 berisi Bill of Rights progresif yang menjadikan hukum
internasional sebagai komponen kunci dari hukum Kenya dan menjamin
perlindungan kelompok minoritas dan terpinggirkan. Bill of Rights tidak secara
eksplisit merujuk pada masyarakat adat, meskipun definisi komunitas
terpinggirkan mencakup mereka. Kenya tidak memiliki undang-undang khusus
tentang masyarakat adat dan belum mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak
Masyarakat Adat, setelah abstain selama pemungutan suara awal. la belum
meratifikasi Konvensi ILO169.

Mandat

Sebuah Undang-Undang Parlemen membentuk TJRC untuk menyelidiki
pelanggaran hak asasi manusia berat dan ketidakadilan sejarah lainnya di Kenya
antara12 Desember1963 dan 28 Februari 2008. Komisi bertujuan untuk
berkontribusi pada persatuan nasional, rekonsiliasi dan penyembuhan.

TIRC memiliki wewenang untuk menyelidiki, menganalisis, dan melaporkan
pelanggaran berat hak asasi manusia, kejahatan ekonomi, pengambilalihan tanah
publik secara ilegal, marginalisasi masyarakat, kekerasan etnis, dan konteks di
mana kejahatan itu terjadi. Kekuasaan TJRC untuk menyelidiki kejahatan ekonomi
dan tanah publik termasuk menyelidiki anggapan marginalisasi ekonomi
masyarakat.

Komisijuga bertugas mendidik masyarakat tentang pekerjaannya. la dapat
merekomendasikan penuntutan, reparasi, perubahan kelembagaan, dan amnesti
sebagai ganti kebenaran bagi para pelaku yang tidak melakukan pelanggaran
HAM berat. Mandat operasional dua tahun TJIRC diperpanjang tiga kali.

Metodologi

Sebagai bagian dari mandat Komisi untuk melihat ketidakadilan historis dan
pelanggaran berat hak asasi manusia, Komisi mengambil langkah-langkah untuk
memastikan bahwa kelompok minoritas dan masyarakat adat berpartisipasi dalam
prosesnya dan bahwa situasi mereka dipertimbangkan.

TIRC mengambil kesaksian individu dari para korban pelanggaran hak asasi
manusia dan mengadakan dengar pendapat publik. Komisi menerima pernyataan
dari masing-masing anggota kelompok minoritas dan masyarakat adat,
mendengar kesaksian mereka selama dengar pendapat publik, dan juga menerima
masukan yang disiapkan bersama oleh anggota kelompok-kelompok ini. Komisi
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juga mendengar bukti dari para ahli tentang minoritas dan masyarakat adat
selama Dengar Pendapat Tematik untuk melihat lebih dalam pola, penyebab dan
akibat dari pelanggaran terhadap kelompok-kelompok ini. Komisi juga melakukan
tinjauan komprehensif atas makalah dan laporan akademis oleh organisasi-
organisasi, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang hak-hak dan minoritas
secara global dan di Kenya.

Kredibilitas TIRC dipengaruhi oleh kontroversi seputar Ketuanya, yang dirinya
terkait dengan pelanggaran HAM berat. Ada panggilan darinya untuk mundur dari
Uskup Agung Desmond Tutu, permintaan perintah pengadilan yang mencegahnya
memasuki kantor komisi, dan tuduhan serta tuduhan balasan hingga dia
mengundurkan diri pada 2010.

Temuan dan rekomendasi

Komisi menemukan di samping fokus pada etnisitas dalam setiap upaya untuk
memahami ketidakadilan historis di Kenya, penting untuk memahami
pelanggaran yang diderita oleh anggota kelompok minoritas dan pada khususnya.

¢
TIRC mendedikasikan satu bab dari Laporannya (Bab Tiga, Volume IIC) untuk i
“Kelompok Minoritas, Masyarakat Adat dan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia”/ K
“Minority Groups, Indigenous People and Gross Violation of Human Rights”.
Laporan menganalisis konteks masyarakat adat di Kenya berdasarkan hukum dan T
standar internasional, lembaga-lembaga Afrika seperti Komisi Afrika, dan 69

kerangka hukum Kenya, termasuk Konstitusi 2010.

TIRC menemukan bahwa diskriminasi sistematis terhadap minoritas dan
masyarakat adat telah mengambil bentuk yang bervariasi di Kenya. Namun, tiga
bentuk menonjol: kurangnya pengakuan formal, pelanggaran hak yang berkaitan
dengan kewarganegaraan, dan penggambaran publik yang negatif.

TIRC menemukan berbagai pelanggaran berat terhadap masyarakat adat,
termasuk kekerasan langsung, termasuk:

e Hukuman kolektif: Hukuman kolektif oleh negara terjadi terutama di Kenya
Utara dan dalam konteks operasi keamanan atau perlucutan senjata.
Praktik tersebut termasuk pembantaian warga sipil. Banyak pelanggaran
HAM berat lainnya yang terjadi selama operasi keamanan, termasuk
kekerasan seksual, penyiksaan dan pengingkaran terhadap hak-hak sosial
dan ekonomi.
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® Pelanggaran hak atas tanah: Penggembala asli dan pemburu-pengumpul di
Kenya telah terkena dampak paling parah oleh hilangnya tanah,
fragmentasi tanah dan penggusuran paksa. Hasilnya adalah peningkatan
marginalisasi, pendalaman kemiskinan, dan siklus konflik dengan
komunitas tetangga dan negara.

@ TJRC mendokumentasikan dampak pengusiran masyarakat adat Endorois
dan Ogiek dari tanah leluhur mereka. la merekomendasikan pengakuan hak
Endorois atas kepemilikan tanah leluhur, termasuk akses tanpa batasan dan
kompensasi atas kerugian yang mereka derita.

e® Pelanggaran hak atas pembangunan: Dampak negatif sosial, ekonomi,
budaya dan lingkungan yang signifikan terhadap masyarakat adat muncul
dari pembangunan pelabuhan, proyek pembangkit listrik tenaga air dan
panas bumi, penebangan dan pertambangan, dan proyek pembangunan
lainnya.

e Partisipasi politik: Masyarakat adat kurang terwakili di semua tingkat
pemerintahan, yang mengakibatkan kurangnya suara dan kekuatan
pengambilan keputusan.

@ Perempuan Minoritas dan Adat: Perempuan dan anak perempuan minoritas
dan adatadalah beberapa kelompok yang paling rentan di Kenya.
Ditemukan bahwa keamanan yang tidak memadai dan keamanan yang
menindas memiliki dampak negatif pada minoritas dan perempuan adat,
mulai dari hilangnya nyawa dan kekerasan seksual hingga penurunan akses
ke barang dan makanan yang diperdagangkan.

e Akses ke hak-hak sosial-ekonomi. Minoritas terpinggirkan dan komunitas
adat di Kenya jauh lebih miskin daripada populasi lainnya. Kemiskinan
dikaitkan dengan kurangnya akses ke pemerintah dan layanan lainnya.
Akses pendidikan bagi anak-anak minoritas dan adat juga menjadi masalah
utama.

Kontroversi mengelilingi Bab Tanah laporan setelah tiga komisaris menuduh isinya
diubah setelah laporan itu diserahkan.

Menindaklanjuti

Laporan akhir diterima dengan tentangan oleh beberapa kekuatan sosial yang
kuat. Pemerintah menolak untuk mempublikasikan laporan tersebut secara luas,
dan kasus-kasus pengadilan berusaha untuk menghapus sebagian dari laporan
tersebut dan untuk memblokir pelaksanaan rekomendasi.

Harapan masyarakat adat terhadap proses TJRC tidak terpenuhi. Klaim Ogiek dan
Endorois tetap tidak tertangani. Penggusuran masyarakat Ogiek dari hutan Mau
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pada tahun 2020 menunjukkan keterpinggiran mereka yang terus berlanjut.
Reparasi untuk ketidakadilan historis dan akses ke keadilan juga merupakan salah
satu klaim yang belum terselesaikan dari komunitas adat.

Pembelajaran dan dukungan

Mandat TJRC dikritik karena terlalu berat dan terlalu ambisius dalam upaya
untuk menutupi 45 tahun kekerasan dan penindasan, terutama mengingat
sumber daya yang terbatas dan ketegangan politik yang tinggi seputar
operasinya.

Kontroversi seputar Ketua DPR mencederai kredibilitas KPU yang tidak
memiliki hubungan baik dengan masyarakat sipil.

Isu hak masyarakat adat berkaitan dengan tanah dan sumber daya dapat
menarik oposisi kuat yang akan merasa terancam oleh proses
pengungkapan kebenaran seperti itu dengan kekuatan untuk membuat
rekomendasi.

Laporan akhir, dokumen setebal 2.000 halaman, sangat tidak dapat diakses
oleh publik dan tidak dipublikasikan secara luas.

Meskipun Kenya belum mengesahkan UNDRIP, TIRC membingkai
diskusinya tentang hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hak
internasional.

Penting untuk mengelola ekspektasi apakah komisi kebenaran dengan
mandat hak asasi manusia yang luas dapat mempengaruhi perubahan pada
masalah hak asasi manusia yang sudah berlangsung lama bagi masyarakat
adat. Masyarakat adat harus mengembangkan strategi yang jelas tentang
bagaimana partisipasi dapat berkontribusi pada perjuangan mereka yang
lebih lama untuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka.
Masyarakat adat di Kenya tidak merasa bahwa harapan mereka terhadap
komisi tersebut terpenubhi.

Meskipun demikian, TIRC memang meningkatkan visibilitas sejumlah
komunitas adat dan perjuangan mereka untuk mewujudkan hak-hak
mereka.

Efektivitas operasi penjangkauan TJIRC dipertanyakan.

Bab 3: Afrika
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Masyarakat adat Tuhoe turun ke jalan untuk mengingatkan
Perjanjian Waitangi 1840 di Kota Auckland, Aotearoa.
Februari, 2008.

(Foto oleh Hannah Peters lewat Getty Images).
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Meskipun sekitar 70% masyarakat adat dunia tinggal di Asia dan Pasifik, bagi
banyak orang pengakuan oleh negara-bangsa modern sebagai masyarakat
pertama merupakan tantangan besar. Wilayah Asia-Pasifik yang luas tidak
mengalami penjajahan yang dominan, tidak seperti Amerika Latin. Negara-negara
penjajah termasuk Portugal dan Spanyol, diikuti oleh Belanda, Prancis, Inggris,
Jepang dan Amerika Serikat, serta Jerman di Pasifik. Tidak semua negara dijajah.

Situasi masyarakat adat di sebagian besar negara kecil Pasifik berbeda dengan di
Asia, karena mereka merupakan mayoritas penduduk. Negara-negara pemukim
Australia dan Selandia Baru, masing-masing dijajah oleh Inggris, juga memiliki
konteks masyarakat adat dan kolonial yang berbeda.
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Timor Leste

Komisi Penerimaan, Kebenaran dan
Rekonsiliasi, CAVR (2002—2005)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Timor-Leste dijajah oleh Portugal dari abad ke-16 hingga 1975. Setelah
proses dekolonisasi yang cepat dan gagal, Timor-Leste
mendeklarasikan kemerdekaan dan hampir segera diserbu oleh
negara tetangga Indonesia. Indonesia menduduki wilayah tersebut
selama 24 tahun melalui kontrol militer yang intens. Perlawanan
orang Timor disambut dengan pelanggaran hak asasi manusia
massal, termasuk operasi militer besar seperti pemboman udara,
pemindahan paksa serta kelaparan terkait, pembantaian dan
pembunuhan, kekerasan dan penyiksaan seksual, serta pelanggaran
hak sosial, ekonomi dan budaya yang meluas. Antara 100-183.000
orang kehilangan nyawa.

Timor Timur terdaftar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai
wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri sejak tahun
1960-an, dan status ini tidak berubah di bawah pendudukan
Indonesia. Pada tahun 1999, setelah jatuhnya pemimpin lama
Indonesia yang otoriter Soeharto, PBB melakukan tindakan
penentuan nasib sendiri melalui pemungutan suara nasional,
menghasilkan suara untuk kemerdekaan. Sebagai buntut dari respon
kekerasan militer Indonesia, PBB membentuk Pemerintahan Transisi
sampai kemerdekaan pada tahun 2002.

Bab 1: Asia-Pasifik
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Tim hak asasi manusia Administrasi Transisi PBB bekerja dengan aktivis Timor dan
pemimpin gereja lokal untuk mengadakan konsultasi tentang keadilan
transisional, yang mengarah pada pembentukan Komisi Penerimaan, Kebenaran
dan Rekonsiliasi (Commission for Reception, Truth and Reconciliation/CAVR).
Pada saatyang sama, Pemerintahan Transisi dan kemudian Timor-Leste yang
merdeka melakukan proses peradilan untuk kejahatan berat yang dilakukan dalam
kekerasan tahun1999.

Timor-Leste adalah rumah bagi setidaknya 30 kelompok bahasa dan budaya
masyarakat adat yang berbeda. Sebagian besar penduduk Timor-Leste adalah
keturunan Melayu-Polinesia dan Melanesia-Papua. Dalam kunjungannya tahun
2019 ke Timor-Leste, Pelapor Khusus PBB untuk Masyarakat Adat mencatat bahwa
sebagian besar orang Timor adalah penduduk asli.

Di bawah hukum kolonial Portugis, masyarakat adat dikaitkan dengan “tidak
beradab”. Pada tahun 1930, Portugal mengadopsi Undang-Undang Kolonial, yang
secara resmi membedakan antara pribumi (orang asli Timor) dan orang non
pribumi (ini termasuk orang kulit putih, mesticos dan assimilados). Seseorang
dapat memperoleh status asimilado, misalnya dengan belajar bahasa Portugis,
melakukan wajib militer dan memiliki “karakter yang baik”. Stigma dan
perpecahan yang disebabkan oleh penerapan terminologi tersebut meninggalkan
warisan.

Timor-Leste mendukung adopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat
pada tahun 2007, dan Konstitusi 2002 berisi beberapa ketentuan yang secara
eksplisit mengakui adat, nilai-nilai tradisional dan warisan budaya negara tersebut.
Timor-Leste belum meratifikasi Konvensi [LO 169.

Mandate

CAVR memiliki mandat yang komprehensif untuk memeriksa pelanggaran hak
asasi manusia selama periode 24 tahun dari berakhirnya kekuasaan kolonial
Portugis hingga akhir pendudukan Indonesia, serta untuk mempromosikan
rekonsiliasi.

CAVR tidak menerapkan kerangka hak-hak masyarakat adat dalam proses
pencarian kebenarannya. Namun, laporan akhirnya mendedikasikan satu bab
untuk proses penentuan nasib sendiri, yang berfokus pada era pemerintahan
kolonial Portugis dan pendudukan Indonesia. Ketujuh komisioner nasional dan 28
regional semuanya orang Timor.
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Metodologi

Sementara CAVR didirikan di bawah undang-undang administrasi PBB, komisi
tersebut menjalankan operasinya setelah pemulihan kemerdekaan. Komisi
tersebut memiliki mandat yang luas untuk mencari kebenaran tentang
pelanggaran hak asasi manusia selama periode penyelidikan.

CAVR mengembangkan proses yang sangat partisipatif, dengan tim yang
beroperasi di13 distrik. Audiensi publik lokal berlangsung di samping delapan
audiensi tematik nasional. Metodologi pencarian kebenaran didasarkan pada
kesaksian individu, dengan hampir 8.000 pernyataan individu dicatat. Pendekatan
ini dilengkapi dengan penelitian tematik, termasuk pemindahan paksa dan
kelaparan, pembunuhan dan penghilangan, penyiksaan, kekerasan seksual,
hak-hak anak dan peran masyarakat internasional.

Pekerjaan rekonsiliasi yang menggabungkan para pemimpin tradisional, hukum
dan praktik dengan komisi kebenaran dan pengadilan.

Untuk mempromosikan rekonsiliasi di tingkat lokal, Prosedur Rekonsiliasi
Komunitas (Community Reconciliation Procedures/CRP) dilakukan di desa-desa
di seluruh negeri. Dengar pendapat PRK dirancang untuk membantu masyarakat
mengintegrasikan kembali sejumlah besar mantan anggota milisi yang terkait
dengan kejahatan yang tidak terlalu serius. Kejahatan berat seperti pembunuhan
dan kekerasan seksual berada di bawah kewenangan pengadilan khusus. CRP
menghubungkan hukum modern, otoritas CAVR, dan hukum tradisional serta
praktik budaya setempat, yang dikenal sebagai lisan. Audiensi publik bertujuan
untuk secara damai mengintegrasikan kembali anggota milisi tingkat rendah,
memulihkan martabat para korban dan membangun kembali harmoni dalam
masyarakat.

Regulasi yang membentuk CAVR menetapkan langkah-langkah dasar untuk
dengar pendapat PRK. Komisijuga menyusun pedoman prosedural untuk
memastikan tingkat keseragaman. Namun, pedoman ini memberikan fleksibilitas
untuk langkah atau praktik lain. Komisi mendorong masyarakat untuk
menerapkan praktik budaya lokal untuk mempromosikan kepemilikan. Sejauh
mana ritual lisan digunakan dan bentuknya sangat bervariasi antar komunitas.
Namun, beberapa praktik umum terjadi di sebagian besar dengar pendapat PRK/
CRP, seperti upacara boot nahe biti (menyebarkan tikar besar).

Audiensi dipimpin oleh komisaris regional CAVR, dengan penandatanganan oleh
unityudisial yang menuntut kejahatan sejarah yang serius. Hukum tradisional dan
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praktik budaya dengan demikian terkait dengan sistem peradilan dan peradilan
transisional modern.

Ada semangat kolektif dan komunitas yang kuat dalam audiensi tersebut. Ritual
Lisan sering dilakukan sebagai persiapan untuk sidang PRK/CRP dan untuk
menandai pembukaannya. Hal ini menumbuhkan pandangan bahwa PRK/CRP
tidak hanya diadakan untuk kepentingan pelaku individu, tetapi sebagai acara
komunitas yang penting bagi seluruh desa. Nyanyian dan lantunan para pemimpin
lisan dimaksudkan untuk didengar tidak hanya oleh para hadirin yang masih hidup
tetapijuga oleh para penjaga masyarakat, para leluhur, yang diyakini juga akan
menjadi saksi persidangan.

Temuan dan rekomendasi

CAVR mengeluarkan laporan akhir rinci lebih dari 2.500 halaman, dalam tiga
bahasa. Itu disertai dengan versi ringkasan, versi remaja, dan publikasi tentang
audiensi publik tematik, serta produk radio dan video. Laporan akhir mencakup
satu bab yang merinci pengalaman, hasil dan pelajaran dari dengar pendapat PRK/
CRP. Laporan akhir belum diterbitkan dalam bahasa resmi Tetun, meskipun
publikasi terkait dan produk multimedia lainnya telah diterbitkan.

Pembelajaran dan dukungan

e Sidang PRK/CRP adalah contoh sistem peradilan campuran yang
menggabungkan sistem resmi dan proses dan pemimpin budaya
tradisional. Pendekatan ini membantu membuat proses CAVR lebih relevan
dan bermakna dalam komunitas lokal, sambil memastikan proses tersebut
diterima dalam sistem peradilan formal.

e Tingkatlokal dan karakter dengar pendapatitu penting, sebuah contoh
Komisi Kebenaran yang beroperasi di tingkat desa dengan pemimpin adat
dan adat memainkan peran kunci.

e Audiensiinijuga memiliki komunitas dan karakter kolektif yang kuat untuk
menyampaikan kebenaran dan berbagi. Mereka berbicara tentang
bagaimana konflik mempengaruhi komunitas danjuga individu. Ini
mungkin relevan dalam situasi lain.

e Sejumlah peserta program PRK/CRP berkomentar bahwa dengan
memasukkan adat tradisional membantu memulihkan lisan sebagai
kekuatan pemersatu dalam masyarakat, setelah dimanipulasi selama
bertahun-tahun konflik.
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Kepulauan Solomon

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
(2009—-2010)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Lebih dari 90% populasi Kepulauan Solomon adalah masyarakat adat
Melanesia. Sekitar120 bahasa digunakan di 347 pulau. Sekitar 85%
penduduk tinggal di tanah milik adat dan mempraktekkan mata
pencaharian subsisten di lingkungan desa. Identitas sebagianbesar
berpusat di sekitar “wantok” atau loyalitas klan.

Pelaut Spanyol adalah orang Eropa pertama yang membangun kontak
dengan Kepulauan Solomon pada akhir abad keenam belas. Setelah
penjajahan Inggris di Australia dan Selandia Baru, misionaris Kristen
mulai menetap dari tahun 1850-an. Sejak tahun 1870-an, penduduk lokal
dieksploitasi sebagai tenaga kerja perkebunan di Fiji dan Queensland,
Australia. Pada tahun 1886, Inggris dan Jerman membagi pulau-pulau
itu di antara mereka. Pada tahun 1893, Inggris mendeklarasikan
Kepulauan Solomon sebagai Protektorat dan pemerintahan kolonial
dimulai tiga tahun kemudian. Kepulauan Solomon adalah lokasi
pertempuran besar selama Perang Dunia Kedua. Setelah perang,
gerakan nasionalis muncul, mencapai kemerdekaan pada tahun 1978.

Sebuah konflik di Kepulauan Solomon, yang secara lokal disebut
sebagai “ketegangan”, terjadi antara tahun 1998 dan 2003. Konflik
tersebut terutama antara kelompok-kelompok militan dari dua
provinsi berpenduduk terpadat, Malaita dan Guadalcanal. Diperkirakan
200 orang meninggal, dan penyiksaan, penculikan dan kekerasan
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seksual terjadi. Diperkirakan 35.000 orang, atau10% dari populasi, mengungsi.
Konflik tersebut sangat mengganggu pelayanan pemerintah, memecah belah
kepolisian, dan merusak perekonomian. Efeknya terasa di seluruh populasi.

Konflik telah digambarkan sebagai konflik etnis antara dua populasi pulau besar.
Namun, analisis menunjukkan bahwa akar konflik adalah masalah sosial-ekonomi,
pembangunan, politik dan pertanahan. Sementara konflik dimulai dengan
kekerasan di sepanjang garis provinsi, seiring waktu banyak kekerasan juga terjadi
di dalam kelompok.

Gereja, pemimpin lokal dan jaringan masyarakat sipil memimpin banyak rekonsiliasi
yang berarti di tingkat lokal, menggambarkan kepercayaan yang diberikan kepada
mereka sebagai mediator dan pembawa damai. Konflik secara resmi berakhir dengan
kedatangan Misi Bantuan Regional ke Kepulauan Solomon (Regional Assistance
Mission to Solomon Islands/RAMSI) pada Juli 2003. Misi regional yang dipimpin
Australia untuk “memulihkan hukum dan ketertiban” berpusat pada tiga pilar
pemulihan: mesin pemerintahan, tata kelola ekonomi, serta hukum dan keadilan.
Misi tersebut melibatkan penghapusan senjata, penuntutan pidana, penguatan
kelembagaan dan pembangunan kapasitas. Baik pembangunan perdamaian
maupun rekonsiliasi tidak termasuk dalam mandat RAMSI, juga tidak bermitra
langsung dengan Kementerian Persatuan, Rekonsiliasi dan Perdamaian Nasional.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kepulauan Solomon (Solomon Islands Truth
and Reconciliation Commission/ TRC) pertama kali diusulkan pada puncak
ketegangan pada tahun 2000 oleh Komite Perdamaian Asosiasi Kristen Kepulauan
Solomon (Peace Committee of the Solomon Islands Christian Association).

Komisi dipandang sebagai sarana untuk membangun persatuan nasional melalui
proses pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi, dan keadilan atau amnesti. Namun,
momentum memudar ketika RAMSI berfokus pada inisiatif keadilan lainnya dan
sampai pergantian pemerintahan pada tahun 2006 tidak ada dukungan resmi
untuk KKR/TCR. Setelah komite konsultatif menyimpulkan ada dukungan publik
untuk Komisi Kebenaran, komite pengarah dibentuk. Pada tahun 2008, parlemen
mengesahkan UU KKR/TRC. Kepulauan Solomon belum mengesahkan UNDRIP
atau Konvensi ILO 169. Konstitusi Kepulauan Solomon membuat sedikit referensi
tentang hak-hak masyarakat adat.

Mandat

Komisi tersebut diluncurkan pada tahun 2009 oleh Uskup Agung Desmond Tutu,
mantan Ketua KKR/TRC Afrika Selatan. Ini mulai beroperasi pada tahun 2010,
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awalnya untuk satu tahun dan diperpanjang untuk tahun berikutnya. Lima
komisioner diangkat, termasuk tiga orang Kepulauan Solomon dari tiga provinsi
yang paling terkena dampak konflik. Dua komisioner adalah perempuan.

Mandatnya adalah untuk “mempromosikan persatuan dan rekonsiliasi nasional”
dengan memeriksa sifat, anteseden, akar penyebab, tanggung jawab, dan tingkat
pelanggaran atau pelanggaran hak asasi manusia antara1Januari1998 dan
kedatangan RAMSI pada 23 Juli 2003. Itujuga diamanatkan untuk mempertimbangkan
dampaknya terhadap kesehatan, pendidikan, hukum, dan sektor lainnya, serta
menyusun kebijakan untuk mencegah situasi serupa di masa mendatang.

Komisi tersebut juga diberi mandat untuk “bekerja untuk memulihkan martabat
manusia para korban dan mempromosikan rekonsiliasi” dengan memberikan
kesempatan kepada korban dan pelaku untuk menceritakan pengalaman mereka
secara pribadi, “menciptakan iklim yang mendorong pertukaran konstruktif antara
korban dan pelaku” (TRCUU, 5[2c]). Amanat tersebut menetapkan bahwa
perhatian khusus diberikan pada pelecehan seksual dan pengalaman anak-anak.

Komisi tidak diberi wewenang untuk memberikan amnesti atau kompensasi. b=
©
p
. <
Metodologi H
QO
&
Komisi mengambil pernyataan di seluruh negeri dan menyusunnya ke dalam
database pusat. Itujuga melakukan dengar pendapat publik regional dan tematik,
81

yang disiarkan di televisi dan disiarkan di radio; penelitian dan investigasi; sidang
tertutup; dan penggalian.

Temuan dan rekomendasi

Sebuah laporan akhir sekitar 1.000 halaman menawarkan narasi konflik dan
pendahulunya, mengutip kutipan pernyataan, kesaksian dan audiensi publik.
Laporan tersebutjuga menyajikan analisis pelanggaran hak asasi manusia selama
konflik dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mencegah
terulangnya kembali.

Menindaklanjuti

e Laporantersebut disampaikan kepada Perdana Menteri, yang menolak
untuk menyampaikannya kepada Parlemen. Itu dirilis secara tidak resmi
pada tahun 2013 oleh editor utama.



Bab 4: Asia-Pasifik

o]
N

Pengalaman Masyarakat Adat dengan Mekanisme Pengungkapan Keb enaran: Volume 2

Satu dekade setelah KKR/TRC menyelesaikan tugasnya, masyarakat sipil
masih meminta parlemen untuk memperdebatkan laporan akhir dan
mengimplementasikan rekomendasinya, termasuk mengenai kompensasi.

Pembelajaran dan dukungan

Kritikus berpendapat bahwa meskipun KKR/TRC memenuhi model dan fungsi
komisi kebenaran menurut praktik internasional, KKR/TRC tidak terintegrasi
dengan pendekatan lokal untuk rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian.
Dengan hanya komitmen tanda untuk kastom (budaya tradisional) dan
praktik rekonsiliasi adat, itu didorong oleh norma-norma internasional
keadilan transisional, kehilangan kesempatan untuk kepemilikan lokal.
Beberapa juga berpendapat bahwa KKR/TRC menjadi menjauh dari
masyarakat sipil dan inisiatifjaringan gereja yang membantu
menciptakannya. Karena menjadi lebih dari sebuah lembaga yang didukung
pemerintah, menjadi lebih jauh dari tradisi dan praktik lokal.

Salah satu aspek ketegangan ini adalah hubungan antara pengungkapan
kebenaran tentang ketidakadilan masa lalu dan tradisi budaya Melanesia, di
mana orang tidak membicarakan masa lalu atau membingkainya dalam
praktik kastom, seperti bentuk kompensasi simbolis.

Lebih lanjut, telah disarankan bahwa pengambilan pernyataan dan analisis
data yang dibingkai di sekitar pelanggaran hak asasi manusia tidak cukup
memungkinkan mendongeng sebagai cara untuk mengungkapkan kebenaran.
Ada laporan bahwa kejujuran bagi perempuan tidak mudah dan bahkan
dianggap tidak pantas. Misalnya, perempuan mungkin maju ke depan
untuk menceritakan perusakan kebun makanan mereka, tetapi tetap diam
tentang kekerasan terhadap mereka, khususnya kekerasan seksual.

Seperti yang direncanakan, program rekonsiliasi akan menjadi prioritas
Komisi, bersama dengan hukum adat dan kepala suku, serta gereja. Namun,
UU KKR/TRC tidak mengatur bagaimana rekonsiliasi akan dilakukan, hanya
menyiratkan bahwa hal itu akan dihasilkan dari pencarian kebenaran.
Pendekatan ini berbeda dengan program proses rekonsiliasi masyarakat
yang dilaksanakan di Timor-Leste.

Banyak yang memberikan pernyataan kepada staf TRC bahwa mereka
termotivasi karena mereka ingin melihat rekomendasi diterapkan, mungkin
termasuk kompensasi. Kurangnya tindak lanjut politik terhadap KKR dan
rekomendasinya telah berdampak negatif pada korban pelanggaran yang
memiliki harapan bahwa bersaksi akan mengarah pada tindakan resmi.



Pengalaman Masyarakat Adat dengan Mekanisme Pengungkapan Keb enaran: Volume 2

Malaysia

Penyelidikan Hak Tanah Adat Asli
2010— 2012 dari Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (SUHAKAM)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Kelompok Orang Asli, Orang Ulu dan Anak Negeri adalah penduduk
asli Malaysia, yang terdiri lebih dari 70 subkelompok. Pada tahun 2015,
diperkirakan bahwa masyarakat adat mewakili sekitar13,8% dari
populasi31juta. Namun, di wilayah Semenanjung Malaysia, Orang asli
hanya berjumlah 0,7% dari populasi. Di pulau Kalimantan, di Sarawak,
masyarakat adat mewakili lebih dari 55% dan di Sabah sekitar 70%
dari populasi. Mayoritas tinggal di pedesaan dan dalam banyak kasus,
daerah terpencil, meskipun semakin banyak tinggal di pinggiran kota.

Pemukiman manusia di wilayah negara modern Malaysia sudah ada
lebih dari 40.000 tahun. Hubungan dagang dengan Cina dan India
terjalin pada abad ke-1 SM. Pada milenium pertama Masehi, Melayu
menjadi etnis yang dominan di semenanjung. Negara-negara bagian
awal yang kecil sangat dipengaruhi oleh budaya India, sepertijuga
sebagian besar Asia Tenggara. Islam datang melalui pedagang Arab
dan India pada abad ke-13, mengakhiri zaman Hindu dan Buddha.
Negara-negara Melayu berturut-turut dijajah oleh Portugal, Belanda
dan Inggris dari abad keenam belas sebelum diduduki oleh Jepang
1942-1945. Sabah dan Sarawak diperintah oleh North Borneo Chartered
Company dan Brooke Rajah sampai pendudukan Jepang, setelah itu
mereka menjadi koloni Inggris. Sementara Semenanjung Malaysia
memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia dibentuk
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ketika negara-negara daratan, Singapura, Sabah dan Sarawak membentuk sebuah
federasi pada tahun1963. Singapura menarik diri pada tahun 1965.

Malaysia telah mengesahkan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.
Namun belum meratifikasi Konvensi ILO 169. Di Sarawak dan Sabah, hukum yang
diperkenalkan di bawah pemerintahan kolonial Inggris yang mengakui hak dan
hukum tanah adat masih berlaku. Konstitusi Malaysia juga memberikan
perlindungan terhadap Hak Adat Asli. Namun, perlindungan ini tidak diterapkan
dengan benar atau diabaikan. Pemerintah memiliki pola mengutamakan ekstraksi
sumber daya alam yang besar dan perkebunan perusahaan swasta serta lembaga
negara di atas hak dan kepentingan masyarakat adat. Di Semenanjung Malaya,
minoritas kecil masyarakat adat telah menghadapi kebijakan asimilasi Pemerintah
yang terpadu, terutama sejak tahun1990-an.

Sejak dibentuk, lembaga HAM nasional, SUHAKAM menerima banyak keluhan
dari masyarakat adat. SUHAKAM melakukan investigasi terhadap kasus-kasus
tertentu, melakukan studi lapangan, melakukan dialog dengan masyarakat terkait,
diskusi meja bundar dengan Pemerintah Negara Bagian dan lembaga lain serta
perusahaan swasta. Komisi kemudian menerbitkan Laporan Khusus dan
menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait.

SUHAKAM menerima banyak keluhan antara tahun 2002 dan 2010 terkait dengan
hak atas tanah ulayat, yang banyak di antaranya belum terselesaikan. Keluhan dari
masyarakat adat ini berkaitan dengan perambahan dan perampasan tanah; tanahyang
termasuk dalam hutan atau taman suaka; klaim yang tumpang tindih; dan lambatnya
pemprosesan permintaan untuk kepemilikan asli atau cadangan komunitas.
Disimpulkan bahwa masalah tidak dapat diatasi dengan pendekatan sedikit demi
sedikit atau ditangani berdasarkan kasus per kasus. Sebaliknya, akar permasalahan
harus ditangani secara komprehensif dengan mengkaji pengalaman masyarakat adat
di seluruh Malaysia dari kacamata hak asasi manusia. SUHAKAM memutuskan untuk
melakukan penyidikan nasional terhadap Hak Tanah masyarakat adat di Malaysia.

Mandat

SUHAKAM mengembangkan kerangka acuan untuk penyelidikan nasional:

o Untuk menentukan sifat dan efektivitas pengakuan konstitusional, hukum,
administratif dan politik atas hak masyarakat adat untuk tanah.

e Untuk menyelidiki situasi hak atas tanah masyarakat adat dan dampak
pengakuan atau tidak diakuinya hak mereka atas tanah terhadap hak-hak
sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka, dengan mempertimbangkan
hukum internasional dan domestik yang relevan.
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e Untuk mengidentifikasi hambatan dalam penikmatan penuh hak
masyarakat atas tanah sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka.

e Untuk menciptakan dan mempromosikan lebih banyak kesadaran,
pengetahuan, dan pemahaman tentang hak masyarakat adat atas tanah
dan cara hidup mereka.

e Untuk mengembangkan rekomendasi kepada Pemerintah Federal dan
Negara Bagian.

Metodologi

SUHAKAM membentuk panel yang mewakili Sabah, Sarawak dan Semenanjung
Malaysia. Panel dibantu oleh konsultan yang dipilih oleh Komisi berdasarkan
pengalaman dan keahlian mereka dalam hak-hak masyarakat adat. Penyelidikan
mengambil pendekatan kooperatif dan responsif untuk mengembangkan solusi
untuk masalah tanah masyarakat adat. Ini melibatkan lembaga pemerintah,
organisasi non-pemerintah, masyarakat adat, perusahaan swasta, dan kelompok

dan individu lain yang berkepentingan, untuk mengidentifikasi dan mengembangkan =S
cara-cara praktis guna meningkatkan status kepemilikan tanah masyarakat adat. §

(2
Penyelodikan diawali dengan sesi perkenalan di tiga wilayah, dilanjutkan dengan f;
konsultasi publik dengan pemangku kepentingan. Penyelidikan menerima 3
pengajuan publik tertulis. Audiensi publik berikutnya mendengarkan kasus-kasus o
terpilih dari konsultasi dan pengajuan. Mitra dari University of Malaya, University .

5

Malaysia Sabah dan University Malaysia Sarawak, melakukan penelitian mendalam.

Konsultasi tersebut mendapat tanggapan yang luar biasa, dengan lebih dari 6.500
masyarakat adat berpartisipasi dalam sesi tersebut. Sebanyak 892 pernyataan
dicatat, termasuk 407 dari Sabah, 198 dari Sarawak dan 287 dari Semenanjung.
Sebanyak 132 kasus dipilih untuk audiensi publik di tiga wilayah. Komisi juga
terlibat dengan media untuk mempromosikan kesadaran publik tentang hak
masyarakat adat atas tanah dan cara hidup mereka, meningkatkan transparansi,
dan membangun tekanan pada pihak berwenang.

Penyelidikan dipandu oleh definisi dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika
mengidentifikasi siapa yang merupakan masyarakat adat Malaysia. Ini
mempertimbangkan Konstitusi Federal, undang-undang negara bagian, dan
definisi kerja yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara
Penyelidikan mengakui bahwa orang Melayu adalah Masyarakat Adat Malaysia,
kepatuhan terhadap definisi kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa membuatnya
berfokus pada Orang Asli di Semenanjung Malaysia, dan masyarakat adat di Sabah
dan Sarawak.
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Temuan dan rekomendasi

Pada tahun 2013, SUHAKAM menerbitkan l[aporannya yang menganalisis hak-hak
masyarakat adat dalam kerangka hukum internasional, khususnya Deklarasi PBB
tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Laporan tersebutjuga menganalisis Konstitusi
dan undang-undang negara bagian terkait dengan hak atas tanah adat. Selain itu,
menganalisis perkembangan peradilan hak atas tanah dalam kasus-kasus masyarakat
adatyang diajukan terhadap lembaga negara, sektor swasta atau individu swasta.

Penyelidikan membagi temuan pada kasus-kasus yang dipertimbangkan dalam tiga
bidang ke dalam kategori seperti administrasi; perkebunan; skema pengembangan
lahan masyarakat; penebangan dan hutan lindung; dimasukkannya tanah hak ulayat
ke dalam Kawasan Lindung Nasional atau Negara Bagian; proyek pengembangan
komersial; dan ganti rugi dari pembebasan lahan. Penyelidikan menemukan
bahwa masyarakat adat adalah salah satu kelompok yang paling terpinggirkan dan
kurang beruntung di Malaysia. Terlepas dari ketentuan yang mengakui hak tanah
mereka dalam Konstitusi Federal, hukum domestik dan internasional, masalah
sistemik telah menghalangi masyarakat adat untuk menikmati sepenuhnya hak
hukum dan hak asasi manusia mereka. Isu-isu sistemik ini berkembang terutama
dariamandemen undang-undang pertanahan berturut-turut yang tidak mengakui
perspektif masyarakat adat tentang kepemilikan dan pengelolaan tanah, dan
karenanya mengikis hak adat atas tanah. Adopsi kebijakan yang memprioritaskan
proyek-proyek pembangunan besar di atas ekonomi subsisten masyarakat adat
merupakan hambatan lebih lanjut untuk hak-hak komunitas adat.

Laporan tersebut mengkaji dampak dari tidak diakuinya hak-hak masyarakat adat,
dengan mempertimbangkan hukum internasional dan domestik. Ditemukan bahwa
erosi cepat identitas budaya dan bahasa sebagai akibat dari hilangnya tanah telah
mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, bahwa pengakuan akan hubungan erat
antara hak budaya dan bahasa masyarakat adat dan hak-hak mereka terkait dengan
tanah, wilayah, dan sumber daya mereka diperlukan untuk memastikan penghormatan
terhadap hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri. Penyelidikan
menemukan bahwa untuk memberikan pengakuan atas hak masyarakat adat atas
tanah akan membutuhkan tindakan untuk memperbaiki dampak ini.

Laporan tersebut mendokumentasikan 18 rekomendasi di bawah sejumlah tema:
mengakui hak masyarakat adat atas tanah; memperbaiki kehilangan tanah;
mengatasi masalah dan ketidakseimbangan pembangunan lahan; mencegah
hilangnya hak tanah ulayat asli di masa mendatang; menangani masalah
administrasi pertanahan; dan mengakui tanah sebagai pusat identitas masyarakat
adat. lajuga merekomendasikan kegiatan-kegiatan untuk mengimplementasikan
rekomendasi-rekomendasi ini, dengan menekankan partisipasi penuh dan efektif
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dari masyarakat adat. Rekomendasi utama adalah bahwa Pemerintah membentuk
Komisi Nasional Independen untuk masyarakat adat guna memastikan masalah
hak atas tanah ditangani secara efektif.

Menindaklanjuti

SUHAKAM telah merencanakan untuk mengeluarkan laporan tersebut kepada
Parlemen, Dewan Legislatif Negara Bagian, Pemerintah Federal dan Pemerintah
Negara Bagian terkait. Namun, pembubaran DPR untuk pemilihan umum memaksa
SUHAKAM untuk menunda peluncurannya. Ketika sesi baru Parlemen diadakan,
laporan itu tidak diajukan. Sebaliknya, Kabinet Federal memutuskan untuk
membentuk Satuan Tugas Nasional dengan mempertimbangkan laporan tersebut.

Gugus Tugas menyelesaikan studinya pada tahun 2014 dan menghasilkan
laporannya sendiri yang mendukung sebagian besar rekomendasi SUHAKAM,
kecuali pembentukan Komisi Masyarakat Adat. Laporan Gugus Tugas diserahkan ke
Kabinet pada tahun 2015, yang menyetujui pembentukan Komite Kabinet untuk

S ) : =

Hak Tanah Masyarakat Adat, yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri. a
o

©

Selama periode 2012-2016, SUHAKAM menjadikan hak-hak masyarakat adat 2
sebagai salah satu tema inti dari rencana strategisnya dan terus mengadvokasi =
33

untuk menindaklanjuti rekomendasi. @
Pembelajaran dan dukungan 87

® Penyelidikan menancapkan analisisnya tentang masyarakat adat dan
hak-hak mereka dalam kerangka hak asasi manusia internasional,
khususnya UNDRIP dan Konvensi [LO 169. Proses penerapan kerangka
hukum internasional tentang masyarakat adat dalam konteks nasional ini
sangat signifikan di Asia.

e Media, khususnya media lokal, berperan aktif selama proses berlangsung.
Namun, penyensoran media sendiri menghasilkan liputan yang lebih
rendah daripada yang diharapkan Komisi.

® Penyelidikan dipandang sebagai platform pemberdayaan utama bagi
masyarakat adat, membantu mereka untuk memobilisasi untuk melindungi
tanah adat mereka.

® Menerapkan rekomendasi tetap menjadi tantangan, dan masalah mendasar
tentang pengakuan asli atas hak tanah ulayat di semua tingkat
pemerintahan masih belum terselesaikan.

e SUHAKAM terus memasukkan hak-hak masyarakat adat sebagai bidang
utama pekerjaannya.
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Indonesia

Penyelidikan Nasional Hak Masyarakat
Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan,
oleh Komnas HAM

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Indonesia berpenduduk sekitar 260 juta jiwa yang tersebar di lebih
dari13.000 pulau. Diperkirakan ada 50-70 juta masyarakat adat di
negara ini.

Berabad-abad sebelum orang Eropa tiba, kepulauan ituadalah rumah
bagi masyarakat pedagang pesisir dan masyarakat agraris pedalaman.
Orang Eropa pertama yang membangun diri di Indonesia adalah
orang Portugis pada tahun 1512. Pada tahun 1590-an, para pedagang
Belanda mulai melakukan perjalanan ke Nusantara, yang menyebabkan
Perusahaan Hindia Belanda menguasai sebagian besar wilayah.
Pemerintah Belanda menjajah wilayah itu sebagai Hindia Belanda
langsung setelah tahun 1800. Negara kolonial Belanda memperluas
praktek pertambangan dan pertanian besar, awalnya diJawa dan dari
paruh kedua abad kesembilan belas di “pulau-pulau terluar”juga.
Pada awal abad kedua puluh muncul perjuangan nasionalis
Indonesia, yang mengarah ke perjuangan diplomatik dan bersenjata
untuk kemerdekaan. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan
pada tahun 1945, dan diakui oleh Belanda empat tahun kemudian.

Gerakan hak-hak masyarakat adat dimulai pada 1970-an dan 8o-an.
Pada tahun 1999, setelah jatuhnya Presiden Soeharto dan rezim Orde
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Baruyang represif, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) didirikan dan saat
ini memiliki 2.366 komunitas anggota.

Pemerintah mengakui1.128 kelompok etnis. Namun, pada tahun 2012 ia mengatakan
kepada PBB bahwa konsep masyarakat adat tidak berlaku di Indonesia. Posisi ini
bertentangan dengan tindakan pengadilan, legislatif dan pemerintah yang
signifikan. Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi menegaskan hak konstitusional
masyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka, termasuk hak kolektif mereka
atas hutan adat. Pengadilan menggunakan UNDRIP dan berbagai instrumen hak
asasi manusia, termasuk Konvensi ILO 169, sebagai referensi. Amandemen ketiga
UUD Indonesia mengakui hak-hak Masyarakat Adat (pasal 18 B-2 dan 28 I-3).

Kementerian Sosial mengidentifikasi beberapa komunitas sebagai “komunitas adat
terpencil” (‘komunitas adat terpencil”), yang secara efektif mengidentifikasi mereka
sebagai masyarakat adat. Dalam undang-undang yang lebih baru, ada pengakuan
implisit dari beberapa hak masyarakat adat, di mana mereka disebut sebagai
masyarakat adat atau masyarakat Hukum Adat. Indonesia telah mengesahkan
UNDRIP, tetapi belum meratifikasi Konvensi ILO 169. Meskipun ada kemajuan,
pengakuan penuh terhadap masyarakat adat tetap menjadi tantangan besar.

Kebijakan pertanahan negara modern secara signifikan mempengaruhi hak-hak
masyarakat adat. Di beberapa daerah, pembagian tanah oleh negara menjadi zona
“hutan” dan “non-hutan’, serta peruntukan penggunaan tanah, dibawa dari masa
kolonial Belanda. Sejak tahun 1960-an, rezim Orde Baru Soeharto menegaskan hak
tunggal atas semua tanah yang “tidak dimiliki” dan sumber daya di dalamnya.
Antara awal 1970-an hingga awal 1980-an, hampir 70% lahan Indonesia ditetapkan
sebagai kawasan hutan dan Pemerintah membagi kawasan menjadi kawasan
konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Penunjukan ini memberikan sedikit
pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak teritorial mereka, yang mengakibatkan
masuknya secara sewenang-wenang wilayah yang secara tradisional dihuni dan
digunakan oleh masyarakat adat. Pemerintah mengeluarkan izin untuk konsesi
penebangan, hutan tanaman, dan operasi pertambangan dan mengkonversi lahan
hutan untuk usaha komersial lainnya. Ada juga pola yang meluas dari Pemerintah
di berbagai tingkatan yang mengkriminalisasi masyarakat adatyang
mempertahankan tanah dan wilayah mereka. Komnas HAM memperkirakan 20%
pengaduan yang diterima terkait dengan sengketa tanah.

Komisi meluncurkan penyelidikan sebagai tanggapan atas keputusan Mahkamah
Konstitusi tahun 2012. Peninjauan kembali undang-undang kehutanan ini
menciptakan momentum untuk memulihkan status hak masyarakat adat atas
wilayah adat. Komisi berpendapat bahwa keputusan ini menandai titik signifikan
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pengakuan negara terhadap masyarakat adat dan hak-hak mereka, terutama atas
wilayah adat, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

Mandat

Komisi meluncurkan penyelidikan terhadap hak-hak masyarakat adat atas wilayah
mereka di kawasan hutan karena masalah tersebut tersebar luas di seluruh Indonesia;
isu-isu yang kompleks dan multi-faceted; dan undang-undang dan peraturan baru-
baru ini kondusif untuk pemulihan dan penguatan hak-hak masyarakat adat. Komisi
juga menyatakan bahwa salah satu tujuan Penyelidikan adalah untuk mendidik
masyarakat tentang hak-hak masyarakat adat, melalui dengar pendapat publik
dan kampanye media. Inkuiri Nasional dilaksanakan bekerjasama dengan Komnas
Perempuan dan didukung oleh organisasi masyarakat sipil, termasuk AMAN.

Metodologi

Penyelidikan tersebut merupakan penyelidikan nasional pro-aktif pertama yang
dilakukan oleh Komisi. Empat puluh kasus dipilih untuk audiensi publik di tujuh
wilayah: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali - Nusa Tenggara, Maluku dan
Papua. Kasus-kasus tersebut dipilih berdasarkan wilayah dan jenis masalah
kehutanan, seperti konservasi, produksi hutan, konversi ke produksi non-
kehutanan dan pertambangan.

Inkuiri juga mengorganisir penelitian etnografi dan studi kebijakan, melakukan
dengar pendapat publik regional dan nasional, dan kampanye pendidikan publik
melalui berbagai media.

Temuan dan rekomendasi

Laporan akhir pada Maret 2016 diikuti oleh tiga buku: Pelanggaran Hak Perempuan
Adat dalam Pengelolaan Hutan, Konflik Agraria dan Masyarakat Adat di Kawasan
Hutan, dan Penyidikan Nasional Pengalaman Belajar Pembuka Jejak Penyelesaian
Pelanggaran HAM.

Penyelidikan menemukan bahwa pelanggaran seringkali bersifat struktural yang
sering diabaikan. Ditemukan bahwa konflik yang melibatkan masyarakat adat di
kawasan yang diklaim sebagai hutan negara memiliki intensitas yang tinggi dan
cenderung tidak terselesaikan. Hak individu dan kolektif masyarakat adat dilanggar,
dengan perempuan dan anak-anak berada dalam kondisi yang paling rentan.
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Komisi menemukan lima akar penyebab pelanggaran terhadap masyarakat adat,
yang dimulai pada era kolonial dan berlanjut hingga saat ini:

e Kurangnya pengakuan dan status hukum sebagai masyarakat adatyang
membuat hak dan tuntutan hukum mereka tidak jelas atau tidak pasti.

e® Penyederhanaan, di mana masalah yang dihadapi masyarakat adat terkait
hak mereka atas wilayah dan sumber daya hutan dilihat oleh otoritas
pemerintah hanya sebagai administratif atau legal.

e Kebijakan pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi telah
memprioritaskan perusahaan ekonomi besar di atas wilayah adat, dengan
aparat negara dan aparat keamanan melindungi kepentingan perusahaan.

o Ketidaksetaraan hak-hak perempuan adat.

e Lowongandilembagayang berwenang menyelesaikan konflik, mandat
untuk menyelesaikan konflik diberikan kepada pemegangizin yang
memiliki konflik kepentingan.

Laporan tersebut mengusulkan tindakan segera dan membuat rekomendasi

kebijakan kepada Presiden, DPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, =
TNI, Polri dan instansi lainnya. E\s
o
Laporan tersebut merekomendasikan agar Presiden membentuk lembaga i
independen di bawah kantornya untuk menangani pengakuan, penghormatan, K
perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat. la meminta Presiden untuk
mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cara T
untuk menyelesaikan sengketa terkait hak-hak masyarakat adat di kawasan hutan. 91

Laporan tersebut juga merekomendasikan agar parlemen meratifikasi RUU
tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, sebagaimana
diamanatkan oleh Konstitusi. Rekomendasi rinci menargetkan kementerian,
lembaga, dan aktor Pemerintah.

Menindaklanjuti

Hampir tidak ada implementasi rekomendasi. Pembela hak asasi manusia
masyarakat adat terus ditangkap karena membela tanah ulayat mereka.

Pembelajaran dan dukungan

e® Penyelidikan didirikan dan dilakukan dengan dukungan dari masyarakat
adat melalui AMAN. Bermitra dengan Komnas Perempuan dan organisasi
masyarakat sipil juga memperkuat proses tersebut. Penyelidikan bertujuan
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untuk membantu menjaga momentum untuk pengakuan masyarakat adat
dan hak-hak mereka, akar masalah di balik pelanggaran.

Audiensi publik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan
memberikan efek restoratif bagi masyarakat adat yang hak-haknya
dilanggar. Ini adalah pendekatan inovatif untuk mempromosikan hak-hak
masyarakat adat di Indonesia, dan secara lebih umum di Asia.

Terlepas dari keyakinan Komisi bahwa ada iklim legislatif dan politik yang
memungkinkan, rekomendasi sebagian besar diabaikan dan pelanggaran
hak terhadap masyarakat adat terus berlanjut. Hasil ini menunjukkan skala
tantangan, khususnya ketika kepentingan keuangan yang signifikan terlibat.
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Papua

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Papua adalah sebuah wilayah di kawasan Asia-Pasifik yang berbatasan
dengan Papua New Cuinea, yang masyarakat adatnya berlatar
belakang Melanesia dalam lebih dari 250 kelompok bahasa lokal.

Ketegangan antara penduduk asli Papua dan Republik Indonesia

terkait dengan perjuangan masa lalu untuk dekolonisasi. Belanda E
menjajah wilayah itu pada tahun 1898, sebuah tambahan akhir dari ';
wilayah Hindia Belanda yang mendahului Indonesia. Ketika Belanda <
mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, status wilayah g;
Papua tetap tidak terselesaikan. Di bawah Perjanjian New York 1962,

wilayah itu akan ditransfer ke Otoritas Eksekutif Sementara T
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenal sebagai UNTEA. Perjanjian 93

tersebutjuga mensyaratkan bahwa “Tindakan Pilihan Bebas”
diadakan pada tahun 1969, dengan semua orang dewasa memenuhi
syarat untuk berpartisipasi dalam “tindakan penentuan nasib sendiri
yang akan dilakukan sesuai dengan praktek internasional”

Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan kekuasaan atas
wilayah tersebut kepada Indonesia. Menjelang referendum, banyak
pemimpin Papua ditahan, disiksa, diasingkan, atau dibunuh karena
pasukan Indonesia menekan upaya untuk mengorganisir penentuan
nasib sendiri. Pihak berwenang Indonesia membujuk pejabat PBB
untuk menyetujui pemungutan suara di mana hanya 1.026 orang yang
dipilih untuk mewakili rakyat Papua. Kelompok terpilih ini dengan
suara bulat memilih berada di bawah kedaulatan Indonesia. Wilayah
itu berganti nama menjadi Irian Barat (kemudian diubah menjadi
Irian Jaya pada tahun 1973), menjadi provinsi ke-26 di Indonesia.
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Penduduk asli Papua menentang status politik Papua sejak awal, menyangkal
telah ada tindakan penentuan nasib sendiri yang sebenarnya. Perlawanan berupa
separatisme bersenjata, deklarasi politik, pengibaran bendera, demonstrasi
damai, pengasingan ke luar negeri, perusakan properti dan penyanderaan.
Penindasan militer digunakan untuk memadamkan perbedaan pendapat,
menargetkan tidak hanya separatis bersenjata tetapijuga warga sipil di daerah
konflik, demonstran damai dan pemimpin politik dan adat.

Migrasi massal dari dalam Indonesia menyebabkan persentase populasi
masyarakat adat menurun menjadi sekitar 50%. Wilayah inijuga kaya akan
sumber daya mineral dan merupakan rumah bagi tambang emas terbesar dan
tambang tembaga terbesar ketiga di dunia. Tambang emas dan tembaga Grasberg
milik multinasional yang sangat besar merupakan penghasil pendapatan utama
bagi Indonesia, tetapi telah menjadi sumber keluhan bagi masyarakat adat.
Masyarakat lokal telah terpinggirkan di tanah mereka sendiri dan hanya melihat
sedikit manfaat dari tambang. Tambang telah menjadi sasaran konflik, dan dinas
keamanan oleh militer dan polisi Indonesia semakin mempererat hubungan
dengan masyarakat adat. Kegiatan sumber daya seperti penebangan dan
perkebunan kelapa sawit juga telah mendorong migrasi dan mengambil lahan
yang luas, merusak mata pencaharian berbasis hutan dari banyak orang Papua.

Sejak zaman kolonial, kebijakan dan undang-undang penggunaan lahan berfokus
pada eksploitasi sumber daya alam dan pertanian skala besar. Sejak tahun 1960-an
rezim Orde Baru memperluas kebijakan ini berdasarkan hak tunggal negara atas
tanah yang “tidak dimiliki”. Hak atas tanah ulayat sebagian besar telah diabaikan.
Terlepas dari kekayaan sumber daya, kemiskinan merupakan masalah utama bagi
orang Papua.

Jatuhnya Presiden Soeharto yang otoriter pada tahun 1998 membawa perubahan
politik yang besar di seluruh Indonesia. Sebagai upaya untuk mengatasi keluhan
dan melemahkan dukungan untuk kemerdekaan, Undang-Undang Otonomi Khusus
2001 menawarkan kekuatan politik dan ekonomi yang lebih besar kepada orang
Papua. Di atas kertas, undang-undang mengakui keluhan, seperti eksploitasi sumber
daya alam dan ancaman terhadap identitas Papua, sambil tetap memastikan bahwa
Papua tetap berada dalam wilayah Indonesia. Misalnya, undang-undang menetapkan
bahwa 80% dari pendapatan provinsi tetap berada di provinsi, budaya Papua harus
dilestarikan, dan pada tahun 2005 dibentuk Majelis Rakyat Papua. Namun, banyak
orang Papua percaya bahwa janji reformasi di bawah hukum telah dilanggar. Komisi
Kebenaran dan pengadilan hak asasi manusia yang direncanakan belum dibentuk di
Papua; ada sedikit pengakuan atas pelanggaran di masa lalu; dan orang Papua terus
merasa bahwa keberadaan, cara hidup, dan hubungan mereka dengan tanah terancam.
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Dalam beberapa tahun terakhir gerakan kemerdekaan orang Papua telah
meningkatkan profilnya, yang mengarah pada tindakan keras dan pelanggaran hak
asasi manusia yang berkelanjutan. Sejarah masyarakat adat Papua dan
pelanggaran hak asasi manusia terhadap mereka kurang dipahami di bagian lain
Indonesia.

Inisiatif keadilan transisional

UU Otonomi Khusus 2001

Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001 meminta Pemerintah Provinsi untuk
memperkuat supremasi hukum dan keadilan dengan tiga langkah: Pengadilan
HAM untuk menangani pelanggaran HAM masa lalu; Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi Papua, untuk membangun sejarah Papua dan menentukan langkah-
langkah rekonsiliasi; dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia cabang Papua, yang
akan memiliki fungsi pencarian kebenaran dan akuntabilitas peradilan.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua tidak pernah dibentuk, begitu pula
Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tanpa adanya tindakan negara, dalam dekade
terakhir masyarakat sipil Papua, bersama dengan LSM internasional dan regional
dan Komnas Perempuan telah melakukan berbagai inisiatif.
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Empat proses
pengungkapan kebenaran

01 Studi Kelompok Kerja
Dokumentasi Bersama tentang
kekerasan terhadap perempuan
Papua sejak 1963 (2009-2010)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Perempuan adat Papua terus mengalami kekerasan yang meluas dan
pelanggaran hak-hak mereka lainnya. Dari 2009 hingga 2010, koalisi
organisasi melakukan studi tentang kekerasan terhadap perempuan
Papua sejak 1963. Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua
bekerja sama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan dan aktor-aktor kunci masyarakat sipil termasuk
International Center for Transitional Justice/Pusat Keadilan Transisional.

Mandat

Lingkup pekerjaannya adalah:

o Melakukan pencarian fakta dan mendokumentasikan kasus-
kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM
berbasis gender yang dialami perempuan Papua dari tahun
1963 hingga 2009.

e Melakukan analisis kasus kekerasan terhadap perempuan dan
pelanggaran HAM terhadap perempuan Papua.

e Siapkan laporan dengan rekomendasi.
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Metodologi

Lokasi dokumentasi mencakup dua provinsi yang membentuk Papua. Penelitian
dimulai dengan identifikasi perempuan korban sebagai sumber informasi utama.
Wawancara individu dengan perempuan difokuskan pada narasi yang
menunjukkan jenis dan tingkat kekerasan, dampaknya terhadap kehidupan
korban dan keluarga mereka, bagaimana korban melarikan diri dari atau
mengatasi kekerasan dan dampaknya, kemampuan korban untuk bertahan hidup,
dan harapan. korban perempuan untuk masa depan mereka dan keluarga serta
komunitas mereka. Tim mengumpulkan kesaksian dari 243 wanita dan 18 pria.

Wawancara individu dilengkapi dengan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan
anggota masyarakat seperti tokoh adat, kepala desa, sesepuh di desa. Laporan hak
asasi manusia dan publikasi penelitian juga dianalisis. Tim dokumentasi menganalisis
informasi melalui perspektif gender dan hak asasi manusia, termasuk mengacu
pada konstitusi, kebijakan dan hukum nasional, dan hukum internasional.

Pokja menghadapi tantangan penentuan prioritas mengingatjangka waktu yang E;
panjang (1963-2009), luas dan kompleksnya masalah kekerasan terhadap C}:
perempuan Papua, wilayah geografis yang luas, serta keterbatasan waktu dan 2
sumber daya. Ini memprioritaskan kasus-kasus yang: memenubhi kriteria tertentu %
(dampak besar; mampu menggambarkan peristiwa dalam konteks lain); dikaitkan @
dengan peristiwa besar; belum terungkap dalam laporan yang ada atau yang dapat _—
melengkapi laporan ini. Kasus-kasus tersebut antara lain kekerasan dan 97

pelanggaran HAM yang terjadi di ranah domestik (keluarga) dan publik dalam
konteks industri ekstraktif, hiburan, militerisme, dan kebijakan pembangunan.

Temuan dan rekomendasi

Laporan yang berjudul Cukup Sudah!, memberikan catatan pelanggaran hak asasi
manusia terhadap perempuan adat, serta kekerasan dalam rumah tangga,
menunjukkan hubungan antara kekerasan berbasis gender di ruang publik dan
pribadi. Laporan tersebut memiliki lima temuan utama:

® Pendekatan keamanan negara mengutamakan kekerasan untuk
melumpuhkan lawan, tanpa sanksi berat bagi pelaku pelanggaran HAM,
termasuk kekerasan terhadap perempuan.

® Diskriminasi terhadap perempuan di Papua melanggengkan kekerasan
terhadap mereka.

e Konflik sumber daya alam, konflik politik, dan perebutan kekuasaan dari
tingkat lokal hingga nasional meningkatkan kekerasan negara dan
kekerasan dalam rumah tangga.
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e Tidakadarespons atau kemauan politik yang serius dari Pemerintah untuk
menyelesaikan konflik di Papua, atau masalah kekerasan terhadap
perempuan pada khususnya.

e Llapisantrauma dan ketidakberdayaan yang tumpang tindih tidak diatasi,
sehingga menimbulkan siklus viktimisasi/korban yang berulang-ulang.

Laporan tersebut memberikan rekomendasi rinci kepada Pemerintah Pusat dan
provinsi, militer dan polisi, Komnas Perempuan, Komnas HAM, DPR di tingkat
provinsi, kabupaten dan lokal, MPR, lembaga agama, suku pemimpin, organisasi
masyarakat sipil, media, dan perusahaan swasta dan investor.

Menindaklanjuti

Pada tahun 2011, Majelis Rakyat Papua dan parlemen Papua menanggapi laporan
tersebut dengan pemungutan suara untuk membentuk komisi provinsi untuk
mengakui pengalaman kekerasan perempuan Papua dan memberikan bantuan
mendesak. Namun, undang-undang tersebut belum dilaksanakan.

Pembelajaran dan dukungan

e® Terobosan proses pengungkapan kebenaran ini berfokus pada perempuan
adat papua, yang seringkali terpinggirkan dan dibungkam secara efektif
ketika hak-hak mereka dilanggar.

o Kemitraan penting termasuk perwakilan perempuan adat di Majelis Rakyat
Papua, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan LSM
keadilan transisional internasional terkemuka.

e Penelitian memanfaatkan keahlian gender yang kuat, terutama melalui
Komisi Nasional, dan melihat secara luas akar penyebab dan implikasi
kekerasan terhadap perempuan adat.

® Proses tersebut mengkaji kekerasan baik di ranah publik maupun domestik,
mengakui keterkaitan antara keduanya —ini merupakan langkah lebih jauh
dalam mengkaji kekerasan berbasis gender daripada yang dilakukan banyak
komisi kebenaran pasca-konflik.

e Kelompok Kerja Dokumentasi menggambarkan temuan mereka sebagai
“puncak gunung es” tetapi percaya bahwa temuan tersebut mewakili
dampak kekerasan terhadap perempuan adat Papua.

e Mengamankan tindakan atas masalah yang telah lama disebabkan dan
diabaikan oleh negara merupakan tantangan besar. Perempuan adat di
Papua terus menghadapi masalah kekerasan.
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o 2 Kemitraan pengungkapan
kebenaran masyarakat sipil
(2011)

Latar belakang

Pada tahun 2010, setelah laporan Enough is Enough, Lembaga Studi
dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM), sebuah LSM hak asasi
manusia Papua terkemuka, bermitra dengan Pusat Internasional
untuk Keadilan Transisi untuk melakukan pencarian kebenaran
dalam kerangka keadilan transisional.

Mandat

Melihat gagalnya pelaksanaan komisi kebenaran sebagaimana
diserukan dalam UU Otsus, muncul proses pencarian kebenaran oleh
masyarakat sipil untuk mendokumentasikan pelanggaran-
pelanggaran dari tahun 1960-an hingga pasca1998.

Organisasi-organisasi tersebut bertujuan untuk memberikan
kontribusi ganda dalam perdebatan tersebut: pertama, menerapkan
kerangka keadilan transisional untuk meninjau sejarah Papua
baru-baru ini, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus dan
prospek penyelesaian konflik yang berkelanjutan; kedua, untuk
mengumpulkan kesaksian untuk menunjukkan realitas dan dampak
dari pelanggaran masa lalu terhadap orang Papua dan untuk
mempelajari keinginan mereka tentang cara mengatasinya.

Metodologi

Peneliti mengumpulkan kesaksian dari 108 orang selama tiga bulan
proses pengambilan pernyataan di tingkat kabupaten. Empat lokasi
dipilih karena tingkat konflik dan pelanggaran HAM yang relatif tinggi
di masa lalu. Para peneliti berfokus pada pengumpulan kesaksian
dari perempuan adat. Kesaksian ini merinci 749 pelanggaran terhadap
312 laki-laki dan 56 perempuan. Mereka juga mengumpulkan bukti,
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termasuk foto maupun catatan, dan mengumpulkan informasi sekunder (seperti
laporan ELSHAM) untuk memberikan konteks dan pembuktian.

Tim peneliti menyadari bahwa jumlah korban yang diwawancarai tidak
mencerminkan tingkat keparahan atau kuantitas pelanggaran, melainkan
kombinasi faktor: keterampilan pewawancara, rasa aman dan risiko korban, dan
medan geografis yang menantang.

Temuan dan rekomendasi

Laporan berjudul Masa Lalu Yang Belum Berlalu: Pelanggaran HAM di Papua
Sebelum dan Setelah Reformasi, diterbitkan pada tahun 2012. Laporan tersebut
mengorganisasikan temuan-temuannya ke dalam tiga periode:

® 1960-1969: sebelum referendum Undang-Undang Pilihan Bebas.
® 1969-1998: periode antara PEPERA dan berakhirnya rezim Soeharto.
e Setelah1998: era reformasiyang dikenal dengan “Reformasi”.

Pencarian kebenaran sebagian besar terfokus pada pelanggaran hak-hak sipil dan
politik, khususnya kekerasan serius terhadap tubuh. Laporan tersebut menemukan
bahwa upaya pemerintah untuk mengatasi ketidakpuasan orang Papua telah
difokuskan hampir secara eksklusif pada pembangunan ekonomi dan pelayanan
sosial. Ini belum secara efektif menangani penyalahgunaan dan pelanggaran oleh
pasukan militer Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Kemarahan dan kebencian
yang dirasakan orang Papua tentang masa lalu telah diintensifkan oleh kurangnya
minat dari lembaga-lembaga pemerintah.

Penelitian menunjukkan bahwa luka mendalam yang disebabkan oleh pelanggaran
di masa lalu masih belum sembuh dan menunjukkan perlunya upaya keadilan
transisional yang komprehensif, termasuk pencarian kebenaran, pertanggungjawaban
pidana, reparasi, reformasi kelembagaan dan fokus pada hak-hak perempuan. Para
korban jelas dan tegas bahwa mereka ingin mengetahui kebenaran dan mereka ingin
pelaku bertanggungjawab. Laporan tersebut membuat rekomendasi luas untuk
pengungkapan kebenaran lebih lanjut dan proses keadilan transisional lainnya.

Menindaklanjuti

Hanya ada sedikit tindak lanjut dari negara. Dalam satu dekade sejak laporan
tersebut, organisasi masyarakat sipil asli Papua bersama dengan LSM HAM
regional, Asia Justice and Rights, telah melakukan serangkaian program dan
laporan pencarian kebenaran.
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Pembelajaran dan dukungan

Dengan tidak adanya tindakan dari pemerintah, kemitraan masyarakat sipil
ini mempertahankan momentum dengan mengangkat suara para korban
masyarakat adat dan mengusulkanjalan ke depan.

Kemitraan kreatif antara dua LSM terkemuka, satu lokal dan satu
internasional, menerapkan kerangka keadilan transisional untuk krisis hak
asasi manusia masyarakat adat. Laporan akhir menekankan elemen
keadilan transisional, dengan sedikit mengacu pada UNDRIP sebagai
kerangka kerja.

Beberapa korban tidak dapat diwawancarai karena khawatir akan trauma
atau ancaman emosional.

Daerah pegunungan di tiga kabupaten merupakan tantangan untuk terlibat
dengan masyarakat adat.

Peneliti mengandalkan jaringan lokal pemimpin adat, gereja, dan kelompok
korban untuk memperkenalkan dan meningkatkan perlindungan

responden. 5
03 Pokja Perempuan Papua: —
penelitian aksi partisipatif 101

kekerasan terhadap perempuan
(2013—2018)

Latar belakang

Pada tahun 2013, Elsham membentuk Kelompok Kerja Perempuan
Papua (PWG), yang beranggotakan lima LSM Papua. PWG (Papuan
Women’s Working Group) bermitra dengan LSM regional Asia Justice
and Rights (AJAR) untuk melakukan penelitian tindakan partisipatif.
Selama enam tahun, 249 perempuan adat mengambil bagian dalam
tiga siklus penelitian.

Peserta termasuk petani subsisten; pedagang kecil hasil kebun; penenun
tas tradisional (noken); janda dan ibu tunggal; penyintas kekerasan;
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perempuan yang tinggal di daerah perbatasan, transmigrasi dan perkebunan; dan
orang yang hidup dengan HIV/ AIDS. Di setiap lokasi, fasilitator membangun
hubungan danjaringan yang sudah ada yang dibina oleh gereja dan LSM lokal.

Mandat

Tujuan dari penelitian ini adalah:

® Memperkuatsuara perempuan korban kekerasan.

e Untuk melawan impunitas dengan tindakan lokal yang praktis.

e Memperkuat pemahaman tentang penyebab sosial-ekonomi dan dampak
kekerasan yang dialami oleh perempuan adat.

Metodologi

Kelompok ini mengambil pendekatan bertahap untuk penelitian partisipatif
selama enam tahun, menerapkan pelajaran dan mengembangkan pendekatan
dengan perempuan Adat saat pekerjaan berlangsung. Proses ini dilengkapi dengan
tinjauan literatur, pembuatan video dokumenter, dan konsultasi dengan para ahli.

Tiga fase pekerjaan itu adalah:

e Mengembangkan perangkat penelitian tindakan partisipatif dengan para
penyintas (2013—2014). PadaJuli 2013, AJAR dan ELSHAM Papua
mengembangkan metodologi dengan 11 korban kekerasan selama enam
bulan kerja lapangan.

® Memetakan tantangan sosial ekonomi perempuan pribumi (2015-2016).
Untuk memperkuat data, PWG memetakan pelanggaran dan tantangan
terkait hak sosial, ekonomi, dan budaya di lima lokasi.

® Mengorganisir aksi dan advokasi (2015—2018)

Setelah temuan pelanggaran sistematis dan meluas, PWG bekerja dengan
perempuan Papua di empat wilayah untuk meneliti konflik sumber daya alam,
migrasi internal, kekerasan negara dan rumah tangga, dan bentuk-bentuk
kemiskinan perkotaan yang muncul. PWG kemudian memulai penelitian aksi
dengan perempuan di sepanjang perbatasan dengan Papua New Gunea dan di
dalam perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2018, PWG melakukan siklus
penelitian tindakan lagi di empat wilayah lagi.

Dalam semua fase, penelitian ini mengadaptasi metode dari manual AJAR, Stone
& Flower: A Guide for Understanding and Action for Women/Suatu Pedoman
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untuk Memahami dan Bertindak bagi Perempuan, untuk mengembangkan alat
untuk bekerja dengan perempuan Papua. Inti dari metode ini adalah penciptaan
ruang aman bagi perempuan adat untuk berkumpul dan berbagi pengalaman
kekerasan, trauma, dan impunitas. Latihan bertujuan untuk memperkuat
pemahaman para penyintas perempuan, memberdayakan mereka, memfasilitasi
proses penyembuhan kolektif, dan membangun solidaritas danjaringan di antara
para peserta. Karena topik bisa traumatis dan sensitif, alat yang menguatkan
kehidupan membantu perempuan yang selamat berbagi satu sama lain,
memberikan ruang untuk refleksi diri dan saling mendukung untuk bertindak.

PWG menggabungkan konteks Papua ke dalam pendekatan ini, menggunakan bahasa
lokal, metafora, simbol alam, dan keterampilan. Contoh alat partisipatif meliputi:

e Batudanbunga: Peserta diundang untuk memilih batu atau bunga untuk
menggambarkan apakah ada hak atas kebenaran, keadilan, penyembuhan,
dan kehidupan yang bebas dari kekerasan dalam kehidupan pribadi,
keluarga, dan masyarakat mereka. Alasan mereka memilih batu (jika

negatif) atau bunga (jika positif) dibahas. =
e Timeline: Menggunakan timeline untuk memahami kekerasan yang dialami &L_@
perempuan sebelum, selama, dan setelah konflik, para peserta menyusun E
sejarah kolektif dengan perspektif yang lebih luas. f&
® Pemetaan komunitas: Peserta menggambar peta komunitas mereka, 3
menyoroti rumah, infrastruktur, lokasi pelanggaran, dan fitur kelangsungan o
hidup mereka (sumber air dan makanan), kesehatan, dan pendidikan. Mereka
103

juga mengidentifikasi hambatan untuk mengamankan kebutuhan dasar ini.

® Pemetaan sumber daya: Perempuan menggambarkan satusama lain
sumber mata pencaharian mereka dan bagaimana mereka telah berubah
dari waktu ke waktu, mencerminkan bagaimana konflik telah mempengaruhi
mata pencaharian mereka. Proses ini memperdalam pengetahuan
perempuan tentang risiko dan kendala yang mereka hadapi serta cara untuk
mengakses layanan saat ini dan mencari dukungan yang dibutuhkan.

® Pemetaan tubuh: Meminjam dari gerakan kesehatan perempuan, peta
tubuh membantu perempuan mengidentifikasi masalah kesehatanyang
mendesak dan mendiskusikan ketersediaan layanan kesehatan. Latihan ini
juga memungkinkan perempuan untuk mendiskusikan kekerasan dalam
kehidupan sehari-hari mereka. Pada selembar kertas besar, wanita
menggunakan warna yang berbeda untuk menandai bagian tubuh yang
sakit dan bahagia sebelum membahasnya.

e® Foto bercerita: Fasilitator mengunjungi rumah perempuan untuk membuat
cerita foto tentang kehidupan mereka, termasuk penjelasan tentang lokasi
dan objek yang memiliki arti khusus bagi mereka.
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e Kotak memori: Setiap peserta mengisi sebuah kotak dengan benda-benda
yang mewakili kenangan manis atau pahit dan menulis sebuah cerita di
kartu pos tentang hidupnya. Setelah seminggu atau lebih mengisi kotak,
setiap peserta secara bergiliran membuka kotaknya dan menjelaskan isinya
kepada kelompok.

Temuan dan rekomendasi

Pada tahun 2015, setelah tahap penelitian pertama, temuan tersebut disusun
dalam sebuah laporan berjudul Enduring Impunity: Women Surviving Atrocities
in the Absence of Justice/Wanita yang Selamat dari Kekejaman Tanpa Keadilan.
Diterbitkan bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,
laporan ini menceritakan kisah 60 perempuan di seluruh Indonesia yang berfokus
pada pelanggaran hak-hak sipil dan politik mereka. Selain Papua, wilayah konflik
masa laluyang dilaporkan adalah Aceh, Yogyakarta, Kupang dan Pulau Buru. Pada
tahun 2017, kembali bersama Komnas Perempuan, PWG meluncurkan laporan
naratif dan video berdasarkan cerita dari 170 perempuan adat.

Pada 2019, AJAR dan PWG menerbitkan laporan This is Me. | Am Here/Ini Saya,
Saya Di Sini menyusun tema dan temuan setelah enam tahun penelitian tindakan
partisipatif. Laporan tersebut menemukan bahwa meskipun 18 tahun otonomi
khusus di Papua, banyak perempuan adat masih jauh dari manfaat pembangunan
dan menghadapi berbagai bentuk kekerasan. Dampak pelanggaran telah meluas
selama bertahun-tahun dan, selama beberapa dekade. Temuan utama adalah:

o Kekerasan terhadap perempuan Papua terus berlanjut; janji untuk tidak
mengulangi kekerasan tidak terpenuhi. Kekerasan terhadap perempuan di
Papua adalah masalah kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia yang
kritis, seperti yang telah ditunjukkan oleh penyelidikan sebelumnya.
Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan antara lain kekerasan dalam
rumah tangga, kekerasan negara (seperti konflik sumber daya alam dan
tanah adat, dan kekerasan seksual terkait konflik politik), serta kekerasan
dan diskriminasi yang dialami anak-anak. Perempuan berbicara tentang
kekerasan di masa lalu, dampakjangka panjangnya terhadap kesehatan dan
kesejahteraan sosial ekonomi mereka, dan dampak dari kekerasan politik
dan rumah tangga yang sedang berlangsung.

e Dampakjangka panjang dari penyangkalan, pengabaian, dan diskriminasi
berbasis gender membuat perempuan semakin rentan terhadap marginalisasi,
kesehatan yang buruk, dan kemiskinan ekstrem. Situasinya lebih buruk ketika
mereka tidak memiliki akses ke tanah atau kepemilikan, sering hilang karena
konflik. Stigma terhadap korban kekerasan berbasis gender bersifat lintas
generasi, dengan anak-anak mengalami dampak negatifnya.



Pengalaman Masyarakat Adat dengan Mekanisme Pengungkapan Keb enaran: Volume 2

Pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya semakin menghambat
kemampuan perempuan untuk mengakses keadilan. Sebagian besar peserta
telah mengalami pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial yang menambah
pengalaman kekerasan mereka. Penghancuran properti, kurangnya akses ke
tanah dan mata pencaharian, dan pengucilan dari pendidikan, pekerjaan
dan layanan dasar bergabung untuk melemahkan kesejahteraan mereka.
Janda dan ibu tunggal sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi.
Parajanda seringkali ditolak oleh keluarga suaminya, sehingga menyebabkan
hilangnya tempat tinggal dan hak waris yang menjadi penghambat akses
permodalan dan pelayanan sosial. Ibu tunggal juga sering dikucilkan oleh
komunitas mereka dan anak-anak mereka menghadapi hambatan
pendidikan, menjerat mereka dalam lingkaran kemiskinan.

Perempuan korban membutuhkan program untuk menangani insiden kritis,
serta dukungan trauma jangka panjang, untuk membangun kembali
kehidupan yang bebas dari kekerasan. Perempuan korban kekerasan, baik
oleh negara maupun pasangannya, menghadapi tantangan berat dalam
upaya mengatasi dampak kekerasan. Kebutuhan perempuan korban tetap

tidak terlihat dalam kebijakan dan perencanaanjangka panjang, dengan L?g
sedikit sumber daya yang diarahkan untuk mengatasi dampakjangka C‘;“
panjang dari kekerasan terhadap perempuan. Pengabaian resmi terhadap i
perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia menandakan §
keengganan untuk membahas masa lalu.

Kurangnya penguasaan atas sumber daya alam dan tanah tradisional T
menghambat pemberdayaan perempuan dan membuat mereka rentan 105

terhadap kekerasan yang berkelanjutan. Akses terhadap sumber daya alam
dan lahan telah menyusut, mengurangi akses perempuan terhadap lahan,
kebun atau hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Ini adalah
dampak dari konflik kekerasan, kebijakan penggunaan lahan negara, norma
sosial yang merugikan, atau kombinasi dari semuanya. Hilangnya sumber
daya alam dan tanah berdampak langsung pada kelangsungan hidup, dan
memaksa banyak korban untuk membangun kembali kehidupan mereka
dengan sumber daya yangjauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Para
peserta menyebut akses dan pengelolaan lahan sebagai sumber utama
kekuatan dan kelangsungan hidup. Konversi hutan menjadi perkebunan atau
tujuan lain berdampak besar pada kondisi sosial masyarakat adat Papua.
Kesehatan perempuan Papua yang buruk, karena beban kerja yang berat
dan kurangnya akses ke perawatan kesehatan, menghambat upaya
pemulihan dari kekerasan. Mereka harus bersaing tidak hanya dengan
konsekuensi kesehatan dari kekerasan, tetapi dengan masalah kesehatan
yang terkait dengan kemiskinan dan perjuangan untuk bertahan hidup.
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Kekerasan dari negara atau pasangan intim, dan masalah kesehatan yang
terkait dengan pekerjaan, kemiskinan, dan ketidakberuntungan gender,
diperparah dalam siklus berbahaya, yang semakin memperburuk hambatan
untuk mengakses layanan.

Perempuan Papua korban kekerasan menghadapi hambatan dukungan dan
layanan. Tidak ada layanan atau program yang tersedia bagi perempuan
yang trauma dengan kekerasan politik. Stigma sosial mempengaruhi korban
kekerasan dalam rumah tangga, membuat beberapa orang terlalu malu
untuk mencari bantuan. Ketika perempuan memang menginginkan akses
ke layanan kesehatan, dukungan psikososial, perlindungan, atau proses
peradilan, hanya sedikit layanan yang tersedia.

Perempuan Papua menghadapi hambatan dalam menuai manfaat dari
pembangunan yang dapat membantu mereka membangun fondasi yang
kuat untuk kehidupan yang bebas dari kekerasan. Kerugian sosial ekonomi
mereka meningkatkan kerentanan mereka dan melemahkan kemampuan
mereka untuk sembuh setelah kekerasan dan konflik. Perempuan Papua
kekurangan informasi dan jarang dapat berpartisipasi dalam konsultasi tingkat
desa, pertemuan perencanaan dan diskusi tentang program pembangunan.
Perempuan Papua tidak memiliki akses ke pasar dan tidak mendapatkan
perlindungan untuk produk lokal mereka. Pedagang berjuang untuk bersaing
dengan pedagang migran dari bagian lain Indonesia, dan semakin terpinggirkan
di pasar, baik secara fisik maupun ekonomi. Mereka menghadapi tantangan
dalam menemukan transportasi yang terjangkau dan andal, tidak dapat
mengamankan tempat yang aman dan strategis untuk menjual barang mereka,
dan menghadapi tantangan dalam mengakses permodalan dan kredit.
Perempuan Papua bekerja keras untuk membayar uang sekolah, dan
mereka yang berada di lokasi yang lebih terpencil mengeluhkan kurangnya
sekolah diatau dekat desa mereka.

Pembelajaran dan dukungan

PWGC mengembangkan kerangka kerja untuk pemulihan dan penguatan
perempuan adat. Kerangka kerja ini mengupayakan pemulihan perempuan
Papua korban kekerasan, dan pembangunan kembali kehidupan dan
komunitas mereka, tanpa hanya berfokus pada hasil peradilan. lamenganggap
perempuan adat secara holistik dan sebagai agen perubahan yang aktif.
Metode penelitian partisipatif memberi perempuan cara untuk berbagi
pengalaman dan cerita dalam kelompok kecil yang menawarkan solidaritas
dan dukungan. Metodologi interaktif ini sangat berbeda dari pengambilan
pernyataan di banyak komisi kebenaran. Pemulihan, penyembuhan, dan
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penguatan perempuan adat dibangun ke dalam proses pengungkapan
kebenaran. Meskipun pendekatan ini mungkin membutuhkan lebih banyak
waktu dan sumber daya, pendekatan inijuga dapat mengungkapkan kebenaran
yang lebih dalam dari perempuan adat yang terpinggirkan, dan memberi
mereka manfaatyang tidak dimiliki oleh pengungkapan kebenaran itu sendiri.
Pada saat yang sama, transformasi di tingkat komunitas tidak dapat
menyelesaikan semua masalah dan tidak seharusnya bertujuan. Pemerintah,
lembaga adat dan agama, komunitas internasional, dan masyarakat sipil
harus membuat komitmen dan menyediakan sumber daya di setiap tingkat
untuk membuat perubahan yang nyata dan langgeng.

Diskusi di antara perempuan mendorong percakapan yang lebih luas dalam
keluarga dan masyarakat, mendorong dan memungkinkan perubahan yang
lebih luas.

Dengan membangun metodologi penelitian tindakan partisipatif selama
periode enam tahun, metode, fokus penelitian dan hubungan dapat
beradaptasi dan berkembang.

Kemitraan adalah kunci dari proses tersebut, dengan jaringan informal
organisasi perempuan adat dan AJAR, serta Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan. Di setiap lokasi, fasilitator juga membangun relasi dan
jaringan yang dibina oleh gereja dan LSM lokal yang bekerja di daerah tersebut.

Penelitian dan laporan
perempuan adat tentang tanah,
hutan, dan sumber daya
(2019—2020)

Latar belakang

Seperti dijelaskan, kekuatan luar telah lama mengeksploitasi sumber
daya alam Papua. Pola ekstraksi sumber daya yang tidak berkelanjutan,
termasuk konversi hutan menjadi perkebunan komersial, tidak hanya
terjadi di Papua di seluruh Indonesia. Namun, di Papua, pendekatan
militerisasi dan ekstraksi sumber daya Indonesia telah diterapkan
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dengan lapisan rasisme dan kekerasan yang bahkan melampaui yang dikenakan
pada masyarakat adat di tempat lain di negara ini.

Dampak-dampak tersebut telah menempatkan beban yang sangat berat bagi
perempuan Papua, yang telah disingkirkan dan menjadi korban oleh Pemerintah,
perusahaan, migran, dan komunitas mereka sendiri. Skala pembebasan dan konversi
l[ahan di Papua sangat masif. Organisasi masyarakat sipil telah mendokumentasikan
setidaknya 21 perkebunan yang terlibat dalam deforestasi 2,6 juta hektar lahan. Namun,
masih ada kesenjangan yang signifikan dalam pengetahuan tentang dampak
pengadaan tanah yang besar pada masyarakat adat Papua, khususnya perempuan.

Mandat

Meski banyak kelompok yang bergerak di bidang konservasi dan hak masyarakat
adat atas sumber daya alam, suara perempuan Papua tetap tidak terdengar. Kelompok
Kerja Perempuan Papua (PWG) dan AsiaJustice and Rights (AJAR) menyusun proyek
penelitian untuk mendengarkan dan mendukung perempuan adat yang terkena
dampak pembebasan [ahan besar-besaran di Papua. Tujuannya adalah untuk
memperkuat kapasitas untuk memahami dan mengartikulasikan akar penyebab
dan dampak akuisisi melalui penelitian tindakan partisipatif. Pengetahuan praktis
yang mereka hasilkan akan membantu perempuan adat mengadvokasi perubahan.

Pengerjaanjuga dilakukan untuk mempersiapkan berakhirnya UU Otsus. Perempuan
adat tidak dilibatkan dalam negosiasi awal, dan penelitian bertujuan untuk
membantu mereka berbicara tentang dampak negatif undang-undang tersebut,
seperti dengan menyerukan penilaian terhadap pola rasisme, seksisme, dan
kekerasan berbasis gender, yang meningkat di bawah 20 tahun Otonomi Khusus .

Metodologi

Tim peneliti mengadakan diskusi kelompok terfokus di lima komunitas,
mengundang tokoh adat laki-laki dan perempuan, pemerintah daerah dan
lain-lain. Tim menjelaskan tujuan penelitian, memperoleh wawasan tentang
isu-isu sosial dan mengidentifikasi fasilitator dan peserta potensial untuk
penelitian berbasis masyarakat.

Berdasarkan konsultasi ini, PWG mengadaptasi perangkat penelitian aksi
partisipatif yang diuraikan dalam manual, Stone and Flower: Panduan untuk
memahami dan bertindak bagi perempuan yang selamat. Tim mengembangkan
tujuh kegiatan untuk terlibat dalam latihan mendengarkan secara mendalam
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tentang pengalaman perempuan adat yang terkena dampak konflik lahan dan
sumber daya alam. Mereka berusaha untuk mendapatkan gambaran yang lebih
lengkap tentang kehidupan perempuan sebelum konflik, hubungan mereka
dengan dan pengetahuan tentang tanah, dan dampak konflik.

Di penghujung tahun 2019, PWG dan AJAR melakukan penelitian partisipatif selama
beberapa bulan dengan 100 perempuan adat di lima lokasi di provinsi Papua dan
Papua Barat. Mereka memilih wilayah dengan konflik sumber daya alam, termasuk
wilayah di mana perkebunan kelapa sawit telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun,
serta wilayah dengan rencana pembebasan lahan untuk proyek pembangunan.

Penelitian berfokus pada dampak perampasan tanah dan hilangnya hutan, dan
bagaimana perempuan adat mengatasi dan melawan ancaman ini. Tim
menyelenggarakan lokakarya komunitas dengan para pemimpin dan perempuan
lokal, sebagai videografer yang mendokumentasikan momen-momen penting dan
wawancara lanjutan. Ketika pandemi melanda pada tahun 2020, pekerjaan
diselesaikan darijarakjauh.

€=
Karena topiknya luas dan dipandang sebagai “bukan urusan perempuan”, PWG dan §
AJAR merancang penelitian menggunakan perangkat partisipatif antar generasi ;7»“
yang menyenangkan dan bermakna, memfasilitasi pembelajaran dan tindakan =
bersama perempuan. Melalui proses tersebut mereka mencoba mengubah o
kehidupan para wanita yang berbagi waktu dan cerita mereka. Penelitian dan S
pelaporan ini dibangun di atas enam tahun penelitian aksi partisipatif, yang 109

dijelaskan di atas, berfokus pada kekerasan terhadap perempuan adat Papua.

Temuan dan rekomendasi

Pada Maret 2021, PWG dan AJAR menerbitkan laporan setebal 200 halaman, Semua
Burung Hilang: Perempuan Adat Berbicara Menentang Hilangnya Hutan di Papua.
PWG dan AJAR juga membuat buku saku untuk menginformasikan perempuan
adat tentang peluang advokasi untuk melindungi tanah dan hutan mereka.

Di penghujung tahun 2019, PWG dan AJAR melakukan penelitian partisipatif selama
beberapa bulan dengan 100 perempuan adat di lima lokasi di provinsi Papua dan
Papua Barat. Mereka memilih wilayah dengan konflik sumber daya alam, termasuk
wilayah di mana perkebunan kelapa sawit telah beroperasi selama lebih dari 20
tahun, serta wilayah dengan rencana pembebasan lahan untuk proyek pembangunan.

Penelitian berfokus pada dampak perampasan tanah dan hilangnya hutan, dan
bagaimana perempuan adat mengatasi dan melawan ancaman ini. Tim
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menyelenggarakan lokakarya komunitas dengan para pemimpin dan perempuan
lokal, sebagai videografer yang mendokumentasikan momen-momen penting dan
wawancara lanjutan. Ketika pandemi melanda pada tahun 2020, pekerjaan
diselesaikan darijarakjauh.

Pembelajaran dan dukungan

e Kemitraan antara organisasi masyarakat adat dan AJAR ini dibangun di atas
penelitian dan advokasi pencarian kebenaran bersama selama bertahun-
tahun, menerapkan dan mengadaptasi pelajaran tentang metodologi dan
kerja bersama.

e Inisiatifini mendokumentasikan penelitian dan kesaksian partisipatif
tentang pelanggaran, sambil membangun kapasitas perempuan adat untuk
mengadvokasi hak-hak mereka. Dibutuhkan pendekatan yang praktis dan
strategis untuk memberdayakan korban.

® Aksi masyarakat sipil tentang pengungkapan kebenaran masyarakat adatini
sebagian besar terjadi tanpa adanya komitmen dan tindakan negara dan
pemerintah. Meskipun penting dalam dirinya sendiri, kegiatan tersebut
tidak dapat menggantikan tindakan resmi.
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Bougainville

Latar belakang

Bougainville terdiri dari dua pulau utama di wilayah Pasifik, dengan
populasi sekitar 200.000 yang berbicara dalam 21 bahasa berbeda
dan 39 dialek, dan dengan keragaman budaya yang cukup besar di
dalam dan di antara kelompok bahasa.

Secara geografis, budaya, dan bahasa bagian dari rantai Kepulauan
Solomon, Bougainville menjadi bagian dari Papua New Guinea sebagai
kecelakaan pembuatan peta kolonial abad ke-19. Kontak dekat
Bougainville dengan dunia luar dan integrasinya ke Papua New Guinea
baru-baru ini. Pos administrasi kolonial permanen pertama didirikan
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pada tahun1905. Hubungan sering bermasalah antara Bougainville

dan otoritas kolonial pusat, dimulai dengan New Guinea Jerman hingga 111
1914, diikuti oleh New Guinea yang dikelola Australia dari 1914 hingga

1946, kontrol Angkatan DaratJepang dari 1942 hingga 1945, dan Wilayah

Papua dan New Guinea yang dikelola Australia sampai tahun 1975.

Ketika Papua New Guinea memperoleh kemerdekaan pada tahun
1975, Bougainville mendeklarasikan kemerdekaan sebagai negara
yang terpisah. Namun, ia tidak menerima pengakuan internasional
dan tetap menjadi bagian dari Papua New Guinea dengan kekuasaan
pemerintahan sendiri yang terbatas.

Pada tahun 1988, keluhan ini memicu kekerasan baik antara
pemerintah Papua New Guinea dan Bougainville dan antara faksi-
faksi bersenjata Bougainville, yang mengarah ke perang saudara
hingga tahun1997. Jumlah korban tewas mencapai 20.000, atau10%
dari populasi, dengan laporan pembantaian, pembunuhan di luar
proses hukum, penyiksaan, pemerkosaan massal dan penghilangan
paksa. Pada tahun 2001, Perjanjian Perdamaian Bougainville
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memberi amnesti kepada para pejuang, dan tidak menerapkan mekanisme
penyelidikan atau keadilan transisi.

Dampakjangka panjang dari kekejaman terhadap masyarakat termasuk tingginya
tingkat trauma yang tidak diobati, kekerasan dalam rumah tangga dan
penyalahgunaan zat, dan kerusakan nilai-nilai budaya, hubungan dan
kesejahteraan pada generasi pascaperang.

Aksi sejak perjanjian damai

Tujuh tahun setelah perjanjian damai, pemerintah Bougainville menyerukan
komisi kebenaran, tetapi rencana itu dibatalkan karena terlalu berisiko karena
permusuhan dari mantan pejuang. Pada tahun 2014, pemerintah mulai
memberikan bantuan kepada keluarga yang mencari mereka yang hilang selama
konflik tetapi tidak mendukung tindakan keadilan atau kompensasi. Dorongan
untuk merdeka dari “daratan” berasal dari perbedaan budaya dan keluhan terkait
pertambangan. Sebuah tambang tembaga yang dimiliki bersama oleh perusahaan
multinasional Rio Tinto dan pemerintah Papua New Guinea mulai berproduksi
pada tahun 1972, tetapi hanya 1% dari pendapatan yang diberikan kepada
masyarakat Bougainville. Klaim diskriminasi rasial, penganiayaan pekerja dan
degradasi lingkungan memperburuk kebencian. Selama konflik, banyak komunitas
melakukan proses rekonsiliasi lokal, menggunakan campuran praktik adat dan
Kristen. Upaya-upaya ini dipuji karena membantu masyarakat menciptakan “zona
damai”, sambil membangun tekanan pada kombatan untuk bergabung dalam
proses perdamaian. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivis perempuan dan
pemuda dan Uskup Katolik Bougainville telah menyerukan proses pengungkapan
kebenaran untuk membantu orang dan komunitas sembuh.

Pembelajaran dan dukungan

@ Meskipun menuntut proses pengungkapan kebenaran, kondisi aman dapat
memakan waktu lama setelah konflik bersenjata, seperti yang ditunjukkan
oleh perlawanan mantan pejuang di Bougainville.

e® Selama konflik, praktik rekonsiliasi lokal, berdasarkan praktik adat
tradisional, terbukti lebih bermanfaat daripada inisiatif terpusat.

e® Sebagian besar pemimpin Bougainville melihat membangun hubungan
antara kekuatan adat dan negara sebagai hal yang penting untuk
mengembangkan struktur negara yang berkelanjutan.



Pengalaman Masyarakat Adat dengan Mekanisme Pengungkapan Keb enaran: Volume 2

Mindanao: Komisi Keadilan dan
Rekonsiliasi Transisi (2014—2016)

Latar belakang proses pencarian kebenaran ujé

©
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Filipina selatan adalah rumah bagi banyak suku etnolinguistik, 13 di '2

antaranya diislamkan, sementara 32 lainnya diakui sebagai )

masyarakat adat Mindanao, atau Lumad. Masyarakat adat 3
membentuk 5% dari populasi Filipina selatan. —_—
113

Konflik muncul dari ketegangan historis antara kelompok minoritas
Muslim dan masyarakat adat di pulau selatan Mindanao, dan
mayoritas penduduk Kristen di Filipina secara keseluruhan. Islam tiba
di Mindanao pada abad ke-14, 200 tahun sebelum penjajah Katolik
Spanyol. Ketika Amerika Serikat mengambil alih kekuasaan kolonial
pada tahun 1898, hal itu mendorong pemukiman orang-orang Kristen
ke pulauyang subur dan kaya sumber daya, menggusur penduduk
Muslim dan masyarakat adat setempat sampai, pada tahun 1960-an,
mereka menjadi minoritas di tanah air mereka sendiri.

Perjuangan bersenjata untuk sebuah negara merdeka dimulai pada
tahun1969. Konflik berkecamuk selama lebih dari 40 tahun sampai
Perjanjian Perdamaian Komprehensif tentang Bangsamoro
ditandatangani pada tahun 2014.

Selama konflik, diperkirakan 40.000 orang kehilangan nyawa
mereka, dengan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan
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dampak yang sangat menghancurkan pada masyarakat adat Lumad. Banyak
Lumad yang terjebak di tengah konflik, menjadi sasaran militerisasi dalam
komunitas mereka serta menjadi sasaran pembunuhan dan penyiksaan di luar
proses hukum. Ribuan orang mengungsi saat melarikan diri dari kekerasan. Banyak
penduduk asli yang menjadi korban pembunuhan ekstra-yudisial adalah
penentang penting pertambangan, perkebunan kelapa sawit, korupsi, dan
pelanggaran pemerintah.

Pada tahun 2016 pihak sepakat untuk gencatan senjata terbuka. Otoritas Transisi
Bangsamoro (The Bangsamoro Transition Authority) didirikan pada tahun 2019
dengan tugas mengelola transisi tiga tahun. Kesepakatan damai bertumpu pada
empat pilar pelengkap, yang seharusnya memiliki prioritas yang sama: pengaturan
keamanan, pembangunan sosial-ekonomi, langkah-langkah membangun
kepercayaan, dan keadilan transisional dan rekonsiliasi. Komisi Keadilan dan
Rekonsiliasi Transisi/ The Transitional Justice and Reconciliation Commission
(TIRC) dibentuk, badan resmi pertama yang diberi mandat untuk memeriksa
kebenaran dan mempromosikan penyembuhan dan rekonsiliasi di antara
komunitas Mindanao yang terpecah.

Mandat

TIRCdiberi mandat untuk melakukan studi dan membuat rekomendasi untuk
mempromosikan penyembuhan dan rekonsiliasi masyarakat yang terkena dampak
konflik. Itu ditugaskan untuk mengusulkan mekanisme yang tepat:

e Untuk mengatasi keluhan yang sah dari orang-orang Bangsamoro.

e Untuk mengoreksi ketidakadilan sejarah.

e Untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk marginalisasi
melalui perampasan tanah.

TIRC dapat merekomendasikan intervensi segera untuk mendukung rekonsiliasi
dan penyembuhan luka fisik, mental, dan spiritual. Inijuga dapat
merekomendasikan langkah-langkah untuk mengatasi penyebab konflik dan
untuk mencegah terulangnya konflik tersebut.

TIRC menekankan bahwa itu “bukan ‘komisi kebenaran’atau badan pencari fakta
resmi ad hoc; itu adalah komisi independen yang diberi mandat untuk membuat
laporan dan mengusulkan langkah-langkah holistik untuk menangani warisan
masa lalu.” Badan tersebut lebih memilih istilah “berurusan dengan masa lalu”
daripada “keadilan transisi”, karena dilaporkan bahwa menangani masa laluadalah
pekerjaan semua masyarakat, bukan hanya profesional hukum.
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Metodologi

TJRC mengembangkan proses multi-cabang dalam pencarian kebenarannya.
Sebuah “proses mendengarkan” mendukung pengungkapan kebenaran, upaya
resmi pertama untuk menjangkau berbagai komunitas yang terkena dampak
konflik di Mindanao. TJRC mendengar dari lebih dari 3.000 orang di lebih dari 200
komunitas. Selain itu, TIRC melakukan konsultasi ahli, wawancara kebijakan dan
penelitian akademis.

Empat kelompok studi ahli menilai penelitian yang ada tentang isu-isu yang
relevan. Pendekatan gender yang kuat diterapkan di semua metode, dan seorang
penasihat gender senior adalah anggota kunci TIRC. Komunitas adat adalah salah
satu di antara banyak konstituen TJRC. TIRC memang memasukkan komunitas
adat dalam keterlibatan publiknya dan dalam penelitiannya.

Temuan dan rekomendasi

Laporan TJRC diserahkan kepada pemerintah dan Panel Perdamaian pada Februari
2016. Laporan rinci tersebut mencakup sekitar 9o rekomendasi. Meskipun TJRC
tidak secara terpisah mempertimbangkan pengalaman masyarakat adat, TIRC
membuat temuan dan rekomendasi penting tentang hak-hak mereka di hampir
semua bidang yang diperiksa:

® Penentuan nasib sendiri terletak di jantung keluhan historis baik orang
Muslim Moro maupun masyarakat adat Mindanao. Pendekatan nasionalis
dari mayoritas dominan telah merusak, meskipun Filipina sendiri pernah
mengobarkan perjuangan anti-kolonial berdasarkan penentuan nasib
sendiri.

e Sangat penting untuk menemukan titik temu antara wacana Bangsamoro
dan Filipina. Titik awal akan menjadi elemen umum dari perjuangan
mereka berdasarkan pemahaman tentang hak untuk menentukan nasib
sendiri semua orang. Pada saat yang sama, masyarakat adat menghadapi
tantangan lebih lanjut dari komunitas Muslim Moro untuk menghormati
hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan klaim wilayah leluhur atas
tanah dan wilayah.

e Adakeluhanyangsah, ketidakadilan sejarah, pelanggaran hak asasi
manusia dan marginalisasi karena perampasan tanah. Pelanggaran ini
muncul karena kekerasan sistematis oleh negara, budaya impunitas dan
pengabaian negara. Akar penyebabnya adalah pengenaan identitas Filipina
monolitik oleh negara.
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Kekerasan struktural terhadap masyarakat adat yang dimulai di bawah
rezim kolonial terus berlanjut di bawah Republik Filipina untuk mencapai
penyerapan paksa masyarakat adat (dan masyarakat Muslim Moro).
Kekerasan struktural ini memprovokasi pencabutan hak, marginalisasi dan
perampasan besar-besaran, yang kemudian dilihat sebagai hal yang normal
dan bukan ketidakadilan historis.

Perampasan tanah dan erosi pemerintahan adat memperkuat klaim
pembangunan negara yang “beradab”. Kekerasan telah digunakan terhadap
mereka yang menolak bentuk kekerasan struktural dan kultural.

Wacana publik yang dominan di Filipina silih berganti meremehkan,
mengabaikan dan menyangkal klaim sejarah dan sosial budaya masyarakat
adat (dan Muslim Moro), dan tidak mengakui hak mereka untuk
menentukan nasib sendiri. Secara budaya, kecenderungan ini diekspresikan
sebagai prasangka, merendahkan masyarakat adat ke status warga negara
kelas dua dengan mengecualikan narasi nasional, termasuk oleh media dan
sistem pendidikan.

Kolonialisme memaksakan model kepemilikan pribadi atas pengelolaan
tradisional tanah, dengan efek yang menghancurkan pada kehidupan
ekonomi, bentuk organisasi sosial dan identitas budaya masyarakat adat.
Masyarakat adat menderita baik kekerasan langsung di tangan keamanan
negara, maupun kekerasan “horizontal” oleh kelompok bersenjata Moro.
Masyarakat adat mengalami marginalisasi ganda, pertama oleh budaya
pemukim Filipina yang dominan, dan kemudian oleh minoritas Islam Moro
yangjuga berjuang melawan dominasi.

Pengabaian terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kegagalan negara
menyediakan layanan dasar publik seperti air bersih dan listrik hingga
perampasan tanah. TJRC menyoroti pengabaian negara dalam melalaikan
tugasnya untuk mempertahankan integritas wilayah leluhur. Pada saat yang
sama, TIRC menemukan bahwa kebijakan pemerintah tentang
pembangunan intensif, mempromosikan pemukiman kembali skala besar
dan pertanian, mengakibatkan gelombang perampasan masyarakat adat.
Migrasi internal yang besar semakin meningkatkan kerentanan masyarakat
adat terhadap diskriminasi oleh mayoritas Kristen yang dominan tidak
toleran terhadap agama dan praktik budaya yang berbeda.

Untuk mengatasi warisan budaya-ideologis dari konflik selama beberapa
dekade, Filipina perlu mengakui bahwa keragaman adalah salah satu
sumber daya yang paling berharga sebagai sebuah negara. Pengelolaan
yang konstruktif dari identitas dan tradisi budaya yang beragam ini adalah
kunci bagi perdamaian, demokrasi, keamanan, dan pembangunan di masa
depan.
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Dalam rekomendasinya, TIRC menyerukan upaya strategis semua pemerintah
untuk menangani masa lalu. Hampir semua rekomendasi memiliki implikasi bagi
masyarakat adat. Beberapa menyerukan untuk menemukan cara untuk
mempromosikan budaya dan identitas masayarakat adat serta keragaman,
termasuk perubahan kurikulum di semua tingkatan. Berbagai rekomendasi terkait
dengan pemberdayaan perempuan, dan salah satu rekomendasi penting adalah
untuk memastikan keterwakilan perempuan adat (dan Moro) di badan-badan
nasional, regional dan lokal, sebagai sarana untuk mendorong kejadian yang tidak
berulang.

TIRC merekomendasikan pembentukan Komisi Keadilan dan Rekonsiliasi Transisi
Nasional/ National Transitional Justice and Reconciliation Commission, dengan
mandat untuk beroperasi selama enam tahun dengan opsi tiga tahun lagi. Salah
satu dari empat bidang fokus adalah perampasan tanah di daerah konflik, yang
secara eksplisit mencakup klaim atas wilayah leluhur, dan dukungan untuk desain
ulang layanan pertanahan dan kerangka hukumnya.

Menindaklanjuti

TIRC beroperasi dalam jangka waktu yang singkat, dari akhir 2014 hingga awal
2016. Yang terpenting, kendala ini membantu menciptakan dinamika TJRCyang
memberi masukan ke dalam proses perdamaian yang sedang berlangsung dengan
proposal untuk tindakan jangka pendek, menengah dan panjang.

Namun, empat tahun setelah laporan TJRC, tindak lanjut masih simpang siur.
Rekomendasi mendasar untuk komisi nasional lanjutan belum ditindaklanjuti.
Bangsamoro tidak lagi berperang, tetapi belum mencapai perdamaian yang stabil
dan momok konflik baru mengancam. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan
seruan untuk memperpanjang masa transisi 3 tahun.

Sementara Hukum Organik yang dibentuk setelah perjanjian damai seharusnya
melindungi hak-hak masyarakat adat, di banyak daerah kekerasan Moro terhadap
masyarakat adat terus berlanjut, beberapa di antaranya terkait dengan konflik
tanah.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, organisasi masyarakat sipil telah membentuk
Kelompok Kerja Independen untuk Keadilan Transisi dan Menangani Masa Lalu. Ini
difokuskan pada peningkatan kapasitas untuk anggota kementerian pemerintah
sementara dan masyarakat. Populasi Filipina yang lebih besar belum terlibat
dalam proses perdamaian dan mempertahankan kurangnya pemahaman tentang
akar penyebab konflik di Mindanao.
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Pembelajaran dan dukungan

Untuk beberapa alasan, ini adalah proses keadilan transisional yang langka di Asia,
dan salah satu yang bisa menjadi pelajaran bagi negara lain. TJRC:

® Sangat menghargai hak-hak masyarakat adat.

® Meneliti konteks sejarah era kolonial berturut-turut dan negara modern.

e Memprioritaskan fakta dan dampak perampasan tanah dan pemindahan
dan membuat rekomendasi yang jelas tentang wilayah leluhur adat.

® Mengatasi pengakuan penentuan nasib sendiri masyarakat adat dalam
negara pasca-kolonial modern yang sendiri terlibat dalam perjuangan
anti-kolonial, yang sangat relevan dengan negara-negara lain di Asia dan
kawasan lain.

e Mengembangkan hubunganyang kuat dengan masyarakat sipil di
Bangsamoro.

e Memastikan fokus genderyang kuat.

Pelajaran lainnya termasuk:

@ Meskipun TJRC menekankan bahwa ini bukanlah komisi kebenaran, namun
TIRC mengumpulkan banyak informasi tentang pelanggaran hak asasi
manusia. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada
pengungkapan kebenaran sebagai dasar untuk keadilan dan rekonsiliasi.

118 Misalnya, pemerintah enggan membuka arsipnya karena takut berdampak
pada pemerintahan atau keamanan nasional saatini.

e Kurangnyatindak lanjut yang mengecewakan oleh pemerintah pusat, atau
keterlibatan oleh media nasional dan penduduk Filipina yang lebih luas,
menunjukkan tantangan yang dihadapi masyarakat adat, terutama di
daerah yang dianggap jauh dari kekuasaan.
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Nepal

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Nepal adalah negara Asia Selatan yang menyebarkan daerah
pegunungan Himalaya yang tinggi hingga dataran yang berbatasan
dengan India. Populasinya yang beragam mencakup 59 komunitas
(Janjati) yang diakui secara formal yang membentuk setidaknya 36%
dari populasi (sensus 2011). Ada juga banyak etnis minoritas dan
kasta Hindu. Masyarakat adat secara tradisional terpinggirkan dalam
apayang merupakan Kerajaan Hindu sampai tahun 2007.

Pada tahun 1996 pemberontakan Maois dimulai dan lebih dari
sepuluh tahun menyebar ke seluruh negeri, bertemu dengan taktik
kontra-pemberontakan oleh pasukan pemerintah. Pelanggaran hak
asasi manusia yang serius oleh kedua belah pihak dalam konflik
menyebabkan sekitar 15.000 orang tewas, sebagian besar warga sipil,
dan sekitar1.300 orang hilang secara paksa. Beberapa komunitas
adat menderita secara tidak proporsional, misalnya komunitas Tharu
didataran.

Konflik berakhir di tengah gerakan massa pada April 2006. Perjanjian
Damai Komprehensif mengatur proses keadilan transisional, yang
mencakup komisi kebenaran dan rekonsiliasi dan komisi orang
hilang. Setelah penundaan yang lama dan kontroversi, TRC/Komis
Kebenaran dan Rekonsiliasi mulai bekerja pada tahun 2016 dan
belum menyerahkan laporan akhirnya.

Masyarakat adat secara blak-blakan selama negosiasi damai dan
kemudian penyusunan konstitusi baru. Mereka adalah pendukung
kuat untuk sistem politik federal baru untuk mencerminkan
keragaman dan mengurangi marginalisasi, seperti yang akhirnya
ditetapkan dalam konstitusi baru pada tahun 2015.
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Nepal telah mengesahkan UNDRIP dan, setelah perjanjian damai 2006,
meratifikasi Konvensi ILO 169, satu-satunya negara di Asia yang melakukannya.
Nepal baru-baru ini membentuk komisi konstitusional yang berfokus pada
komunitas minoritas, dengan Komisi Kebangsaan Adat dan Komisi Tharu yang
berfokus pada masyarakat adat.

Mandat

Lima komisioner mengawasi KKR, yang memiliki mandat untuk menyelidiki
pelanggaran berat hak asasi manusia antara tahun 1996 hingga 2006 selama
konflik bersenjata. KKR berfokus pada penculikan atau penyanderaan; pemukulan
yang menyebabkan cacat fisik; penyiksaan fisik atau mental; pemerkosaan dan
pelecehan seksual; dan kerusakan harta benda. KKR tidak secara khusus mengkaji
dampak konflik terhadap masyarakat adat, tetapi menerima pengaduan dari
individu.

Kontroversi utama seputar mandat KKR, dan komisi serupa untuk penghilangan
paksa, adalah bahwa undang-undang yang menetapkan mereka mengizinkan
amnesti untuk pelanggaran berat. Pada 2015, sebelum komisi mulai bekerja,
Mahkamah Agung Nepal memutuskan bahwa undang-undang tersebut diubah.
Mereka menemukan ketentuan tentang amnesti inkonstitusional dan
bertentangan dengan kewajiban internasional Nepal. Namun, pemerintah tidak
mengubah undang-undang tersebut. Asosiasi korban, Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia, LSM hak asasi manusia nasional dan internasional, dan PBB telah
mengkritik aspek mandat ini dan menyerukan perubahan. Proses penunjukan
komisarisjuga dikritik karena dipolitisir, tidak transparan dan kurang konsultasi
terutama dengan kelompok korban.

Mandat operasional kedua komisi telah diperpanjang beberapa kali mengingat
kemajuan yang lambat, terakhir pada Juli 2021 oleh pemerintah baru.

Metodologi

KKR terutama menerima pengaduan dari korban pelanggaran, kemudian
melakukan investigasi. KKR tidak melakukan dengar pendapat publik atau proyek
penelitian. KKR mengumpulkan lebih dari 60.000 pengaduan (dan komisi
penghilangan paksa lebih dari 3.000 pengaduan).

Namun, KKR hanya melakukan sangat sedikit investigasi, sebagian karena
keterbatasan kapasitas teknis dan pendanaan. Komisi juga dikritik karena gagal



Pengalaman Masyarakat Adat dengan Mekanisme Pengungkapan Keb enaran: Volume 2

membangun program dukungan korban dan perlindungan saksi. Pihaknya belum
mengeluarkan laporan.

Pembelajaran dan dukungan

Kredibilitas di mata para korban dan komunitas hak asasi manusia adalah
dasar bagi operasi dan keberhasilan komisi kebenaran. KKR tidak memiliki
hubungan yang baik dengan asosiasi korban atau masyarakat sipil, yang
mengklaim tidak memiliki integritas.

Proses penunjukan komisaris, elemen kunci kredibilitas, telah dikritik
karena kurangnya konsultasi yang memadai dengan kelompok korban,
kurangnya transparansi dan politisasi.

Konsultasi terbatas dengan masyarakat adat mungkin mencerminkan
kurangnya keterlibatan dengan korban secara keseluruhan. Kegagalan ini
bertentangan dengan prinsip-prinsip UNDRIP, karena pekerjaan KKR
mempengaruhi masyarakat adat.

Pendekatan terbatas pada metodologinya, dikombinasikan dengan periode =S
penyelidikan sepuluh tahun yang terbatas, tidak mungkin memfasilitasi §
pencarian kebenaran yang akan mengatasi penyebab mendasar ';ta“
pelanggaran terhadap masyarakat adat. N
Sebelum perpanjangan satu tahun terakhir, aliansi 49 kelompok korban, &
Nepal dan organisasi hak asasi manusia internasional mengeluarkan N
pernyataan yang menegaskan bahwa mereka tidak akan terlibat dengan 121

KKR dalam bentuknya saat ini, khususnya pendekatannya terhadap
amnesti. Mereka menyatakan, “Kami percaya bahwa kelanjutan dari komisi
disfungsional ini adalah taktik untuk mencegah akses korban ke keadilan,
menunda proses, membuat frustrasi korban, dan semakin memperkuat
impunitas.”

Melihat banyaknya kritik ini, pelajaran penting adalah bahwa proses
pengungkapan kebenaran nasional harus mengikuti standar hak asasi
manusia internasional. Dalam kaitannya dengan masyarakat adat, UNDRIP
adalah panduan utama.
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Taiwan

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Di Taiwan ada sekitar 570.000 masyarakat adat yang diakui secara
resmi, atau 2,4% dari populasi nasional, yang terdiri dari 16 kelompok
yang diakui secara resmi. Namun, angka tersebut tidak termasuk
sepuluh komunitas adat Pingpu (“dataran rendah”), yang berjumlah
sekitar 400.000 dan tidak diakui secara resmi.

Taiwan telah dijajah oleh Spanyol (1626-1642), Belanda (1624-1662),
loyalis Dinasti Ming Koxinga (1662-1683), Dinasti Ching (1663-1895),
danJepang (1895-1945). Menyusul kekalahan dalam perang saudara
Tiongkok, Republik Tiongkok didirikan di sana, meskipun statusnya
masih dipertanyakan dan bukan Negara Anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa. Taiwan diklaim oleh Republik Rakyat Tiongkok,
Republik Tiongkok, dan nasionalis berbahasa Minnan Taiwan yang
menginginkan kemerdekaan.

Periode pendudukan Jepang dan periode Kuomintang setelah perang
dunia kedua menyaksikan kekerasan massal, pelanggaran berat dan
marginalisasi masyarakat adat, termasuk melalui kebijakan asimilasi
paksa. Kuomintang yang berkuasa memberlakukan darurat militer
hingga 1987. Saat dominasi Kuomintang surut pada 1980-an,
masyarakat adat bergerak untuk menuntut hak mereka atas tanah
dan budaya. Undang-undang dan inisiatif pemerintah sejak itu telah
dirancang untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak
masyarakat adat, meskipun implementasinya sering tidak merata.

Pada tahun 1994 konstitusi diamandemen untuk mengakui
masyarakat adat sebagai “penduduk asli” Sejak tahun 1996 Dewan
Urusan Masyarakat Adat, entitas tingkat kabinet, telah menjadi
penghubung utama antara pemerintah dan masyarakat adat. Pada
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tahun 2005, Undang-Undang Dasar Masyarakat Adat memberikan berbagai
macam hak. Pada 2016, pemerintah baru memprakarsai langkah-langkah keadilan
transisional.

Karena Taiwan bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Taiwan belum dapat
memberikan suara pada UNDRIP atau meratifikasi Konvensi ILO 169.

Langkah-langkah keadilan transisional

Komite Keadilan Sejarah dan Keadilan Transisi Masyarakat Adat

Pada bulan Agustus 2016 Presiden baru terpilih Tsai Ing-wen mengeluarkan
permintaan maaf bersejarah kepada masyarakat adat di Taiwan. Pada tahun yang
sama, Pemerintah membentuk Komite Keadilan Sejarah dan Keadilan Transisi
Masyarakat Adat (Indigenous Historical Justice and Transitional Justice
Committee) di Kantor Kepresidenan. Mandat tersebut tidak terikat waktu dan
bertujuan untuk “membangun kembali perspektif sejarah masyarakat adat, secara

progresif mempromosikan pemerintahan otonom, memulihkan bahasa dan E
budaya masyarakat adat, dan meningkatkan mata pencaharian komunitas adat Cc;v
serta untuk mengejar keadilan dan berfungsi sebagai platform untuk konsultasi =
antara pemerintah dan berbagai masyarakat adat pada pijakan yang sama.” K
Komite tersebut terdiri dari satu perwakilan untuk masing-masing dari16 -
masyarakat adat yang diakui secara resmi dan tiga perwakilan untuk 123

semua masyarakat adat dataran (Pingpu), bersama dengan dua dari lembaga
pemerintah terkait dan tujuh cendekiawan dan pakar. Komite telah bertemu 15 kali
sejak awal. Ada beberapa kritik tentang bagaimana anggota Komite dipilih, serta
pada kekuatan mandatnya.

Komisi Keadilan Transisi untuk penyelidikan tindakan yang diambil oleh
Kuomintang

Tindakan keadilan transisi lain yang relevan bagi masyarakat adat adalah Komisi
Keadilan Transisi untuk menyelidiki tindakan Kuomintang antara 15 Agustus 1945
dan 6 November1992 dan untuk memperbaiki ketidakadilan. Komisi sejauh ini
telah mengidentifikasi 38 korban politik masyarakat adat.
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Beberapa pelajaran

Dibandingkan dengan banyak negara Asia lainnya, Taiwan telah mengambil
langkah signifikan dalam 30 tahun terakhir untuk mengakui, melindungi,
dan mempromosikan hak-hak masyarakat adatnya, termasuk mekanisme
berkelanjutan untuk pengungkapan kebenaran tentang ketidakadilan
sejarah.

Masyarakat adat telah memainkan peran utama dalam proses ini, saat
Taiwan keluar dari darurat militer. Bagi banyak aktivis adat, kemajuannya
lambat dan tidak merata dan tantangannya meliputi: pengakuan
berdasarkan identifikasi diri untuk orang-orang dataran; pelaksanaan
Undang-Undang Dasar dalam kaitannya dengan klaim atas tanah leluhur;
hal-hal yang berkaitan dengan hak penambangan dan penyimpanan limbah
nuklir; kebutuhan akan dukungan yang lebih besar untuk pelestarian
bahasa; warisan budaya dan hak mata pencaharian ekonomiyang terkait
dengan perburuan; tingkat pendidikan dan kesempatan ekonomiyang lebih
rendah, dan tingkat bunuh diri yang lebih tinggi dari rata-rata.
Kepemimpinan dan perwakilan masyarakat adat dalam proses keadilan
transisional yang sedang berlangsung akan menjadi penting bagi
kredibilitas dan kapasitas mereka untuk mempengaruhi perubahan.
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Australia

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Ada lebih dari 250 negara masyaakat adat di seluruh benua dan
pulau-pulau Australia. Masyarakat dan budaya yang beragam ini
telah hidup terus menerus di daratan selama lebih dari 65.000 tahun,
warisan budaya tertua di dunia yang berkelanjutan.

Diperkirakan ada 798.000 orang Aborigin dan Penduduk Kepulauan
Selat Torres di Australia, atau 3,3% dari total populasi negara itu (angka
2016). Masyarakat adat di Australia sering disebut, baik oleh mereka
sendiri maupun oleh pemerintah, sebagai suku Aborigin dan Penduduk
Kepulauan Selat Torres. Masyarakat adat juga menggunakan istilah
First Nations atau First Peoples dan biasanya mengidentifikasi diri
mereka dengan kebangsaan khusus mereka. Australia mengesahkan
UNDRIP pada tahun 2009, setelah awalnya menjadi salah satu dari
hanya empat negara yang menentang Deklarasi pada tahun 2007.
Australia belum meratifikasi Konvensi ILO 169.

Kontak pertama dan kolonisasi awal

Penjelajah laut Eropa pertama kali melakukan perjalanan ke benua
yang sekarang dikenal sebagai Australia dari awal abad ketujuh belas,
khususnya dari Belanda, Prancis, dan Inggris. Pada tahun 1770, kapten
laut Inggris Cook menyewa sebagian besar pantai timur benua,
mendarat di beberapa tempat mengamati dan secara terbatas
terlibat dengan masyarakat adat dan, menyatakan kedaulatan Inggris
atas seluruh wilayah pantai timur.

Pada tahun 1788, Inggris mendaratkan armada di daerah Sydney
modern dan mendirikan apa yang pada awalnya merupakan koloni
hukuman dengan bentuk pemerintahan militer. Dalam mendirikan
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koloni, Inggris mengklaim kedaulatan tidak hanya atas wilayah pesisir yang
diklaim oleh Cook, tetapijuga wilayah yang luasnya kira-kira separuh bagian timur
benua. Sementara mereka mengetahui keberadaan masyarakat adat, mereka tidak
mencari atau menerima persetujuan mereka untuk menyelesaikan tanah apalagi
membangun kedaulatan eksklusif. Masyarakat adat tidak pernah menyerahkan
kedaulatan mereka dan tidak ada upaya kesepakatan melalui perjanjian.

Masyarakat adat tinggal di seluruh benua di ratusan negara dengan bahasa dan
budaya mereka sendiri. Inggris menerapkan konsep hukum terra nullius,
mengingat wilayah tersebut merupakan tanah tak berpenghuni dan karenanya
terbuka untuk dijajah di bawah kedaulatan Kerajaan Inggris. Terkait dengan ini
adalah sikap Eropa yang mendalam tentang inferioritas rasial masyarakat adat,
menganggap mereka sebagai “biadab” dan “primitif” dengan cara yang selanjutnya
memungkinkan mereka untuk menolak hak-hak dasar mereka.

Ketika pemukiman kolonial diperluas mencari lebih banyak tanah, masyarakat
adat di seluruh wilayah menolak dan periode perang perbatasan meletus. Penyakit
yang dibawa oleh penjajah Eropa juga memporak-porandakan masyarakat adat.
Setelah konflik perbatasan, periode panjang perampasan dengan kekerasan
terjadi sepanjang abad ke-19 dan berlanjut di beberapa daerah hingga abad ke-20.
Ekspansi kolonial di utara negara itu terjadijauh lebih lambat daripada wilayah
selatan, dan konflik perbatasan dan kekerasan berlanjut hingga awal abad ke-20.
Periode ini ditandai dengan kekerasan mengerikan terhadap masyarakat adat,
termasuk sejumlah besar pembantaian warga sipil, keracunan, pemindahan paksa
dari tanah tradisional. Kekerasan ini juga menyebabkan kerusakan yang
menghancurkan terhadap hak-hak budaya, sosial dan ekonomi masyarakat adat,
baik secara individu maupun kolektif.

Negara Bagian Australia Modern: asimilasi

Dari 1788 Inggris memerintah wilayah kolonial dari London, melalui gubernur lokal.
Pada tahun1850-an, pemerintah Inggris menyerahkan kekuasaan untuk pemerintahan
sendiri internal ke sebagian besar negara bagian Australia; dari tahun 1856 hingga
1900 wilayah kolonial diatur sebagai enam koloni, dan pemerintah kolonial lokal
ini menerapkan kebijakan perampasan terhadap masyarakat adat.

Pada tahun 1890-an serangkaian konvensi ketatanegaraan dianggap membentuk
negara kesatuan di bawah satu konstitusi. Masyarakat adat tidak diikutsertakan
dalam proses ini, dan konstitusi yang dihasilkan tidak mengakui masyarakat adat
Australia. Pada abad ke-20, Persemakmuran Australia dan masing-masing Negara
memberlakukan kebijakan asimilasi dengan efek yang lebih menghancurkan pada
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masyarakat adat, termasuk pemindahan paksa anak-anak dari keluarga mereka
dan larangan bahasa.

Awal dari perlawanan dan aktivistas modern pribumi Australa

Perlawanan masyarakat adat terus berlanjut, dan dari tahun 1920-an dan1930-an
masyarakat adat membentuk organisasi untuk memajukan hak-hak mereka. Pada
tahun 1932, William Cooper mendirikan Liga Aborigin Australia/ Australian
Aborigines’ League dan pada tahun 1938, menandai peringatan 150 tahun
kedatangan Inggris, masyarakat adat menyelenggarakan konferensi nasional dan
Hari Berkabung. Pencapaian ini menandai puncak dari upaya bertahun-tahun dan
mengilhami aktivisme masyarakat adat kedua puluh di masa depan.

Tahun1960-an merupakan periode penting dengan perubahan mendasar. Aktivis
masyarakat adat menjadikan hak atas tanah sebagai pusat perjuangan mereka.
Pada tahun 1962, masyarakat adat diberikan hak untuk memilih. Dan pada tahun

1967, setelah bertahun-tahun aktivisme masyarakat adat, warga Australia memilih =
untuk mengubah Konstitusi sehingga penduduk Aborigin dan penduduk 3
Kepulauan Selat Torres akan dihitung dalam populasi dan Pemerintah Nasional ©
akan dapat membuat undang-undang untuk mereka. Perubahan ini menandai f;
dimulainya era baru hubungan masyarakat adat dengan Pemerintah dan 3
kebijakan, pergeseran kewenangan dari negara bagian ke Pemerintah Nasional. o
127

Pasca era modern1967

Era pasca 1967 dapat digambarkan sebagai era modern dalam hubungan antara
masyarakat adat dengan negara, serta penduduk mayoritas. Pada tahun 1972,
Pemerintah Nasional mengadopsi penentuan nasib sendiri sebagai prinsip
panduan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat adat. Hak atas tanah tetap
menjadi isu sentral, terutama di wilayah yang luas di Utara. Undang-undang utama
mengakui hak-hak ini di beberapa wilayah Utara. Pada tahun 1985 Uluru, sebuah
situs suci bagi komunitas pribumi di pusat Australia, diserahkan kembali kepada
masyarakat adat. Pada tahun 1988 Pemerintah Nasional berkomitmen untuk
menyelesaikan perjanjian dengan masyarakat adat, suatu tindakan yang gagal dicapai.

Terlepas dari kemajuan ini, masyarakat adat terus mengalami diskriminasi dan
pelanggaran hak-hak mereka yang meluas. Pada tahun 1987, aktivitas oleh keluarga
dan kelompok adat menyebabkan penyelidikan nasional besar-besaran terhadap
kematian masyarakat adat dalam tahanan. Pada tahun 1991 Pemerintah
memprakarsai program sepuluh tahun rekonsiliasi, membentuk Dewan
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Rekonsiliasi Aborigin/ the Council for Aboriginal Reconciliation. Dalam kasus Mabo
tahun 1992 yang bersejarah, pengadilan tertinggi negara itu membatalkan konsep
terra nullius era kolonial yang digunakan untuk membenarkan kedaulatan Inggris.
Perundang-undangan nasional diikuti untuk mengakui Hak Asli/ Native Title dalam
keadaan tertentu. Antara tahun 1995 dan 1997, proses pengungkapan kebenaran
utama kedua tentang hak-hak masyarakat adat terjadi, penyelidikan nasional
tentang penghapusan sejarah anak-anak masyarakat adat dari keluarga mereka.

Pada1990-an dan 2000-an, “perang sejarah” mendominasi debat publik tentang
penjajahan dan perlakuan terhadap masyarakat adat. Bahkan ketika proses
rekonsiliasi berlanjut, ada reaksi penolakan terhadap pengakuan hak-hak
masyarakat adat, khususnya hak atas tanah. Pada tahun 2010, pemerintah mulai
mempertimbangkan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat. Proses
tersebut mengarah pada konsultasi yang belum pernah terjadi sebelumnya
dengan masyarakat adat dan, pada tahun 2017, Pernyataan Uluru dari Hati sebagai
cara yang direkomendasikan ke depan.

Proses pengungkapan kebenaran saatini
di Australia

Proses untuk mempertimbangkan pengakuan konstitusional yang dimulai pada
tahun 2010 mengarah pada pembentukan bipartisan pada tahun 2015 dari Dewan
Referendum, yang terdiri dari anggota masyarakat adat dan non-adat. Dewan
mengadakan konsultasi nasional dengan komunitas adat, yang berpuncak pada
Konvensi Konstitusi Negara Pertama (First Nations Constitutional Convention) yang
belum pernah terjadi sebelumnya di Uluru di Australia tengah. Konvensi tersebut
mengesahkan Pernyataan Uluru sebagai hasil konsultasi, dan menjadi
rekomendasi Dewan Referendum untuk langkah ke depan di Australia.

Perwakilan masyarakat adat menyampaikan Pernyataan Uluru sebagai undangan dari
First Nations kepada rakyat Australia untuk “berjalan bersama kami dalam gerakan
rakyat Australia untuk masa depan yang lebih baik.” Pernyataan Uluru dari Hati 2017
menetapkan parameter diskusi tentang pengungkapan kebenaran di Australia hariini.

Pernyataan tersebut menyerukan perubahan substantif dalam hubungan antara
masyarakat adat dan negara dan masyarakat non-adat. Ini menegaskan kedaulatan
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masyarakat adat yang berkelanjutan, yang “tidak pernah diserahkan atau
dipadamkan.” Pernyataan itu menyerukan tiga untaian tindakan:

e® Suara: Membangun suara kelembagaan masyarakat adat ke parlemen, yang
diabadikan dalam Konstitusi, untuk memastikan penentuan nasib sendiri.

e Perjanjian: Membentuk Komisi Makarrata untuk melakukan proses
kesepakatan atau pembuatan perjanjian.

@ Kebenaran: Komisi Makarrata juga akan mengawasi proses pengungkapan
kebenaran untuk menetapkan konteks proses pengakuan. “Makarrata” adalah
kata Yolgnu dari timur laut tanah Arnhem, yang berarti “bersatu setelah
perjuangan, menghadapi fakta kesalahan, dan hidup kembali dalam damai.”

Pernyataan tersebut memperjelas bahwa masyarakat adat tidak akan puas dengan
pengakuan simbolis dalam Konstitusi, suatu hasil yang didukung oleh beberapa
pemimpin politik.

Pernyataan Uluru dari Hati tidak merinci model pengungkapan kebenaran seperti
apayang harus diadopsi. Debat yang berkelanjutan telah memasukkan proposal

=
untuk proses pengungkapan kebenaran lokal serta komisi atau proses sejenis di @
o
bawah payung nasional. J
<
=
. . . . =
Tindak lanjuti Pernyataan Uluru dari Hati @
Pemerintah nasional
129

Pemerintah dengan cepat menolak seruan utama dari Pernyataan Uluru,
menggambarkan suara masyarakat adat yang diabadikan secara konstitusional ke
parlemen sebagai ide yang terlalu radikal. Sebaliknya, Pemerintah telah
meluncurkan serangkaian proses komite dan ahli untuk mempertimbangkan opsi.
Pada tahun 2020, komite parlemen merekomendasikan agar Pemerintah Australia
mendukung proses penyampaian kebenaran yang diusulkan, menyarankan
kombinasi upaya lokal dan nasional, sebelum atau setelah pembentukan suatu

Masyarakat sipil

Organisasi dan komunitas adat, dan banyak lembaga non-adat termasuk di sektor
bisnis, terus mengadvokasi aksi Pernyataan Uluru dari Hati, yang telah menjadi
titik pengorganisasian sentral untuk seruan aksi.

Pada tahun 2021, Reconciliation Australia, sebuah LSM yang melanjutkan
pekerjaan Council for Aboriginal Reconciliation, menyatakan bahwa gerakan
rekonsiliasi berada pada titik kritis. Untuk melihat tindakan yang lebih berani demi
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mencapai rekonsiliasi, ia menyerukan agar pengungkapan kebenaran menjadi inti
dari cara negara bergerak maju. Reconciliation Australia melaporkan dukungan
publik yang luas untuk pengungkapan kebenaran: 90% dari semua orang Australia
percaya bahwa penting untuk belajar tentang isu-isu masa lalu, hampir sama
dengan 93% orang Aborigin dan Torres Strait Islander.

Namun, belum jelas apakah masyarakat Australia secara luas mendukung strategi
masyarakat adat bahwa pengungkapan kebenaran harus mengarah pada
perubahan substantif, termasuk perjanjian yang mengakui kedaulatan dan suara
masyarakat adat yang diabadikan secara konstitusional ke parlemen.

Perjanjian tingkat negara bagian dan proses pengungkapan kebenaran

Pada saatyang sama, langkah-langkah baru untuk proses perjanjian dan
pengungkapan kebenaran terus muncul di tingkat negara bagian. Dalam setiap
contoh, pengungkapan kebenaran dipandang sebagai persiapan yang diperlukan
untuk mengembangkan perjanjian. Satu komisi kebenaran negara bagian telah
dibentuk tetapi belum memulai pekerjaan umum (Victoria), sementara yang lain
sedang dalam pembahasan (Northern Territory, Queensland). Inisiatif lokal lainnya
tentang pengungkapan kebenaran dan pengakuan telah dimulai, dan proses
perjanjian sedang dijajaki di Tasmania. Sebuah gambaran singkat berikut.

Victoria: Komisi Keadilan Yoo-rook (2021)

“Yoo-rrook” adalah kata Wemba Wemba/Wamba Wamba untuk kebenaran. Pada
tahun 2019, setelah lebih dari dua tahun berkonsultasi dengan masyarakat adat di
seluruh negara bagian, Victoria membentuk Majelis Rakyat Pertama/ First Peoples
Assembly, sebuah badan yang dipilih dan ditunjuk dari 32 orang masyarakat adat
untuk memimpin proses pembuatan perjanjian. Sependapat dengan Majelis
bahwa proses pengungkapan kebenaran dan keadilan merupakan prasyaratyang
diperlukan untuk sebuah perjanjian, Pemerintah Negara Bagian membentuk
Komisi Keadilan Yoo-rrook/ Yoo-rrook Justice Commission pada Mei 2021.
Pekerjaan persiapan sedang berlangsung.

Northern Territory

Komisi Perjanjian Northern Territory/ The Northern Territory Treaty Commission

adalah kantor independen yang didirikan pada tahun 2019 untuk mengembangkan
kerangka kerja bagi negosiasi perjanjian di masa depan. Ini menyampaikan laporan
sementara pada Maret 2020, dan akan menyampaikan laporan akhirnya pada 2022.
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Nota Kesepahaman yang menghasilkan Komisi mengakui bahwa masyarakat adat
di wilayah tersebut, sebagai First Nations/Bangsa Pertama, adalah pemilik dan
penghuni sebelumnya dari daratan, laut dan perairan, mengatur diri sendiri sesuai
dengan hukum dan adat istiadat tradisional mereka, dan tidak pernah
menyerahkan kedaulatan. Juga disepakati bahwa ketidakadilan yang mendalam
telah dilakukan terhadap orang-orang Aborigin di Northern Territory, termasuk
perampasan dengan kekerasan, penindasan terhadap bahasa dan budaya mereka,
dan pemindahan paksa anak-anak dari keluarga mereka, meninggalkan warisan
trauma dan kehilangan yang harus ditanggung, ditangani dan disembuhkan.

Komisi Perjanjian menyarankan bahwa proses pengungkapan kebenaran harus
dilakukan sebelum negosiasi perjanjian. Dalam makalah diskusi terperinci yang
menguraikan isu-isu dan pilihan-pilihan utama pada Februari 2021, Towards Truth
Telling, Komisi meminta komisi kebenaran untuk mulai bekerja sesegera mungkin.

Queensland
Pada tahun 2019, Pemerintah Queensland membentuk Tracks to Treaty, sebuah E
inisiatif untuk membingkai ulang hubungannya dengan penduduk Queensland 3
Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres. Pada awal 2021, Pemerintah <

. . <
berkomitmen untuk membangun proses pengungkapan kebenaran sebagai 3
langkah menuju kesepakatan. Ini membentuk sebuah komite untuk
mempersiapkan proses.

131

Australia Selatan

Pada tahun 2016, Pemerintah Australia Selatan mulai mempersiapkan proses
perjanjian, sebelum perubahan pemerintahan menghentikan proses tersebut.
Mantan Komisaris Perjanjian melaporkan kepada pemerintah yang akan datang
dan Komite Pemilihan Bersama Parlemen Australia untuk Pengakuan Konstitusi
terkait dengan Penduduk Asli dan Penduduk Kepulauan Selat Torres, menyoroti
bahwa masyarakat adatingin memulai pembicaraan tentang sebuah perjanjian,
tetapi lebih suka bernegosiasi secara terpisah sebagai negara daripada secara kolektif.

Tasmania

PadaJuni 2021, Perdana Menteri Negara Bagian menunjuk seorang mantan
gubernur dan seorang profesor hukum untuk memimpin pembicaraan dengan
komunitas adat guna menemukan jalan menuju rekonsiliasi dan sebuah
perjanjian. Mereka diharapkan untuk melaporkan kembali pada akhir tahun
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dengan proposal. Beberapa pemimpin pribumi telah menyerukan proses
pengungkapan kebenaran.

Australia Barat

Belum ada tindakan Pemerintah pada perjanjian atau inisiatif pengungkapan
kebenaran yang mengikuti Pernyataan Uluru dari Hati. Namun, beberapa
komentator, termasuk para pemimpin pribumi, menganggap Australia Barat telah
berkomitmen pada perjanjian pertama Australia. The South West Native Title
Settlement, kesepakatan yang dinegosiasikan tahun 2015 antara orang Noongar
dan Pemerintah Australia Barat, menyelesaikan klaim hak milik penduduk asli
untuk selama-lamanya dengan imbalan paket manfaat. Ini termasuk pengakuan
melalui Undang-Undang Parlemen, Perwalian Noongar Boodja yang permanen,
akses ke tanah kerajaan/negara untuk kegiatan adat, pengelolaan bersama Taman
Nasional dan kawasan konservasi, dan pengembangan pusat budaya. Pemukiman
memungkinkan orang Noongar untuk “mengendalikan nasib mereka sendiri, dan
membangun masa depan yang solid untuk generasi mendatang.”
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Proses pengungkapan kebenaran
di masa laludi Australia:
dua proses nasional resmi

Dua tonggak utama dalam pengungkapan kebenaran masyarakat adat terjadi
pada1980-an dan 90-an. Mereka adalah penyelidikan tematik resmi yang spesifik,
bukan penyelidikan atas pengalaman sejarah penuh masyarakat adat sejak

penjajahan.

01 Komisi Kerajaan/Negara untuk =
Kematian Aborigin dalam 3

<

Penahanan (1987-1991) 4

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran 133

Aktivis masyarakat adat mendorong pembentukan komisi menyusul
sejumlah besar kematian masyarakat adat dalam tahanan pada
1980-an. Segera setelah kampanye tersebut menarik perhatian
internasional ketika masyarakat adat mengajukan kasus mereka ke
PBB pada tahun 1987, Pemerintah Australia mengumumbkan sebuah
komisi kerajaan/pemerintah.

Awalnya hanya satu komisioner yang diangkat, tetapi karena lebih
banyak kematian dalam tahanan ditemukan, empat komisioner
ditambahkan. Empat dari lima komisioner terlatih secara hukum,
satu komisioner masyarakat adat, dan semuanya laki-laki.

Mandat

Komisi Kerajaan/Pemerintah sering digunakan di Australia untuk
menyelidiki kesalahan politik atau masalah sosial yang signifikan dan
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membuat rekomendasi kebijakan. Komisi Kerajaan/Pemerintah, tingkat
penyelidikan resmi tertinggi di Australia, adalah badan hukum formal yang
beroperasi secara yudisial. Komisi memeriksa semua kematian dalam tahanan
antara Januari1980 dan Mei 1989, di setiap negara bagian dan teritori di mana
kematian tsb. terjadi.

Komisi ini mendahului Komisi Kebenaran yang multidisiplin seperti sekarang ini.
Namun, tak lama setelah mulai bekerja, mandat awal kemudian diubah sehingga,
selain penyelidikan kasus yang lebih legalistik, ia juga dapat mempertimbangkan
masalah sosial, budaya, dan hukum yang mendasari terkaitnya kematian tersebut.
Itu bisa menanyakan bukan hanya bagaimana orang meninggal, tetapi mengapa:

({

“Mengapa orang Aborigin, yang membentuk sekitar 1,5% dari populasi Australia,
memiliki dua puluh kalivisiko kematian dalam tahanan polisi dan sepuluh kali
visiko kematian di penjara? Mengapa begitu banyak yang ditangkap dan
dimasukkan ke dalam sel dan penjara? Apakah mereka diperlakukan secara adil

oleh hukum? Mengapa begitu banyak orang Aborigin yang menganggur, bertempat
tinggal buruk, berpendidikan rendah? Mengapa kesehatan mereka buruk?
Mengapa harapan hidup mereka lebih pendek daripada orang Australia lain"ya?”

Metodologi

Ketika sidang dimulai pada tahun 1988, komisi tersebut mulai memeriksa 44 kasus,
angka yang akhirnya berkembang menjadi 99 kasus. Komisi melakukan wawancara
dengan dan menerima masukan dari anggota keluarga, Pemerintah, lembaga
pemerintah, organisasi adat dan anggota masyarakat. Audiensi publik untuk setiap
kematian diadakan dengan cara kuasi-yudisial, baik di kota asal almarhum, kota
tempat kematian terjadi, atau ibu kota. Komisi menghindari penggunaan ruang
sidang lokal untuk dengar pendapat di kota-kota pedesaan dan regional karena
asosiasi negatif mereka untuk masyarakat adat.

Menyelidiki masalah mendasar, komisi mengandalkan penelitian sosiologis dan
kriminologis, pertemuan publik, dan pengajuan untuk memahami bagaimana
masyarakat adat hidup dan untuk menghargai cara penjajahan telah
mempengaruhi mereka. Satu setengah tahun setelah Komisi dimulai, Unit
Masalah Aborigin khusus dibentuk di enam negara bagian dan wilayah Utara
untuk meningkatkan akses penelitian terhadap masalah mendasar.
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Temuan dan rekomendasi

Laporan Nasional 5jilid diajukan di parlemen nasional pada bulan April 1991.
Temuan utama adalah bahwa masyarakat adat sangat terwakili dalam tahanan,
yang menyebabkan sejumlah besar kematian. Komisi juga menemukan bahwa
hampir separuh dari mereka yang meninggal telah dipisahkan dari keluarga
mereka sebagai anak-anak. Laporan tersebut membuat 339 rekomendasi
mengenai isu-isu mendasar, yang difokuskan terutama pada:

Kecukupan penyelidikan polisi dan petugas lembaga atas kematian dalam tahanan.
Penentuan nasib sendiri dan pemberdayaan.

Layanan sosial, pendidikan, kejuruan dan hukum untuk pemuda adat.
Keragaman budaya dan kebutuhan akan praktek yang peka terhadap
budaya dalam sistem peradilan pidana dan hukum yang dominan.
Mengelola penyalahgunaan alkohol dan zat.

Meningkatkan hubungan polisi dengan, dan perlakuan terhadap, masyarakatadat.
Meningkatkan perawatan kustodian.

Sesuai dengan kewajiban internasional.

Mengatasi kebutuhan lahan.

Pentingnya rekonsiliasi.

Menindaklanjuti

Pada tahun 1991, parlemen Australia membentuk Dewan Rekonsiliasi Aborigin,
yang dipimpin oleh mantan Komisioner Kerajaan Masyarakat Adat, Pat Dodson.
Ketika Dewan dibubarkan pada tahun 2000, organisasi Rekonsiliasi Australia
dibentuk untuk terus bekerja. Pada tahun 2015, Dodson mengatakan,

({

“Pada umumnya masalah dibentuknya Komisi Kerajaan/Pemeritah untuk
memeriksa dan memberi saran kepada Pemerintah telah menjadi lebih buruk.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif rekomendasi Komisi
telah dilaksanakan ... dan apakah masalah yang diidentifikasi oleh Komisi
dipahami atau bahkan dianggap penting ... Bagi sebagian besar rakyat kita,

sistem hukum bukanlah instrumen keadilan yang dapat dipercaya—ini adalah
pabrik pengolahan yang ditakuti dan dibenci yang mendorong orang-orang kita
yang paling rentan dan cacat menuju masa depan yang rusak dan suram.™

4. Pidato Pat Dodson’s bisa diakses lewat ‘the National Press Club’: http://wwws.austlii.edu.au/au/
journals/IndiglawB/2016/12.pdf
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Tiga puluh tahun setelah Komisi Kerajaan/Pemerintah, kritik terus berlanjut tentang
kegagalan untuk menerapkan rekomendasinya, representasi berlebihan yang
berkelanjutan dari orang-orang masyarakat adat, termasuk anak-anak, dalam tahanan,
dan krisis kematian masyarakat adat yang sedang berlangsung dalam tahanan.

Pada April 2021, 474 kematian masyarakat adat lainnya dalam tahanan telah terjadi
sejak penutupan Komisi. Pada tahun 2020, protes Black Lives Matter yang meluas
terjadi di seluruh negeri, dipimpin oleh aktivis masyarakat adat yang menyerukan
tindakan segera terhadap penahanan penduduk asli dan kematian dalam tahanan.

Pembelajaran dan dukungan

Salah satu pelajaran penting dari Komisi adalah bahwa mendidik orang-
orang yang paling terpengaruh oleh hasil tentang alasan penyelidikan dan
kekuatannya adalah penting untuk lingkungan yang mendukung dan saling
percaya guna memungkinkan pengumpulan informasi. Membangun dan
mempertahankan dukungan publik adalah unsur utama keberhasilan yang
harus dimulai sebelum komisi memulai pekerjaannya.

Mengembangkan pemahaman yangjelas tentang masalah sebelumnya
akan membantu komisi menetapkan metodologinya sejak awal, daripada
harus menambahkan penelitian sosiologis dengan baik ke dalam
pekerjaannya.

Beberapa pengamat menganggap pekerjaan penelitian sosial kekurangan
sumber daya dibandingkan dengan penyelidikan yang lebih legalistik, dan
menemukan fokus pada pencegahan kematian dalam tahanan terlalu
sempit, teknis dan legalistik. Sebaliknya, beberapa orang percaya, studi yang
lebih mendalam tentang isu-isu mendasar melalui penelitian sosiologis
mungkin akan lebih bermanfaat bagi masyarakat adat.

Komisi yang semuanya laki-laki telah dikritik karena meminggirkan
perempuan pribumi. Misalnya, komisi tersebut dikatakan kurang
mempertimbangkan risiko utama terhadap kesehatan dan keselamatan
perempuan pribumi, seperti kekerasan dalam keluarga dan perlakuan polisi.
Kurangnya waktu dan sumber daya, termasukjumlah dan jenis stafyang
dipekerjakan di setiap kantor, merupakan kendala.

Beberapa masyarakat adat sangat kecewa dengan kegagalan Komisi untuk
menyalahkan polisi dan petugas penjagaan secara individu.

Ada pemantauan yang tidak memadai atas pelaksanaan rekomendasi Komisi,
dan kurangnya keterlibatan masyarakat adat. Pada peringatan 30 tahun
laporan tersebut, laporan pemantauan yang bersaing membawa momok
politik ke perdebatan daripada fokus pada dampak pada masyarakat adat.
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o 2 Penyelidikan Nasional tentang
Pemisahan Anak-anak Aborigin
dan Penduduk Kepulauan Selat
Torres dari Keluarga mereka
(1995—1997), oleh Komisi Hak
Asasi Manusia dan Kesetaraan
Nasional Australia.

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Undang-undang, kebijakan, dan praktek Pemerintah mengakibatkan
pemindahan paksa anak-anak Aborigin dan Torres Strait Islander dari
keluarga dan komunitas mereka di seluruh Australia. Praktek ini
dimulai pada akhirabad ke-19 dan menjadi bagian sistematis dari
kebijakan asimilasi yang diadopsi oleh semua pemerintah Australia
pada abad ke-20.

Ribuan anak dipindahkan oleh Pemerintah, gereja, dan badan
kesejahteraan. Mereka dipindahkan ke institusi yang dijalankan oleh
gereja dan organisasi non-pemerintah, diadopsi oleh keluarga
non-masyarakat adat, atau dipekerjakan sebagai pembantu rumah
tangga dan buruh tani. Banyak anak mengalami perlakuan yang
sangat kejam dan merendahkan, termasuk pelecehan seksual.
Mereka memiliki kontak terbatas atau tidak sama sekali dengan
keluarga mereka, dan sering kali diindoktrinasi untuk percaya pada
inferioritas masyarakat dan budaya mereka. Mereka sekarang dikenal
sebagai Generasi yang Dicuri/ the Stolen Generations.

Undang-undang tentang pemindahan anak masyarakat adat masih
berlaku pada awal tahun 1970-an. Pemindahan anak-anak
memutuskan ikatan budaya, spiritual, dan keluarga yang penting,
meninggalkan dampak yang langgeng dan antargenerasi pada
kehidupan, kesejahteraan, dan komunitas mereka. Trauma yang
dihasilkan telah diturunkan ke anak dan cucu, berkontribusi pada
kekerasan keluarga, penyalahgunaan obat-obat terlarang, menyakiti
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diri sendiri, dan masalah lain yang dihadapi masyarakat adat. Aktivis dan organisasi
masyarakat adat berkampanye untuk penyelidikan nasional terhadap kebijakan
pemindahan anak-anak masyarakat adat dari keluarga mereka. Mereka khawatir
bahwa ketidaktahuan publik tentang sejarah pemindahan paksa menghalangi
pengakuan kebutuhan para korban dan keluarga mereka serta penyediaan layanan.
Pada tahun 1995 pemerintah pusat merujuk masalah ini ke Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia dan Persamaan Kesempatan (Human Rights and Equal Opportunity
Commission/HREOC), yang memprakarsai penyelidikan nasional resmi.

Mandat

Kerangka acuan penyelidikan adalah untuk:

e Periksa efek perpisahan di masa lalu dan yang berkelanjutan pada individu,
keluarga, dan komunitas.

e Identifikasi tanggapan, termasuk rekomendasi untuk mengubah undang-
undang, kebijakan, dan praktek, menyatukan kembali keluarga, dan
mengatasi kerugian yang disebabkan oleh perpisahan.

e Identifikasi pembenaran untuk, dan sifat, kompensasi bagi mereka yang
terkena dampak.

e Tinjauundang-undang, kebijakan, dan praktek saat ini yang memengaruhi
penempatan dan pengasuhan anak-anak masyarakat adat.

Metodologi

Meskipun bukan Komisi Kebenaran, penyelidikan telah digambarkan sebagai Komisi
Kebenaran pertama di Australia. Mick Dodson, Komisaris Keadilan Sosial Aborigin
dan Kepulauan Selat Torres/ the Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice
Commissioner, mengambil tanggungjawab utama bersama dengan Presiden
Komisi untuk melakukan dengar pendapat penyelidikan. Disetiap daerah yang
dikunjungi, Komisi mengangkat seorang perempuan adat sebagai Wakil Komisioner.

Penyelidikan menunjuk perwakilan Dewan Penasihat Masyarakat Adat/Indigenous
Advisory Council untuk memberi nasihat tentang proses tersebut, yang terdiri dari
anggota dari semua wilayah utama negara tersebut. Sebuah tim dibentuk untuk
mempublikasikan Penyelidikan, mendorong kesaksian dan pengajuan, dan
mengatur dengar pendapat. Materi penjangkauan termasuk video penjelasan,
booklet/panduan informasi dan poster.

Penyelidikan mengadakan dengar pendapat di setiap ibu kota dan di banyak kota
regional dan kecil. Waktu dan sumber daya yang terbatas menghalangi kunjungan
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ke setiap tempat orang ingin memberikan bukti. Penyelidikan mengambil bukti

baik secara publik maupun secara pribadi, dan mengambil kesaksian secara tertulis

atau lisan serta menerima pengajuan tertulis.

Karenasifatingatan yang traumatis dan kesulitan yang terkait dengan
memberikan kesaksian, seorang pekerja sosial masyarakat adat mendukung para
saksi sebelum dan selama kesaksian mereka. Dukungan psikologis ekstra
diberikan oleh layanan kesehatan masyarakat adat setempat. Penyelidikan
menerima 777 pengajuan, termasuk 535 dari individu dan organisasi masyarakat
adat, 49 dari organisasi gereja dan tujuh dari Pemerintah.

Temuan dan rekomendasi

Ketika laporan berjudul “Membawa Mereka Pulang”/ Bringing Them Home
diajukan ke parlemen nasional pada Mei 1997, terungkap bahwa:

e Kebijakan pemindahan paksa menyebabkan pemindahan antara satu dari
tiga dan satu dari sepuluh anak masyarakat adat antara tahun 1910 dan1970.

e Efekdari pemindahan tersebut biasanya negatif, multipel, dan sangat
melumpuhkan.

® Anak-anak masyarakat adat ditempatkan di lembaga-lembaga, misi gereja,
diadopsi atau diasuh dan berisiko mengalami kekerasan fisik dan seksual.
Banyak yang tidak pernah menerima upah untuk kerja mereka.

® Pejabat kesejahteraan gagal dalam tugas mereka untuk melindungi
lingkungan adat dari penyalahgunaan.

e Undang-undang penghapusan bersifat diskriminatif rasial dan genosida
secara niat, karena tujuan utamanya adalah penghapusan identitas khas
masyarakat adat.

e® Banyak kasus yang melibatkan pelanggaran kewajiban menggadai dan
tugas kehati-hatian, serta tindakan kriminal.

Penyelidikanjuga melaporkan bahwa banyak orang tidak memiliki kesempatan
untuk menceritakan kisah mereka, tidak siap, atau memilih untuk tidak hadir di
forum ini. Dikatakan bahwa penyembuhan dan rekonsiliasi mengharuskan kesaksian
terus diterima dan dicatat. Sejalan dengan pengajuan oleh organisasi masyarakat
adat, Inkuiri mendukung panggilan untuk arsip nasional guna pengumpulan dan
penyajian cerita. Namun, prioritas pertama adalah memungkinkan orang untuk
menceritakan kisah mereka dan menerima konseling serta kompensasi.

Penyelidikan juga mengakui pentingnya pelaporan dengan cara yang langsung dan
dapat diakses oleh masyarakat adat, terutama mereka yang memberikan bukti
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atau membuat pengajuan. Laporan ini memberikan ringkasan laporan dan video
kepada setiap saksi dan organisasi masyarakat adat yang terlibat. Membawa
Mereka Pulang termasuk 54 rekomendasi dan seperangkat prinsip untuk
mendasari tanggapan Pemerintah terhadap mereka yang terkena dampak
pemindahan paksa anak-anak:

® Penentuan nasib sendiri: Hak orang Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat
Torres, anggota Generasi yang Dicuri, dan keluarga mereka untuk menjalankan
otonomi dalam urusan mereka dan membuat keputusan sendiri.

e Non-diskriminasi: Hak untuk bebas dari diskriminasi rasial dan untuk
mengakses layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

e Pembaruan budaya: Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya,
mengakui keragaman budaya dan kebutuhan untuk memperbaiki ikatan
keluarga dan budaya yang rusak karena pemindahan anak-anak.

e Basis kebijakan yangjelas: Kebutuhan akan serangkaian layanan yang
disepakati untuk memulai proses penyembuhan dan pemulihan, dengan
tujuan dan sasaran yang disepakati.

e Sumberdayayang memadai: Pendanaan untuk memungkinkan layanan
mengatasi beragam dampak pemindahan terhadap individu, keluarga, dan
masyarakat.

Menunjukjalan menuju tindakan di masa depan oleh seluruh negara, laporan
tersebut menyatakan, “Masa lalu sangat dekat dengan kita hari ini, dalam
kehancuran yang berkelanjutan dari kehidupan masyarakat adat Australia.
Kehancuran itu tidak dapat diatasi kecuali seluruh komunitas mendengarkan
dengan hati dan pikiran terbuka cerita-cerita tentang apa yang telah terjadi di
masa laludan, setelah mendengarkan dan memahami, berkomitmen pada
rekonsiliasi.” Salah satu rekomendasi kuncinya adalah perlunya pengakuan resmi,
dan permintaan maafatas pemindahan paksa anak-anak.

Menindaklanjuti

Tindak lanjut atas laporan itu sarat politik. Pemerintah menanggapi laporan
tersebut pada bulan Desember 1997, menyediakan paket $43 juta untuk
penelusuran dan konseling keluarga, proyek sejarah lisan, dan upaya lain untuk
mengatasi rekomendasi tersebut. Pemerintah menolak beberapa rekomendasi,
termasuk semua yang berhubungan dengan bentuk penghapusan kontemporer,
seperti standar nasional, kerangka undang-undang, dan paket keadilan sosial. Itu
juga menolak rekomendasi untuk kompensasi uang kepada para korban atau
keluarga mereka. Pemerintah juga tidak mengeluarkan permintaan maaf.
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Dalam penyelidikan Senat tahun 1999 tentang penerapan rekomendasi tersebut,
Pemerintah saatitu menyangkal ada generasi anak-anak Aborigin dan Penduduk
Kepulauan Selat Torres yang terpisah dari keluarga mereka. Dikatakan bahwa
jumlah anak yang dipisahkan tidak melebihi sepuluh persen.

Bisa dibilang publik Australia menanggapi dengan cara yang lebih terbuka
daripada Pemerintah Nasional. Hari Maaf pertama diselenggarakan satu tahun
setelah laporan, dengan puluhan ribu orang berkumpul. Pada tahun 2000,
300.000 orang berbaris melintasi jembatan Sydney Harbour untuk mendukung
Generasiyang Dicuri, dengan “Maaf” tertulis di langit di atas. Pawaijembatan
rekonsiliasi serupa terjadi di seluruh negeri.

Pada tahun 2008, lebih dari satu dekade setelah laporan tersebut, Perdana Menteri
mengajukan permintaan maaf resmi, dan Parlemen menyampaikan Permintaan
Maaf kepada Masyarakat Adat Australia, menerapkan rekomendasi penting dari
laporan tersebut. Yayasan Penyembuhan Penduduk Aborigin dan Selat Torres
didirikan pada tahun 2009, mengikuti Permintaan Maaf.

€=
Organisasi adat mencatat bahwa pemerintah Australia berturut-turut menentang §
proses nasional untuk kompensasi. Pemerintah terus merespons dengan ;7»“
mendanai layanan untuk komunitas Aborigin dan Torres Strait Islander yang lebih =
luas, daripada Generasi yang Dicuri pada khususnya. Pada Agustus 2021, beberapa o
negara bagian setuju untuk membayar kompensasi kepada para korban. Namun, S
Pemerintah Nasional menegaskan ini adalah tanggung jawab negara, dan tidak 141

semua negara bagian telah setuju untuk bertindak —bahkan di negara bagian yang
telah bertindak, ada kekhawatiran besar bahwa kriteria dan ketergantungan pada
catatan resmiyang buruk akan mengecualikan banyak Generasi yang Dicuri.

Belum ada pemantauan formal atas pelaksanaan rekomendasi. Dua puluh tahun
setelah laporan, dua LSM Pribumi melakukan penilaian, dan menemukan kurang
dari satu dari sepuluh rekomendasi telah dilaksanakan sepenuhnya. Mereka
melaporkan bahwa meskipun ada kemajuan di beberapa bidang, tidak pernah ada
upaya kolaboratif dan sistematis untuk mengatasi rekomendasi tersebut.

Selanjutnya, praktek modern untuk mengeluarkan anak-anak masyarakat adat
dari keluarga mereka terus berlanjut. Pada tahun 2020, sebuah LSM masyarakat
adat terkemuka tentang anak-anak dan hak-hak keluarga melaporkan bahwa
anak-anak masyarakat adat lebih dari sepuluh kali lebih mungkin untuk
dipindahkan oleh layanan Pemerintah dari keluarga mereka daripada anak-anak
non-pribumi.
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Pembelajaran dan dukungan

Masyarakat adat yang diminta untuk memberikan kesaksian tentang
pengalaman traumatis membutuhkan dukungan psikososial, yang
seringkali kurang, terutama di daerah terpencil. Penyelidikan membangun
dukungan ke dalam prosesnya, dan The Healing Foundation yang muncul
kemudian telah menjadi langkah penting menuju pengungkapan
kebenaran yang lebih berkelanjutan dengan masyarakat adat di Australia.
Sepertiyang didokumentasikan dalam pengalaman masyarakat adat diseluruh
dunia, trauma seringkali bersifat antargenerasi. Penting untuk mengingat
fakta ini saat merancang dan menerapkan proses pengungkapan kebenaran.
Bahkan [embaga dengan sumber daya yang cukup baik di negara kaya,
seperti Komisi Hak Asasi Manusia dan Persamaan Kesempatan Australia/
Australia’s Human Rights and Equal Opportunity Commission, tidak
memiliki waktu dan sumber daya untuk menjangkau semua komunitas dan
orang yang ingin bersaksi.

Penyelidikan mengakui bahwa bagi sebagian orang waktu atau forum
penyelidikan mungkin tidak tepat bagi mereka untuk bersaksi. Penyelidikan
menyoroti kebutuhan untuk terus merekam kesaksian di luar masa
berlakunya.

Banyak masyarakat adat yang tidak berbagi cerita tentang pengalaman
traumatis mereka di luar keluarga dekat dan komunitas. Banyak yang bahkan
tidak memilikijaringan dukungan ini karena pengalaman kolonial. Bagi banyak
masyarakat adat di seluruh dunia, secara fisik tidak aman untuk berbagi
cerita ketika mereka masih menjadi sasaran kekerasan. Bahkan tanpa
bahaya fisik, warisan hubungan yang mengancam dengan pihak berwenang
membuat proses mempercayai proses resmi menjadi sulit. Kepemimpinan
memainkan peran penting, termasuk kepemimpinan masyarakat adat.
Sistem pemantauan yang disepakati dan kredibel untuk pelaksanaan
rekomendasi harus dibuat, dengan partisipasi yang signifikan oleh
masyarakat adat.

Laporan Generasi yang Dicuri memiliki dampak besar dan tahan lama pada
populasi non-pribumi Australia yang lebih luas; itu menggeser narasi
nasional dan membuka diskusi dengan cara yang signifikan. Ini
menunjukkan kekuatan masyarakat adat berbagi cerita mereka.

Pada saatyang sama, dibutuhkan lebih dari satu dekade untuk permintaan
maaf resmi, dan banyak rekomendasi Penyelidikan yang belum ditindaklanjuti.
Pemindahan anak-anak masyarakat adat dari keluarga mereka tetap
menjadi masalah utama di Australia, jika di bawah kebijakan yang berbeda.
Para pemimpin dan aktivis masyarakat adat terus menyerukan aksi.
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Inisiatif masyarakat sipil

Untuk mendemonstrasikan berbagai kemungkinan pengungkapan kebenaran,
sejumlah kecil inisiatif masyarakat sipil di Australia pada tingkat nasional dan lokal
dijelaskan di bawah ini.

Kontra narasi dalam gerakan seni
Kimberley Timur: Pengungkapan
kebenaran asli melalui budaya dan seni
tradisional dan kontemporer.

€
g
J
B
Latar belakang 4
=
o
Masyarakat adat dan komunitas tentunya memiliki cara tersendiri
untuk mewariskan informasi, pengetahuan, budaya dan hukum secara
143

lintas generasi. Media adat dan proses artistik semakin memasukkan
pengungkapan kebenaran tentang peristiwa dan pengalaman
bersejarah, seperti konfrontasi dengan penjajah yang datang dan
pembantaian perbatasan selama 50 tahun di wilayah barat laut terpencil
Australia. Sebuah gerakan seni rupa pribumi modern di masyarakat
telah menghadirkan kontra-narasi yang kuat selama “perang sejarah”
yang kontroversial tentang periode pemukim kolonial awal.

Wilayah Kimberley Timur adalah wilayah yang luas di barat laut
Australia yang terpencil. Ini adalah rumah bagi masyarakat adat Gija,
yang menyebut periode 1880-1927 sebagai “The Killing Time”.
Pemerintah kolonial menyebutnya sebagai masa “pasifikasi”.

Dari akhir1880-an hingga 1940-an, pemerintah kolonial mendorong
para penggembala untuk berekspansi ke wilayah Kimberley Timur,
dengan sedikit memperhatikan komunitas adat. Pembunuhan massal,
pemindahan paksa dan pelanggaran lainnya terhadap masyarakat
adat menyusul. Komunitas adat, yang mengingat setidaknya sepuluh
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pembantaian selama periode ini, melawan, terkadang dengan kekerasan.
Pembunuhan itu berlangsung sekitar 5o tahun. Pada tahun 1927, pemerintah negara
bagian memanggil Komisi Kerajaan setelah satu pembantaian yang terkenal
kejam. Ditemukan 20 orang masyarakat adat dibunuh dengan partisipasi oleh
petugas polisi, meskipun yang lain mengatakan lebih banyak lagi yang terbunuh.

Seni dan budaya sebagai pengungkapan kebenaran pribumi di masa
sejarah yang diperebutkan

Masyarakat Gija memiliki warisan seni visual dan budaya pertunjukan yang kaya,
seperti lagu dan tarian. Seni cadas di seluruh area sudah ada sejak hampir 20.000
tahunyang lalu. Pada 1970-an dan 80-an, gerakan seni kontemporer yang terkenal
secara internasional dimulai dengan karya Rover Thomas, yang mendorong orang
lain untuk mengambil lukisan. Baris lagu, tarian dan lukisan mengacu pada
peristiwa kontemporer atau sejarah, termasuk The Killing Times.

Pada1990-an dan awal 2000-an, kebijakan rekonsiliasi pemerintah yang terkadang
kontroversial terungkap bersamaan dengan “perang sejarah” tentang kebenaran
kekerasan pemukim pada periode awal kolonialisme. Tradisi lisan Gija telah
menghidupkan sejarah The Killing Times, tetapi beberapa sejarawan tetap sangat
skeptis bahwa pembantaian semacam itu terjadi. Pada awal 2000-an, seniman
Gija memutuskan untuk membawa karya mereka ke publik yang lebih luas.

“Blood on the Spinifex”, sebuah pameran seni visual tahun 2002 di Melbourne,
menampilkan lukisan oleh sepuluh seniman yang menggambarkan pembantaian.
Pameran dibuka oleh GubernurJenderal. Kurator menulis bahwa para tetua Gija
mengetahui penolakan pembantaian, dan memutuskan untuk memasuki debat
menggunakan budaya mereka melalui lukisan.

“Fire Fire Burning Bright” adalah pertunjukan yang didasarkan padajoonba
tradisional yang diasosiasikan dengan satu lukisan dalam pameran, “Bedford
Downs Massacre” oleh Timmy Timmes. Grup Pertunjukan Neminuwarlin, yang
dipimpin oleh saudara perempuan seniman, seorang wanita Miriwoong/Gija
bernama Peggy Patrick, menggabungkan lagu dan tarian tradisional dengan unsur-
unsur tradisi teater barat. Mereka membawa pertunjukan ke Darwin, Perth, dan
Melbourne, seperti yang dikatakan Patrick, “untuk membuat orang kulit putih
mengerti tentang hal-hal ini.”

Serangkaian karya ini merupakan kontra-narasi oleh masyarakat adat selama
periode sejarah yang diperebutkan dengan panas, sebuah kebenaran masyarakat
adatyang menceritakan tentang masa lalu, menggabungkan seni, pertunjukan,
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dansejarah. Hingga akhir tahun 2020, karya seni seniman Kimberley Timur
terkenal Queenie McKenzie ditampilkan di depan umum untuk pertama kalinya.
Museum Nasional Australia membeli lukisan itu pada tahun 2005 tetapi tidak
pernah dipamerkan karena perbedaan pendapat tentang pembantaian yang
digambarkannya. “Mistake Creek Massacre” akhirnya ditampilkan dalam pameran
“Talking Blak to History” di National Art Gallery, yang bertujuan untuk
menambahkan suara-suara masyarakat adat ke dalam narasi sejarah Australia.

Proyek Pembantaian Kolonial di Garis
Depan 1788-1930, Universitas Newcastle

Latar belakang

Proyek University of Newcastle adalah rekor pembantaian perbatasan
pertama di seluruh Australia, Pekerjaan dimulai pada tahun 2014,
sebagian besar sebagai tanggapan terhadap “perang sejarah” tahun
1990-an tentang praktek dan kekerasan pemukim kolonial, di mana
akademisi memainkan peran utama. Akademisi yang memprakarsai
proyek inijuga dipengaruhi oleh beasiswa internasional dan studi
tentang pembantaian dalam konteks konflik yang berbeda.

Mandat

Proyek ini menetapkan lima tujuan:

e® Lebihdari4 tahap mengidentifikasi dan mencatat lokasi
pembantaian di perbatasan terhadap orang Aborigin dan
non-Aborigin di seluruh Australia dari tahun 1788 hingga1930.

e Tetapkan metodologiyangjelas untuk menginterogasi
beragam sumber.

e Menyediakan sumberyang dapat diandalkan bagi para
peneliti.

e Menginformasikan debat publik tentang kekerasan
perbatasan di garis depan pada masa kolonial.

® Memberikan pengetahuan akses terbuka kepada publik dan
mengundang kontribusi.
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Metodologi

Sejalan dengan praktik internasional, proyek tersebut mendefinisikan
pembantaian di perbatasan kolonial sebagai pembunuhan yang disengaja dan
melanggar hukum terhadap enam orang atau lebih dalam satu operasi.

Proyek ini memanfaatkan sumber-sumber arsip kolonial seperti catatan
Pemerintah seperti laporan polisi dan pengadilan, surat kabar dan surat. Secara
signifikan, akademisi juga membuka proyek untuk menerima informasi dari
individu dan komunitas di seluruh negeri — termasuk keturunan penyintas. Dari
informasi yang dikumpulkan dan dikuatkan, tim akademik membuat peta digital
langsung yang menggambarkan situs-situs pembantaian masyarakat adat di
seluruh Australia di era kolonial.

Mulai tahun 2014, final dari empat tahap proyek selesai pada tahun 2021.

Temuan

Dalam menyajikan temuan awal, proyek secara eksplisit melaporkan bahwa
“informasi di situs ini merupakan bukti terbaik yang tersedia untuk tim peneliti. Ini
tetap dapat berubah dari umpan balik yang sedang berlangsung, konsultasi
masyarakat dan penelitian. Tim peneliti mengundang saran dan koreksi.”

Proyek ini merinci berbagai karakteristik pembantaian kolonial dari informasi yang
dikumpulkannya. Statistik proyek dan garis waktu peta menunjukkan bahwa
pembantaian terus menyebar di seluruh perbatasan kolonial Australia dengan
puncak yang mencolok dalam jumlah pembantaian dari tahun1820-an hingga
1840-an di tenggara benua, tahun 1860-an dan 1870-an di Queensland dan pada
tahun1890-an di Northern Territory dan wilayah Kimberley di Australia Barat.
Analisis awal menunjukkan bahwa agen negara terlibat dalam setidaknya 50%
pembantaian.

Proyek ini mendokumentasikan 304 pembantaian yang dikuatkan, semua kecuali
12 di antaranya adalah pembantaian kelompok masyarakat adat. Temuan awal
menunjukkan lebih dari 8.140 masyarakat adat tewas dalam laporan yang
dikuatkan ini, dan 146 pemukim (orang kulit putih).
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Pembelajaran dan dukungan

Beberapa pelajaran dari proyek ini meliputi:

Penggunaan teknologi digital yang inovatif untuk merekam dan
menampilkan data historis dengan cara yang mudah diakses dan interaktif.
Sifat proyek yang open source, memungkinkan publik untuk menambahkan
informasi ke upaya penelitian sangat memperluas kumpulan informasi dan
pengetahuan.

Skala penelitian dan data, memberikan proses pengungkapan kebenaran
yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang pembantaian di kolonisasi
Australia—khususnya tidak biasa sebagai proses pengungkapan kebenaran
yang berfokus pada tahun-tahun awal kontak antara penjajah dan
masyarakat adat, di luar kehidupan saat ini.

Kemitraan kreatifnya dengan surat kabar Guardian Australia untuk
membawa proyek ini ke khalayak nasional dan internasional.

Konsultasi dengan institusi pendidikan pribumi Wollotuka Institute dan

Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies (AIATSIS) =
merupakan landasan penting untuk penelitian oleh institusi akademik §
2
2
Pembantaian Myall Creek:
147

pengungkapan kebenaran dan
rekonsiliasi lokal

Latar belakang

Pembantaian Myall Creek adalah salah satu pembantaian periode
garis depan yang paling terkenal. Pada tahun 1838, peternak kulit
putih memburu dan membunuh 28 pria, wanita, dan anak-anak
Aborigin di Myall Creek di pedesaan New South Wales. Itu adalah
satu-satunya saat beberapa pelaku pembantaian masyarakat adat
dibawa ke pengadilan, dengan pengadilan kolonial menjatuhkan
hukuman gantung kepada tujuh orang.
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Pada tahun 1998, Cereja Uniting mengadakan konferensi rekonsiliasi di Myall
Creek. Acara tersebut mengarah pada pembentukan Friends of Myall Creek
Memorial Committee, sekelompok masyaakat adat dan non-adat Australia,
beberapa di antaranya adalah keturunan dari para korban dan pelaku
pembantaian.

Metodologi

Pada tahun 2000, Komite mengatur agar sebuah tugu peringatan ditempatkan di
lokasi tersebut. Setiap tahun upacara peringatan menarik ratusan orang dari
seluruh negeri, termasuk keturunan, anggota masyarakat setempat, dan anak-
anak sekolah. Situs ini telah terdaftar sebagai warisan, dan sekarang dianggap
penting dalam narasi sejarah nasional. Ada rencana untuk pusat pendidikan bagi
pengunjung, banyak dari mereka berasal dari sekolah-sekolah.

Pembelajaran dan dukungan

Dalam sebuah wawancara tahun 2013, Penatua Gamilaraay Aunty Sue Blacklock,
keturunan korban dan korban pembantaian, dan pendiri situs peringatan dan
peringatan tahunan mengatakan, “Ini telah mengangkat beban dari hati dan
pundak saya untuk mengetahui bahwa kita dapat bersatu dalam persatuan,
berkumpul dan berbicara dalam rekonsiliasi satu sama lain dan menunjukkan
bahwa itu dapat berhasil, bahwa kita dapat hidup bersama dan bahwa kita dapat
memaafkan. Dan itu benar-benar membuatku merasa ringan. Saya tidak
menemukan lagi beban dijiwa saya.”

Selama konsultasi tentang pengungkapan kebenaran setelah Pernyataan Uluru
dari Hati, para pemimpin masyarakat adat nasional berbicara tentang proses Myall
Creek sebagai model untuk kegiatan pengungkapan kebenaran lokal yang
dibutuhkan di seluruh negeri.

5. Bagian wawancara Aunty Sue Blacklock bisa diakses online lewat ‘the Australian Association of
Social Workers’: https://www.aasw.asn.au/document/item/6227
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Simposium dan
Laporan Kebenaran 2018

Pada Oktober 2018, Reconciliation Australia dan The Healing
Foundation mengumpulkan para ahli dari seluruh negeri untuk
sebuah Simposium pengungkapan kebenaran. Temuan, refleksi, dan
rekomendasi dari Simposium dikumpulkan dalam sebuah laporan
yang secara khusus diberikan komitmen untuk proses pengungkapan
kebenaran di seluruh negeri.

Pekerjaan Yayasan Penyembuhan telah menguraikan perlunya
pengungkapan kebenaran untuk mengatasi trauma dan rasisme yang
dihadapi oleh masyarakat Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat
Torres. Yayasan—yang merupakan organisasi non-pemerintah Pribumi
yang didirikan setelah laporan Bringing Them Home dari HREOC
(lihat di atas) — menelusuri asal-usul trauma yang sedang berlangsung
ini pada sejarah awal kekerasan Australia dan kebijakan genosida
yang mengikutinya, termasuk pemindahan paksa anak-anak .

Dikatakan bahwa kurangnya pemahaman bersama tentang sejarah
adalah sumber trauma yang berkelanjutan dan penghalangjalan
menuju rekonsiliasi.

Rekonsiliasi Penelitian Australia menunjukkan bahwa sekitar
sepertiga orang Australia tidak mengetahui atau menerima beberapa
aspek mendasar dari sejarah bersama Australia, termasuk
pembunuhan massal, penahanan, pemindahan paksa dari tanah dan
pembatasan pergerakan.

The Truth Telling Symposium atau Simposium untuk Menceritakan
Kebenaran bertujuan untuk menyelidiki, mendorong, dan berbagi
cara agar pengungkapan kebenaran dapat mendukung
penyembuhan dan rekonsiliasi di Australia. Ini berfokus pada:

e® Pentingnya pengungkapan kebenaran.

o Kebenaranyang perludiberitahukan.

e® Berbagai praktik pengungkapan kebenaran yang mungkin
berlaku di Australia.

@ Prinsip panduan untuk proses masa depan.
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Para peserta mengembangkan daftar sepuluh prinsip untuk memandu proses
pengungkapan kebenaran di Australia:

1.

10.

Hak untuk mengetahui banyak kebenaran kita: Pengungkapan kebenaran
harus mencakup ketidakadilan masa lalu dan kontemporer,
memberdayakan banyak narasi, dan merangkul kompleksitas.
Keselamatan adalah yang terpenting: Waktu dan upaya harus dikerahkan
untuk menciptakan ruang yang aman, termasuk cara untuk memastikan
pengungkapan kebenaran dilakukan dengan cara yang aman secara budaya.
Pengakuan dan kontrol Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres:
Masyarakat dan komunitas adat harus memimpin desain proses
pengungkapan kebenaran dan narasi yang mereka buat, termasuk
bagaimana keterlibatan terjadi, cerita apa yang diceritakan, dan catatan apa
yang disimpan.

Dengarkan, saksikan, dan catat: Audiens harus dapat mendengarkan dan
menerima kebenaran yang dibagikan. Catatan yang akurat harus disimpan
dan masyarakat adat harus mempertahankan kepemilikan catatan yang
berkaitan dengan kisah pribadi mereka.

Membangun dokumen kebenaran: Pengungkapan kebenaran harus
diinformasikan oleh pekerjaan sebelumnya, khususnya UNDRIP dan
Pernyataan Uluru dari Hati.

Inklusivitas dan timbal balik: Penduduk Non-Pribumi Australia, termasuk
pendatang baru, memiliki peran penting dalam pengungkapan kebenaran.
Kepekaan waktu: Urgensi untuk mengatakan yang sebenarnya harus
diimbangi dengan memberikan waktu untuk partisipasi luas dalam proses
yang sulit.

Tanggungjawab, tindakan, dan akuntabilitas: Pengungkapan kebenaran
membutuhkan tanggungjawab dan tindakan untuk memastikan
ketidakadilan di masa lalu tidak terulang. Sumber daya diperlukan dan
harus ada akuntabilitas untuk hasil.

Penyembuhan, keadilan, dan pembangunan bangsa: Pengungkapan
kebenaran adalah proses yang tidak nyaman yang bukan tentang rasa malu
atau bersalah, tetapi mendorong perubahan dan penerimaan yang positif.
Pemberitaan kebenaran adalah anugerah: Pemberitaan kebenaran
bermanfaat bagi bangsa, dan masyarakat harus didukung untuk
menceritakan kisah yang ingin mereka ceritakan dengan cara yang ingin
mereka sampaikan.
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Selandia Baru

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Masyarakat adat membentuk sekitar 15% dari populasi Selandia Baru
(Aotearoa). Suku Maori, orang-orang asal Polinesia, datang ke
Selandia Baru dalam serangkaian perjalanan lautyang panjang
sekitar abad ke-13. Orang Eropa pertama kali tiba pada awal abad
ke-17, dan sejak akhir abad ke-18 ada kontak reguler dengan para
pedagang, misionaris, dan pelaut. Seorang penduduk Inggris
mendirikan kehadirannya pada tahun 1830-an, melapor kepada
gubernur koloni Inggris di New South Wales. Pada tahun 1841,
Selandia Baru menjadi koloni Inggris dengan sendirinya.

Bab 4: Asia-Pasifik

Perjanjian Waitangi ditandatangani pada 6 Februari1840 antara

Inggris dan sekitar 40 kepala suku Maori. Lebih dari 500 ratus kepala 151
suku, semuanya kecuali 39, menandatanganinya dalam upacara di

seluruh negeri tahun itu. Terlepas dari Perjanjian tsb., ketika

pemukiman kolonial meluas, konflik pun terjadi. Tahun 1840-an

hingga 1870-an adalah periode kekerasan yang dikenal sebagai

Perang Selandia Baru, diikuti oleh perampasan tanah dan

marginalisasi hukum, ekonomi dan sosial suku Maori melalui

dominasi budaya dan kebijakan asimilasi selama abad ke-2o0.

Dianggap sebagai dokumen pendirian Selandia Baru, Perjanjian
tersebut telah menjadi sumber perdebatan dan kontroversi yang
konstan. Perjanjian adalah pernyataan prinsip yang luas, bukan
konstitusi atau undang-undang, yang menetapkan kesepakatan
umum antara Inggris dan Maori untuk mendirikan negara-bangsa
dan membangun pemerintahan.

Dari penandatanganannya, Perjanjian telah dipahami secara berbeda
oleh para pihak, sebagian besar karena berbagai versi bahasa Inggris
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dan Maori. Dalam versi bahasa Inggris, Maori menyerahkan kedaulatan mereka ke
Inggris dengan imbalan perlindungan hak milik mereka atas tanah dan sumber
daya alam. Namun, dalam versi Maori, yang diserahkan adalah otoritas
pemerintahan daripada kedaulatan.

Status Perjanjian telah berkembang dan sekarang dianggap sebagai dokumen
konstitusional. Selandia Baru tidak memiliki konstitusi tertulis tunggal, melainkan
kumpulan hukum umum, kebiasaan, dan undang-undang. Namun, sebagai
perjanjian internasional, status Perjanjian dalam hukum Selandia Baru kurang
diselesaikan. Hak perjanjian hanya dapat ditegakkan di pengadilan ketika undang-
undang atau undang-undang secara eksplisit mengacu pada Perjanjian. Pada
tahun 1975, Pengadilan Waitangi membantu mengatasi masalah ini.

Pengadilan Waitangi

Latar belakang

Selama lebih dari satu abad, Maori mencoba menyelesaikan keluhan
dengan Mahkota melaluijalur hukum seperti petisi dan kasus
pengadilan, dengan sedikit keberhasilan. Dari tahun 1960-an dan
70-an muncul gerakan Maori yang menyerukan kesetaraan yang lebih
besar dan penghentian penjualan tanah suku Maori. Seiring waktu,
protes Maori bergeser dari mencela Perjanjian menjadi menyerukan
Pemerintah untuk menghormati kewajibannya berdasarkan
perjanjian tsb. Pada tahun 1975, pawai tanah Maori di Parlemen
adalah momen yang menentukan.

Mandat

Pada tahun 1975 Pengadilan Waitangi didirikan oleh tindakan
parlemen dengan hak eksklusif untuk menentukan arti dari
Perjanjian tsb. dan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran-
pelanggarannya. Pengadilan Waitangi adalah komisi penyelidikan
tetap, bukan pengadilan atau lembaga sementara. Ini adalah
lembaga unik yang dikembangkan untuk memfasilitasi hubungan
negara-masyarakat adat.
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Pengadilan mempertimbangkan klaim yang diajukan oleh orang Maori, mengklaim
pelanggaran Perjanjian Waitangi yang berkaitan dengan undang-undang,
kebijakan, tindakan atau kelalaian oleh Pemerintah. Peranan Tribunal meliputi:

e Menanyakan dan membuat rekomendasi tentang klaim yang beralasan.

@ Meneliti dan melaporkan undang-undang yang diusulkan.

® Membuatrekomendasi atau penetapan tentang lahan untuk hutan
Kerajaan (Inggris), perkeretaapian, badan usaha milik negara, dan lembaga
pendidikan.

Ketika mempertimbangkan Perjanjian, Pengadilan berfokus pada prinsip-
prinsipnya, yang meliputi:

e Kemitraan: Maori dan negara, sebagai mitra Perjanjian, memiliki kewajiban
untuk bertindak secara wajar terhadap satu sama lain dan sepenuhnya
dengan itikad baik.

® Perlindungan aktif: Traktat menetapkanjaminan yang membebankan
kewajiban positif pada negara.

e Gantirugi: Dimana kewajiban Perjanjian dilanggar, ganti rugi harus diberikan. b=

©

o

Pengadilan tidak memiliki kekuatan wajib tetapi dapat melaporkan klaim dan ;7»“

membuat rekomendasi. Dua pengecualian adalah bahwa Pengadilan dapat =

mengarahkan tanah Perusahaan Negara dan Hutan Mahkota untuk dikembalikan 3
ke Maori, meskipun kekuasaan inijarang digunakan. S
153

Metodologi

Pengadilan telah berkembang selama lebih dari 40 tahun. Mandat dan prosesnya
lebih luas daripada pengadilan, karena ia mengambil pendekatan multi-disiplin
untuk penyelidikannya.

Saat memeriksa klaim, Pengadilan melakukan penelitian sejarah yang terperinci,
di luar proses persidangan yang mendengarkan bukti dari para pihak. Pengadilan
secara proaktif mencari kebenaran, tidak terbatas pada mendengarkan pengajuan
dari penggugat dan pemerintah Maori.

Pengadilan berusaha untuk menjadi bikultural dan bilingual. Sekitar setengah dari
anggotanya adalah Maori, dan setidaknya satu Maori harus duduk di setiap panel.
Anggota yang bertambah dari tiga menjadi 20, belum tentu berlatar belakang
hukum. Mereka mungkin memiliki kualifikasi dalam sejarah, atau sebagai penatua,
pebisnis, atau orang lain yang memiliki kedudukan. Banyak bukti diambil dalam
bahasa Maori.
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Pengadilan mengadakan dengar pendapat di “kainga”, di rumah pertemuan adatdi
desa-desa, di depan masyarakat yang mengajukan gugatan. Dengar pendapat
diadakan sebanyak mungkin sesuai dengan adat Maori setempat. Upacara
penyambutan membuka setiap dengar pendapat, dan dimulai dengan diakhiri
dengan doa setiap hari.

Temuan dan rekomendasi

Pada tahun-tahun awalnya, Pengadilan tidak memberikan dampak yang
signifikan dan hanya sedikit saja yang diketahui. Hingga awal 1980-an,
Pengadilan hanya mempertimbangkan beberapa hal saja.

Pada1980-an, Pengadilan mulai mendengar lebih banyak klaim di bawah
proses bikultural, kurang formal dalam penggunaan hukum barat dan lebih
relevan secara budaya dengan orang Maori. Audiensi sering diadakan di
tanah penggugat, di kompleks tradisional mereka, dan bukti dapat
diberikan dalam bahasa Maori.

Ketika dibentuk pada tahun 1975, Pengadilan hanya berwenang untuk
menangani hal-hal yang timbul setelah tanggal Undang-Undang. Namun,
keluhan utama Maori berasal dari abad ke-19 dan khususnya periode
perampasan tanah. Satu argumen adalah bahwa tidak ada bukti sejarah
yang cukup untuk mendengar keluhan sebelumnya. Sebuah undang-
undang tahun 1985 memungkinkan Pengadilan untuk mempertimbangkan
keluhan historis sejak tahun 1840, dan ada peningkatan besar dalam klaim.
Lonjakan ini mempengaruhi cara Pengadilan mempertimbangkan klaim
tsb. Untuk mengelola arus masuk yang besar, sejak tahun 1996 Pengadilan
meluncurkan apa yang dikenal sebagai sistem penyelidikan distrik.
Penelitian rinci di tingkat kabupaten disusun ke dalam buku kasus
kabupaten, dan dengar pendapat tingkat kabupaten dilakukan. Proses ini
telah menjadi fokus utama Pengadilan selama dua dekade terakhir, dan
pada tahun 2021 sebagian besar penyelidikan tingkat distrik telah
diselesaikan, 37 seluruhnya. Namun, pada tahun 2008 parlemen mencabut
kewenangan Pengadilan untuk mempertimbangkan klaim sejarah baru.
Pemerintah membentuk Office of Treaty Settlements untuk mengembangkan
kebijakan tentang klaim sejarah yang kompleks. Setelah rekomendasi
Pengadilan, kantor ini merundingkan penyelesaian dengan pihak Maori.
Sebagai komisi penyelidikan tetap, Pengadilan menggunakan metodologi
pencarian kebenaran yang proaktif. Pendekatan ini telah mempromosikan
sebuah proses yang didasarkan pada itikad baik, pembangunan
kepercayaan dan kemitraan lebih dari yang akan dilakukan oleh sistem
peradilan yang bermusuhan.
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Pengadilan telah melakukan penyelidikan, mendengar bukti, dan
mengeluarkan laporan dan rekomendasi kepada pemerintah atas berbagai
klaim, termasuk yang terkait dengan tanah dan sumber daya alam, hak
penangkapan ikan, perlindungan bahasa dan kebijakan penyiaran, dan
penyampaian layanan sosial, serta hukum dan kebijakan mempengaruhi
pengetahuan tradisional dan budaya Maori.

Pembelajaran dan dukungan

Keberhasilan:

Pengadilan Waitangi adalah mekanisme dan proses tanpa perbandingan
yang nyata. Ini adalah penyelidikan nasional berdiri dengan pengaruh
langsung pada kasus dan kebijakan nasional mengenai hubungan antara
masyarakat adat dan non-adat.

Aktivisme Maori yang berkelanjutan pada tahun 1960-an dan 1970-an yang
menuntut tindakan atas warisan kolonial yang tidak adil menciptakan
kondisi untuk pembentukan Pengadilan.

Perjanjian Waitangi tahun 1840 memberikan fokus dan struktur yangjelas
pada investigasi Pengadilan, bahkan saat Pengadilan membantu
menghidupkan Perjanjian di Selandia Baru modern. Di negara-negara tanpa
Perjanjian antara masyarakat adat dan non-adat, proses seperti itu akan
lebih sulit.

Mandat awal, operasi dan dampak Pengadilan terbatas. Menjadi komisi
penyelidikan tetap daripada komisi kebenaran jangka pendek atau
penyelidikan memungkinkan badan tersebut untuk berkembang dan
memperkuat relevansinya dengan tantangan historis dan kontemporer.
Jangka waktu terbuka ini juga membantu Pengadilan mengembangkan cara
baru untuk mengelola klaim. Pada awal 1990-an, dengan tumpukan ratusan
klaim historis, Pengadilan mengembangkan sistem penyelidikan distrik
untuk merampingkan penelitian tentang isu-isu utama di setiap distrik dan
isu-isu penting secara nasional. Pada tahun 2000-an, Pengadilan
mengembangkan “Pendekatan Baru” untuk membantu para pihak
mencapai penyelesaian lebih cepat. Ini membantu Maori dan partai-partai
pemerintah mengidentifikasi bidang-bidang kesepakatan, memungkinkan
identifikasi cepat atas isu-isu yang lebih kontroversial.

Pengadilan tidak selalu populer, dan telah bertahan dari periode kontroversi
dan seruan untuk penghapusannya. Sebagai komisi penyelidikan yang
berdiri, Pengadilan berjalan di garis antara menjadi badan hukum yang
mempertimbangkan klaim, sementara juga memainkan peran penting
dalam kebijakan dan keputusan sosial dan politik.
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Pengadilan sering berjalan di atas tali, menegaskan otoritasnya namun
bertindak secara terkendali pada isu-isu yang menyebabkan reaksi publik.
Misalnya, masalah pengembalian tanah dan reparasi tanah sering menjadi
kontroversi. Sementara undang-undang memberikan kekuasaan kepada
Pengadilan untuk mengarahkan agar tanah Perusahaan Negara dan Hutan
Kerajaan dikembalikan ke Maori, kekuasaan inijarang digunakan. Dalam
Laporan Te Roroa tahun 1992, Pengadilan merekomendasikan
pengembalian tanah pribadi, menyebabkan kemarahan publik dan undang-
undang membatasi pengembalian ke tanah Kerajaan.

Pengadilan telah mengambil pendekatan bahwa ganti rugi finansial untuk
kehilangan tanah akan terlalu rumit dan di luar kemampuan negara. lajuga
menemukan bahwa keluhan masyarakat adat tidak dapat diatasi dengan
kompensasi uang saja. Pengadilan mendukung penyelesaian berwawasan
ke depan untuk memulihkan basis ekonomi yang hilang bagi masyarakat
sambil menangani masalah mendasar hilangnya otonomi suku atau
kemampuan untuk mengatur diri mereka sendiri melalui adat. Pada tahun
2000-an, selain paket keuangan, penyelesaian biasanya mencakup
permintaan maaf resmi dan pengakuan asosiasi budaya dengan tanah,
termasuk penggantian nama tempat secara resmi.

Langkah Pengadilan untuk menjadi relatif informal dalam hal prosedur
hukum barat, dan memusatkan prosesnya dalam budaya dan bahasa Maori,
telah membantu membuatnya relevan dan kredibel bagi komunitas Maori.
Pemerintah telah mempromosikan rute yang lebih cepat, bernegosiasi
langsung dengan pemerintah. Namun, orang Maori telah menunjukkan
bahwa mereka lebih suka proses yang lebih lambat dan lebih mahal untuk
bekerja melalui Pengadilan, sebagai tanda kredibilitasnya.

Mandat Pengadilan memungkinkan rekomendasi di luar apa yang bisa
dilakukan pengadilan ketika mempertimbangkan kasus individu.
Pengadilan mempengaruhi kebijakan dan undang-undang sosial utama,
membawa perubahan luas seperti menjadikan Maori sebagai bahasa resmi
negara tersebut. Badan seperti Pengadilan mungkin lebih cocok untuk
menangani keluhan historis mendasar dari masyarakat adat yang
mencakup, tetapi lebih dari itu, legalitas untuk memasukkan faktor sosial
dan politik sebagai inti dari kontrak sosial koeksistensi dengan masyarakat
non-adat.

Meskipun Pengadilan membuat sebagian besar rekomendasi yang tidak
mengikat, sebagian besar keputusan telah dilaksanakan secara penuh atau
sebagian oleh pemerintah.

Pengadilan telah mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang
hubungan Pribumi-non-Pribumi sepanjang sejarah Selandia Baru, warisan
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pendidikan yang mungkin melampaui negara lain dengan sejarah kolonial.
Pengadilan memberikan kontribusi besar bagi kesadaran publik tentang
keluhan sejarah Maori dan masalah serta budaya kontemporer.
Menggabungkan dampak-dampak ini, Pengadilan Waitangi dapat dianggap
sebagai faktor utama dalam pergeseran paradigma dalam wacana resmi
dan publik yang berkaitan dengan hak-hak Maori.

Orang Maori berperan aktif dalam mengembangkan Deklarasi PBB tentang
Masyarakat Adat. Sejak itu, Tribunal mengacu pada standar internasional
dalam laporannya, menunjukkan bagaimana Deklarasi dapat memperkuat
pendekatan nasional.

Kendala:

Kendala sumber daya keuangan telah menghambat Pengadilan di banyak
kesempatan.

Proses Pengadilan bisa sangat lambat, dengan jarak yang panjang antara
proses penelitian dan sidang dan laporan. Ini sebagian tidak dapat
dihindari, karena klaim historis, terutama klaim tanah, bersifat kompleks
dan sensitif, melibatkan banyak perspektif.

Pengadilan bergantung pada undang-undang untuk keberadaan dan
kekuasaannya, dan pada pemerintah untuk pelaksanaan sebagian besar
temuan dan rekomendasi. Pengadilan mendekati pekerjaannya melalui
lensa kemitraan antara Maori dan non-Maori, dan penyelesaian bergantung
pada pemerintah yang mengadopsi semangat kemitraan yang sama ini.
Semangat ini bervariasi antara pemerintah yang berubah, dan ada kritik
yang signifikan terhadap pendekatan pemerintah terhadap penyelesaian
berdasarkan kekuatan yang tidak setara di antara para pihak.
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Bendera Sami berkibar di kawasan eksplorasi
Kallak dekat desa Randijaur, 40 km barat laut
Jokkmokk di Lappland Swedia. November, 2013.

(Photo oleh Jonathan Nackstrand/ AFP lewat
Getty Images).
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Greenland

Komisi Rekonsiliasi Greenland
(2014-17)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

50.000 yang mencolok dari populasi 56.000 Greenland adalah
orang-orang Inuit Asli. Greenland, juga dikenal sebagai Kalaallit
Nunaat, secara bertahap mencapai lebih banyak kedaulatan. Dijajah
oleh Denmark pada tahun1700-an, pada tahun 1953 tidak lagi
menjadi koloni, dan sejak 1979 telah menjadi negara yang memiliki
pemerintahan sendiri di dalam Kerajaan Denmark. Undang-Undang
tentang Pemerintahan Sendiri Greenland tahun 2009 mengakui
penduduk Greenland sebagai rakyat berdasarkan hukum
internasional dengan hak untuk menentukan nasib sendiri. Setelah
pemilihan pemerintahan baru pada tahun 2013, kepemimpinan
politik Greenland bertujuan untuk bergerak menuju kemerdekaan.

Percaya dekolonisasi mental akan mempersiapkan Greenlanders
untuk memutuskan hubungan dengan Denmark, Pemerintah
membentuk komisi rekonsiliasi. Badan semacam itu dapat mengatasi
kurangnya kesadaran sejarah di antara penduduk Greenland, dan
kebutuhan untuk mendefinisikan diri mereka sendiri, karena kontrol
Denmark atas narasi dan sejarah mereka. Denmark meratifikasi
Konvensi ILO 169 pada tahun 1996, dan telah mengesahkan UNDRIP.
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Mandat

Komisi Rekonsiliasi Greenland didirikan pada tahun 2014. Enam komisioner mewalkili
wilayah, etnis dan kelompok bahasa Greenland, dengan pergantian yang cukup
besar selama melaksanakan tugas. Komisi melihat kebijakan kolonial, seperti
membayar pekerja Inuit lebih sedikit, memindahkan keluarga dari tanah tradisional
mereka ke pemukiman, dan mengirim anak-anak ke Denmark untuk sekolah.

Metodologi

Para komisaris sejak awal memutuskan untuk tidak fokus pada 250 tahun pertama
penjajahan Denmark, melainkan dampak merugikan dari kebijakan pada periode
1953—1979, setelah Greenland secara resmi berhenti menjadi koloni. Salah satu
alasannya adalah Komisi dapat mengakses informan yang hidup selama periode
ini. Periode ini dikenal sebagai periode modernisasi, di mana kebijakan asimilasi
— kadang disebut Danifikasi— berusaha menghilangkan budaya Greenland.

Denmark menolak untuk berpartisipasi dalam Komisi, dengan mengatakan bahwa
mereka tidak perlu melakukan rekonsiliasi. Komisi kemudian merumuskan definisi
empat sisi yang hanya berurusan dengan rekonsiliasi di Greenland:

Rekonsiliasi pribadi dengan diri sendiri dan latar belakang;
Rekonsiliasi dengan masa lalu;

Rekonsiliasi antar kelompok dalam masyarakat; dan
Rekonsiliasi antar generasi.

A WN =

Komisi melibatkan masyarakat dengan memberikan kesaksian, melakukan dengar
pendapat, dan mengembangkan proyek artistik untuk mempromosikan inklusi/
keterlibatan semua pihak. Sebuah konferensi menandai berakhirnya Komisi, saat
laporan akhir disampaikan ke parlemen. Komisi tidak mengambil pendekatan
yang sangat legalistik untuk pekerjaan ini.

Temuan dan rekomendasi

Laporan akhir dirilis pada Desember 2017, dalam bahasa Denmark dan Kalaalisut,
dialek bahasa Greenland. Di antara 11 rekomendasi, laporan tersebut mendesak
Pemerintah Greenland untuk mengembangkan rencana aksi nasional guna
menceritakan kisah Greenland dari sudut pandang Greenland; mendirikan pusat
pengetahuan untuk mengumpulkan dan mempromosikan sejarah Greenland yang
berpusat pada Inuit; membuat dana rekonsiliasi untuk mendukung penyembuhan,
rekonsiliasi dan pemulihan; dan untuk memperkuat penggunaan bahasa
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Greenland di semua jenjang masyarakat. Ini menyerukan debat nasional tentang
permintaan maaf publik untuk gerakan paksa, eksperimen sosial, dan perasaan
menjadi warga negara peringkat kedua.

Pembelajaran dan dukungan

e CGreenland adalah contoh langka dari sebuah wilayah yang melakukan
proses pengungkapan kebenaran tanpa dukungan dari Pemerintah Pusat,
dan maksud dari proses tersebut adalah untuk membuka jalan menuju
kemerdekaan.

e Parakritikus menilai bahwa Komisi memiliki keberhasilan yang terbatas
dalam berhubungan dengan publik, kesadaran publik yang terbatas tentang
pekerjaannya, dan sedikit bukti tentang dampak yang bertahan lama.
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Norway, Finland,
Sweden

Norwegia, Finlandia, Swedia:
Suku Sami di Skandinavia Utara

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Sami adalah masyarakat adat di bagian Utara Semenanjung
Skandinavia dan sebagian besar Semenanjung Kola, di Swedia, Norwegia,
Finlandia, dan Rusia. Ada informasi terbatas tentang populasi pasti
orang Sami, tetapi diperkirakan antara 50.000 hingga100.000,
denganjumlah terbesar di Norwegia dan paling sedikit di Rusia.

Orang-orang Sami diwakili oleh tiga parlemen Sami, di Swedia,
Norwegia dan Finlandia. Di Rusia, komunitas Sami diorganisir
melalui organisasi non-pemerintah. Pada tahun 2000, tiga parlemen
membentuk dewan bersama yang disebut Dewan Parlemen Sami.
Setidaknya sejak abad ke-19, Pemerintah-pemerintah di Norwegia,
Swedia, Finlandia, dan Rusia menerapkan kebijakan asimilasi yang
agresif. Sistem pendidikan dan gereja-gereja Kristen mengecilkan
atau menekan bahasa dan budaya Sami dan secara paksa
mengasimilasi anak-anak ke dalam budaya yang dominan.

Saat ini, orang Sami sebagian besar tinggal di kota-kota, meskipun
sejumlah besar tetap berada di desa-desa di Kutub Utara. Mereka
masih menghadapi hilangnya bahasa dan budaya yang disebabkan
oleh generasi anak-anak Sami yang dibawa ke sekolah-sekolah
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misionaris dan sekolah berasrama yang dikelola negara. Mereka juga menentang
warisan hukum untuk menolak hak Sami atas kepercayaan, bahasa, tanah, dan
mata pencaharian tradisional mereka. Ancaman budaya dan lingkungan lebih
lanjut datang dari eksplorasi minyak, pertambangan, pembangunan bendungan,
penebangan hutan, daerah pengeboman militer, pariwisata, pengembangan
komersial dan dampak perubahan iklim.

Parlemen Sami telah mengusulkan Komisi Kebenaran untuk menangani
diskriminasi sistemik. Mereka sebagian terinspirasi oleh Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi di Kanada, sebuah negara kaya dan stabil yang mempertimbangkan
pelanggaran terhadap masyarakat adat Arktik. Beberapa pemimpin Sami
menginginkan Komisi Kebenaran yang sama di seluruh wilayah mereka, tetapi ini
terlalu menantang secara politis bagi empat negara yang terlibat.

Norwegia:

Komisi untuk menyelidiki kebijakan dan
ketidakadilan norwegianisasi terhadap
masyarakat Sami dan Kven/Norwegia
Finlandia (Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi: 2017- sekarang)

Latar belakang proses pencarian kebenaran

Norwegia adalah rumah bagi populasi terbesar orang Sami, yaitu
sekitar 40.000 orang.

Sampai akhir abad ke-20, Penguasa Norwegia memberlakukan
kebijakan asimilasi terhadap Sdmi dan Kvens (atau Finlandia
Norwegia). Kebijakan tersebut memiliki konsekuensi serius bagi
budaya, bahasa, identitas dan kondisi kehidupan mereka, dan terus
mempengaruhi hubungan mereka dengan mayoritas penduduk. Juga
disebut kebijakan Norwegianisasi, itu meminggirkan dan menindas
komunitas masyarakat adat.
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Pada tahun 1988, konstitusi Norwegia diubah untuk membuat Pemerintah
bertanggungjawab menjaga hak-hak masyarakat Sami dalam mengembangkan
budaya, bahasa, dan masyarakat mereka sendiri. Parlemen Sami dibentuk pada
tahun 1989, dan Norwegia adalah negara pertama yang meratifikasi Konvensi ILO
169, pada tahun 1990. Norwegia telah mengesahkan UNDRIP.

Pada bulan September 2017, dengan Parlemen Sami sebagai kekuatan pendorong,
Parlemen Norwegia membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC) untuk
menyelidiki kebijakan negara yang represif selama berabad-abad terhadap
Penduduk Asli Sdmi dan minoritas Kven.

Mandat

Komisi ini memiliki 3 bagian mandat:

o Untuk menghasilkan survei historis kebijakan dan kegiatan Norwegia
terhadap Sami dan Kven, secara lokal, regional dan nasional.

o Untuk menyelidiki dampak dari kebijakan Norwegianisasi, termasuk
bagaimana hal itu memengaruhi pandangan mayoritas penduduk, dan
signifikansinya hingga hari ini.

e Untuk menyarankan langkah-langkah bagi rekonsiliasi lebih lanjut.

Mandat komisi terutama untuk mendokumentasikan dan menganalisis sejarah.
Tugas utamanya adalah melakukan “pemetaan sejarah” terhadap kebijakan tiga
masyarakat adat di Utara Norwegia— Sami, Kven, dan Skogfinn (Norwegia untuk
“Finns of the forest”) — dari sekitar1800 hingga saat ini.

Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman bersama tentang bagaimana
penguasa dan masyarakat Norwegia memberlakukan dan budaya mereka,
meletakkan dasar untuk rekonsiliasi antara masyarakat adat dan mayoritas.

Metodologi

Ke-12 komisioner memimpin upaya untuk mengumpulkan cerita dari individu dan
kelompok dalam pertemuan, wawancara, dan pengajuansecara tertulis atau
rekaman. Komisijuga berencana untuk memeriksa penelitian yang ada, mengisi
kesenjangan yang diperlukan melalui kemitraan dengan lembaga penelitian.
Komisi berkomitmen untuk terlibat dengan upaya terkait penduduk Sdmi yang
terjadi di negara lain selama proses berlangsung.

Komisi dijadwalkan untuk menyelesaikan pekerjaannya pada September 2022,
ketika akan menyerahkan laporannya ke Parlemen.
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Swedia

Latar belakang proses pencarian kebenaran

Sekitar 20.000 orang Sami tinggal di Swedia. Pada tahun 2015,
Parlemen Sami di Swedia, bersama dengan Ombudsman Kesetaraan,
mulai menjajaki kondisi untuk memulai proses kebenaran dan
rekonsiliasi. Orang Sami dan Gereja Swedia telah mengerjakan Buku
Putih untuk menyelidiki tindakan historis Gereja terhadap orang
Sami.

Pada tahun 2019 pemerintah mengumumbkan Komisi Kebenaran
Sami untuk menjelaskan ketidakadilan terhadap masyarakat adat
oleh negara Swedia. Pekerjaan persiapan dimulai pada tahun 2020.
Swedia telah mengesahkan UNDRIP, tetapi belum meratifikasi
Konvensi [LO169.

Metodologi

Pekerjaan Komisi akan dilakukan oleh Samediggi, yaitu suatu majelis
31 kursi masyarakat adat terpilih yang melindungi hak-hak orang
Swedia Utara dari warisan Sami. The Samediggijuga bertindak
sebagai lembaga otonomi budaya.

Finlandia

Latar belakang proses pencarian kebenaran

Finlandia adalah rumah bagi sekitar10.500 orang Sami. Acara yang
diselenggarakan oleh Dewan Parlemen Sami dan Parlemen Sami di
Finlandia termasuk diskusi tentang transmisi trauma antargenerasi,
hilangnya bahasa dan budaya, dampak dari sekolah berpola asrama,
kebijakan asimilasi dari empat negara dan kebijakan kolonisasi.
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Mengikuti proposal dari Parlemen Sami pada Oktober 2017, pemerintah dan Sami
meluncurkan persiapan untuk proses kebenaran dan rekonsiliasi. Pada tahun 2018
konsultasi luas berlangsung di tanah air Sami dan kota-kota terbesar di Finlandia.
Pada tahun 2019, Perdana Menteri menyetujui proposal untuk Komisi Kebenaran

dan Rekonsiliasi Orang Sami, dan Parlemen Sami menyetujuinya pada akhir tahun.

Finlandia telah mengesahkan UNDRIP tetapi belum meratifikasi Konvensi ILO 169.

Mandat

Selama negosiasi mandat, Sami bersikeras bahwa proses pencarian fakta dan
kebenaran diperlukan sebelum berfokus pada rekonsiliasi. Samijuga bersikeras
untuk mengakui sejarah mereka.

Amanat komisi tersebut diperkirakan akan dimulai sejak Finlandia merdeka dari
penjajahan Rusia pada tahun 1917. Karena pandemi Covid membuat komisi
tersebut tertunda, dan batas waktu penyelesaian pekerjaan diperpanjang hingga
akhir tahun 2023. Komisi tsb. diharapkan akan diangkat pada tahun 2021.
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PEMBELAJARAN &
PERTIMBANGAN

Papan pengumuman yang dibuat oleh masyarakat adat di Boven Digoel
dengan pesan ‘Tanah Adat. Masyarakat adat di daerah ini sedang
terlibat dalam perjuangan untuk mempertahankan tanah mereka dari
perkebunan kelapa sawit.

(Foto oleh AJAR/PWG, 2019).
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Beberapa pembelajaran dan pertimbangan umum muncul dari studi kasus. Ini
relevan untuk para pendukung dan komunitas masyarakat adat dan non-adat,
apakah proses pengungkapan kebenaran yang diusulkan akan mencakup
masyarakat adat di antara korban lainnya, atau apakah itu akan secara eksklusif
berfokus pada pelanggaran hak-hak masyarakat adat.

Pembelajaran dapat dibagi menjadi pembelajaran yang akan diterapkan sebelum,
selama dan setelah Komisi Kebenaran. Namun demikian, secara menyeluruh
semua tahapan adalah kepentingan mendasar dari penerapan Deklarasi PBB
tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) untuk memandu pengungkapan
kebenaran dari tahap awal mempertimbangkan proses pengungkapan kebenaran
hingga pekerjaan tindak lanjut telah selesai. Sebagian besar negara telah
mendukung deklarasi tersebut, dan deklarasi tersebut dapat memastikan proses
pengungkapan kebenaran didasarkan pada kerangka kerja hak asasi manusia
internasional.
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Sebelum

Apakah akan membangun proses pengungkapan kebenaran

Apakah masyarakat adat menginginkan proses pengungkapan kebenaran? Setiap
proses yang berimplikasi pada masyarakat adat harus didasarkan pada
persetujuan bebas, diinformasikan secara baik sejak awal kepada mereka tanpa
paksaan. Persetujuan ini memerlukan proses konsultasi yang mendalam sebelum
keputusan untuk membentuk Komisi Kebenaran. Organisasi dan kepemimpinan
masyarakat adat harus menjadi mitra sejak awal dan harus mewakili keragaman
dalam komunitas masyarakat adat.

Badan seperti apa yang harus melakukan proses pengungkapan
kebenaran: status dan komposisinya

Studi kasus menunjukkan banyak format yang dapat diambil oleh suatu proses.
Setiap konteks memiliki peluang dan hambatan yang mungkin membuat
beberapa format lebih menarik dan memungkinkan daripada yang lain.

Pertimbangan-pertimbangannya meliputi:

® Proses pengungkapan kebenaran dapat dilakukan oleh lembaga independen
yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau keputusan. Badan ini dapat
berupa lembaga hak asasi manusia nasional yang ada atau lembaga yang
telah dibentuk untuk melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
Lembaga atau badan penyidik dapat berada di tingkat nasional dengan
mandat nasional, atau di tingkat wilayah dengan fokus yang lebih lokal.
Apapun bentuknya, badan tersebut harus kredibel di mata masyarakat adat,
sekaligus memiliki status untuk mempengaruhi pengambil keputusan.

e Dinegara-negara di mana tindakan resmi belum memungkinkan, mungkin
ada ruang bagi masyarakat sipil — Adat dan non-Adat — untuk
berkolaborasi dalam proses pengungkapan kebenaran, yang dapat menjadi
penting untuk advokasi berkelanjutan. Pendekatan ini mungkin lebih dapat
dicapai di tingkat lokal dalam banyak kasus.

e Komposisi badan yang melakukan penyelidikan adalah penting, dengan
jumlah dan keragaman komisaris masyarakat adat yang memadai untuk
membentuk proses kepemimpinan yang kredibel. Komisioner perempuan
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yang memadai penting untuk mempromosikan partisipasi dan perspektif
perempuan dalam proses pengungkapan kebenaran.

e Strukturtata kelola dan penasihat dengan perwakilan masyarakat adat
dapat memandu pekerjaan komisi dan memberikan integritas proses.

Mandat

Apayang masyarakat adat ingin fokuskan pada proses pengungkapan kebenaran,
periode waktu apa yang mereka inginkan untuk diperiksa oleh investigasi, dan
proses seperti apa yang mereka inginkan?

Proses pengungkapan kebenaran dapat:

e Fokus pada tema khusus yang mempengaruhi komunitas masyarakat adat
seperti pemindahan anak-anak, wanita yang dibunuh dan hilang, atau
kematian dalam tahanan.

e Fokus pada pengalaman sejarah penuh masyarakat adat dari penjajahan
hingga zaman modern, termasuk memeriksa kehidupan pra-kolonial.

® Memeriksa pelanggaran terhadap masyarakat adat di antara korban lainnya,
sebagai bagian dari Komisi Kebenaran pasca-konflik atau pasca rezim otoriter.

Masyarakat adat harus diajak berkonsultasi tentang apa yang mereka yakini
sebagai fokus mandat, dan melalui proses seperti apa. Proses pengungkapan
kebenaran telah secara konsisten menunjukkan bahwa untuk memeriksa
pelanggaran hak-hak masyarakat adat bahkan yang relatif kontemporer, penting
untuk memeriksa penyebab yang mendasarinya, kembali ke kontak pertama dan
periode kolonial awal. Mandat harus dirancang untuk memungkinkan
pemeriksaan penyebab mendasar ini, bahkan jika fokus spesifiknya adalah
masalah tematik tunggal atau pelanggaran selama konflik baru-baru ini.

Dalam komisi kebenaran pasca-konflik, bagaimana suatu proses dapat
memastikan keterlibatan masyarakat adat dan pemeriksaan yang
memadai atas penyebab-penyebab yang mendasarinya dan berbagai
hak-hak yang luas?

e Adarisiko bahwa Komisi Kebenaran pasca-konflik yang mempertimbangkan
pelanggaran terhadap masyarakat adat di antara korban lainnya gagal
menangani pengalaman dan harapan masyarakat adat secara memadai.
Masyarakat adat tidak boleh terpinggirkan lebih jauh oleh komisi semacam
itu. Dalam melibatkan pemangku kepentingan adat, sebuah komisi harus
dipandu di semua tahap oleh UNDRIP.
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e Bahkanjika mandat terbatas pada kerangka waktu kontemporer, komisi
harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan masyarakat adat untuk
memastikan interpretasi mandat dan metodologi memungkinkan
pemeriksaan yang memadai dari penyebab yang mendasarinya.

e Padatahap pembuatan mandat, pengambil keputusan harus berkonsultasi
dengan masyarakat adat untuk menentukan apakah masalah hak sosial, ekonomi
dan budaya tercakup, termasuk hak kolektif masyarakat adat atas tanah, wilayah
dan sumber daya. Sebagian besar mandat Komisi Kebenaran pasca-konflik
berfokus pada hak-hak sipil dan politik, khususnya kekerasan serius terhadap
tubuh seperti pembunuhan, penyiksaan, penghilangan, dan kekerasan seksual.

Pertanyaan tematik sebagai cara yang dapat diakses untuk menceritakan
kebenaran masyarakat adat.

Di Australia dan Kanada, proses awal pengungkapan kebenaran berfokus pada
tema-tema tertentu, seperti kematian dalam tahanan dan pemindahan anak-anak.
Sementara investigasi tematik seperti itu mungkin tidak mengungkapkan semua
aspek kebenaran pelanggaran terhadap masyarakat adat, mereka dapat masuk
lebih dalam ke isu-isu spesifik sambil menjelaskan penyebab yang mendasarinya.
Penyelidikan tematik mungkin lebih dapat dicapai di mana masyarakat adat
berjuang untuk mendapatkan pengakuan.

Penyelidikan tematik juga dapat dilakukan oleh lembaga yang sudah ada seperti
komisi hak asasi manusia nasional, atau lembaga hak masyarakat adat, yang
mungkin lebih dapat dicapai daripada membentuk entitas baru yang berdiri sendiri.

Gelombang baru pengungkapan kebenaran masyarakat adat

Gelombang baru komisi kebenaran sedang muncul, berfokus pada pengalaman
masyarakat adat dengan mandat luas untuk pengungkapan kebenaran. Di tiga Komisi
Kebenaran Skandinavia, Kalifornia, dan Australia, proses pengungkapan kebenaran
saatini danyang direncanakan berusaha untuk mengeksplorasi pengalaman sejarah
penuh masyarakat adat. Dalam beberapa konteks, seperti Australia, masyarakat
adat melihat ini sebagai langkah yang diperlukan dalam membangun kembali
hubungan antara masyarakat adat dan negara, serta hubungan antar masyarakat.

Komisi-komisi ini memiliki kerangka kerja yang lebih luas daripada fokus tematik
penyelidikan sebelumnya dan tertanam dalam kerangka kerja internasional untuk
hak-hak masyarakat adat yang diwakili oleh UNDRIP. Mereka kemungkinan akan
memperluas cakrawala Komisi Kebenaran tradisional pasca-konflik, termasuk jenis
kebenaran apa yang diperiksa dan cara-cara menceritakan dan memeriksa
kebenaran sejarah.
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Selama

Menafsirkan mandat

Sebagian besar mekanisme pengungkapan kebenaran memerlukan interpretasi
mandat resmi untuk memutuskan di mana harus memfokuskan waktu dan sumber
daya yang terbatas. Pelajaran dari hampir semua Komisi Kebenaran adalah bahwa
ruang lingkup pencarian kebenaranjauh lebih besar daripada yang dapat dicapai
dalam upaya yang terikat waktu dan sumber daya. Prioritas diperlukan. Keputusan
kritis awal ini harus diinformasikan melalui konsultasi dengan masyarakat adat.

Mekanisme konsultasi yang sedang berlangsung

Jika sebuah Komisi Kebenaran telah dibentuk dan diberi mandat tanpa konsultasi
yang memadai dengan masyarakat adat yang terkena dampak, sebuah Komisi
harus segera bertindak untuk berkonsultasi dengan masyarakat. Kurangnya
konsultasi awal ini terjadi di sejumlah Komisi Kebenaran pasca-konflik yang
dibentuk melalui kesepakatan damai. Ada beberapa yang bertindak untuk
memperbaiki masalah ini setelah mereka terbentuk, seperti di Guatemala dan
Kolombia.

Sebuah komisi dapat memutuskan untuk membentuk badan penasihat atau
badan pengarah yang terdiri dari badan-badan dan individu-individu masyarakat
adatyang representatif untuk memandu semua tahapan proses. Mekanisme ini
dapat membantu memastikan konsultasi yang berarti tentang keputusan penting
selama operasinya; membantu dalam rekomendasi akhir; dan membantu
memastikan integritas komisi.

Metodologi

Komisi Kebenaran telah berkembang selama 40 tahun, masing-masing belajar
dari pengalaman sebelumnya. Meskipun Komisi Kebenaran adalah lembaga resmi
yang dibentuk oleh undang-undang, mereka dapat fleksibel dan kreatif dalam cara
kerjanya. Keterlibatan masyarakat adat yang lebih besar akan memperluas apa
yang perlu dan mungkin dilakukan dalam sebuah Komisi Kebenaran.
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Dalam merancang dan menjalankan Komisi Kebenaran, para pemangku
kepentingan harus melihat metodologi yang paling cocok untuk peserta
masyarakat adat, yang akan ditentukan melalui konsultasi. Beberapa
pembelajaran antara lain:

Keamanan masyarakat adat menjadi pertimbangan pertama. Sumber
daya yang memadai harus memastikan keamanan fisik, psikologis dan
budaya peserta. Proses yang bermakna tidak dapat berjalan tanpa
melakukannya, dan bahaya nyata dapat terjadi.

Metode penelitian dan pemeriksaan multidisiplin dapat digunakan
bersamaan dengan metode legalistik dan pengambilan pernyataan
individu. Ini termasuk metode pengungkapan kebenaran masyarakat adat
tradisional; ekspresi artistik; dan berkolaborasi dengan sejarawan,
antropolog, psikolog, dan spesialis data.

Cara kolektif bersaksi dapat bekerja dengan baik untuk banyak komunitas
terpencil. Mereka juga sangat relevan untuk memeriksa kebenaran
mengenai pelanggaran hak kolektif, sangat relevan untuk masyarakat adat.
Meneliti sejarah panjang masyarakat adat dan kolonial menimbulkan

tantangan yang berbeda dari Komisi Kebenaran pasca-konflik yang berfokus

pada periode yang lebih pendek dan lebih baru. Metodologi penelitian
harus mempertimbangkan hal ini, menggunakan sejarah lisan yang diambil
dari komunitas maupun individu dan bermitra dengan masyarakat adat dan
pakar lainnya dalam sejarah, antropologi, studi gender, forensik, dan
disiplin ilmu lainnya.

Praktek budaya tradisional dan metode berbagi informasi dan
pengungkapan kebenaran dapat digunakan, termasuk melalui seni
ekspresif dan pertunjukan, terkadang menghubungkan seni tradisional dan
kontemporer. Pendekatan ini dapat bersifat seremonial dan simbolis
dengan cara yang penting, dan dapat menjadi elemen kunci dari
pengungkapan dan validasi kebenaran substantif. Karya inijuga dapat
menciptakan seni memorial yang dapat hidup di luar komisi.

Membawa proses pengungkapan kebenaran kepada komunitas lokal
penting bagi komunitas masyarakat adat, terutama mereka yang berada di
komunitas terpencil.

Program harus dirancang dengan perempuan masyarakat adat untuk
memastikan kepemimpinan dan partisipasi mereka yang efektif.

Metode khusus untuk pengungkapan kebenaran oleh kelompok
terpinggirkan harus dipertimbangkan, misalnya masyarakat adat LBGTQ]
dan penyandang disabilitas.

Sebuah komisi harus memiliki kapasitas bahasa yang sesuai untuk terlibat

dengan komunitas masyarakat adat yang beragam.
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Dukungan psikososial diperlukan di semua tahap keterlibatan dengan
komunitas masyarakat adat— penjangkauan, persiapan, kesaksian, dan
setelahnya. Di mana sumber daya psikososial terbatas, kemitraan dengan
komunitas dan lembaga spesialis atau layanan Pemerintah diperlukan
Sebuah komisi harus memutuskan lebih awal seberapa banyak keterlibatan
dengan masyarakat luas yang diinginkannya. Komisi Kebenaran semakin
berupaya untuk melibatkan masyarakat melalui proses pencarian
kebenaran itu sendiri sebagai bagian dari pendidikan publik, menggunakan
audiensi publik, liputan media, dan keterlibatan media sosial. Sumber daya
diperlukan untuk menjadikan pekerjaan ini sebagai prioritas, dimulai
dengan tim spesialis komunikasi di dalam komisi.

Aspek antargenerasi dalam menyampaikan kebenaran dan
mendengarkan dapat menjadi manfaat yang kuat dari proses tersebut.
Sebagai sarana untuk bekerja menuju perubahan sosial, program dapat
mempromosikan keterlibatan pemuda dalam seluruh proses.

Staf/Personalia

o Jumlahdan keragaman staf masyarakat adat yang memadai sangat penting
untuk berhasil terlibat dengan komunitas adat.

e Komisioner dan staf mendapat manfaat dari pelatihan untuk terlibat secara
terhormat dan efektif dengan masyarakat adat yang beragam.

Kemitraan

@ Kemitraan sangat penting untuk berfungsinya Komisi Kebenaran dan untuk
membangun jaringan dukungan. Mereka dapat berkontribusi pada
penjangkauan dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas, serta advokasi
politik, selama dan setelah komisi.

e Kemitraan dengan organisasi masyarakat adat sangat penting untuk

keberhasilan, termasuk seputar advokasi untuk tindak lanjut yang efektif:

Organisasi masyarakat adat setempat dapat bertindak sebagaijembatan

antara Komisi Kebenaran dan komunitas lokal.

*  Pakar masyarakat adat dan organisasi spesialis dapat membawa
keahlian ke komisi, termasuk pengetahuan tentang budaya, gender dan
dukungan psikososial.

Organisasi masyarakat adat dapat melakukan tugas-tugas khusus untuk
sebuah komisi, mengerahkan pengambil pernyataan, peneliti atau
pekerja lokal.
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Kemitraan dengan komisi kebenaran juga dapat membantu
membangun kapasitas organisasi masyarakat sipil adat setempat.
Kemitraan media dengan masyarakat adat dan media lainnya dapat
memperkuat penjangkauan dan keterlibatan dalam bahasa lokal.
Kemitraan dengan industri kreatif —adat dan lainnya— dapat
meningkatkan akses dan dukungan untuk pekerjaan komisi, terutama
dengan kaum muda..

Membuat temuan dan rekomendasi:

Konsultasi dengan perwakilan masyarakat adat penting dalam membentuk
rekomendasi yang membahas pengalaman dan prioritas mereka.
Sementara sebagian besar Komisi Kebenaran pasca-konflik belum
mengambil pendekatan mendalam terhadap hak-hak masyarakat adat,
beberapa telah menghasilkan temuan dan visibilitas penting tentang
hak-hak mereka: temuan genosida di Guatemala dan di Peru; temuan
tentang tanah dan wilayah masyarakat adat di Filipina; dan fokus pada
beberapa komunitas dan hak penduduk pribumi di Kenya.

Dalam menyiapkan laporan akhirnya, komisijuga harus membuat versi dan
produk yang dapat diakses, dalam bahasa yang sesuai. Ini mungkin
termasuk video, produk audio, versi laporan anak dan remaja, serta versi
ringkasan. Bahasa adalah masalah penting, yang membutuhkan waktu dan
sumber daya.

Sebuah komisi harus mempertimbangkan perlunya lembaga tindak lanjut
dan mekanisme pemantauan untuk rekomendasi, dengan berkonsultasi
dengan masyarakat adat.
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Setelah

Pelajaran utama dari hampir semua Komisi Kebenaran dan proses
pengungkapan kebenaran adalah bahwa penerapan rekomendasi sangat
menantang. Advokasi berkelanjutan diperlukan selama bertahun-tahun.
Penting untuk mengakui dan mempersiapkan kenyataan ini selama umur
komisi.

Kemitraan dan aliansi yang dibentuk sebelum dan selama komisi sangat
penting untuk advokasi berkelanjutan guna implementasi rekomendasi.
Dukungan berbasis luas penting untuk mengatasi oposisi politik terhadap
rekomendasi.

Badan penasihat masyarakat adat dapat menjadi suara kritis untuk
menerapkan rekomendasi, membantu mempertahankan konsultasi dan
advokasi.

Mekanisme untuk memantau pelaksanaan rekomendasi adalah penting.
Banyak proses pengungkapan kebenaran yang tidak memiliki mekanisme
pemantauan resmi untuk meminta pertanggungjawaban pengambil
keputusan dan pihak lain atas pelaksanaan rekomendasi.

Rekomendasi biasanya menargetkan berbagai pelaku dari Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, masyarakat sipil, komunitas agama, media,
sektor bisnis, sekolah dan organisasi pemuda. Sementara beberapa
rekomendasi sangat menantang, yang lain dapat dikembangkan lebih cepat
untuk membangun momentum, mempertahankan dukungan publik, dan
menjaga tekanan untuk implementasi yang lebih luas.

Penting untuk memberikan umpan balik kepada individu dan komunitas
yang berpartisipasi dalam proses pengungkapan kebenaran saat komisi
menyelesaikan laporan dan rekomendasinya. Upaya ini dapat mencakup
memastikan mereka menerima laporan akhir serta produk lain yang lebih
mudah diakses, seperti program radio dan film.

Banyak Komisi Kebenaran merekomendasikan lembaga tindak lanjut untuk
menampung arsip; melakukan pendidikan publik atas temuan; mendukung
advokasi atas rekomendasi; dan mendorong pengungkapan kebenaran yang
berkelanjutan. Lembaga tindak lanjut harus memelihara hubungan yang
kuat dengan masyarakat adat dan komunitas yang terlibat dalam proses
pengungkapan kebenaran yang asli.
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